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RINGKASAN

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
telah merubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari reaktif
menjadi  proaktif, vyaitu penanggulangan bencana dimulai sejak belum
teridentifikasinya potensi bencana di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 selanjutnya mengatur tentang kewajiban
penyusunan perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah Provinsi.
Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini, telah membuat Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB) yang memuat visi Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakkal
menghadapi bencana. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 misi, 5 tujuan,
10 sasaran dan 23 kebijakan penanggulangan bencana. Setelah RPB ini ditetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008, telah terjadi dua
bencana yang berskala Provinsi yaitu Gempabumi 30 September 2009 dan
gempabumi dan tsunami 25 Oktober 2010. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk
penanggulangan bencana tersebut, terdapat beberapa temuan kendala yang dapat

menjadi pembelajaran untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis
efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat yang
dilanjutkan dengan menganalisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera
Barat berdasarkan 22 indikator Hyogo Framework for Action (HFA). Indikator

HFA in1 merupakan hasil kesepakatan dunia melalui konferensi yang diprakarsai



oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kobe, Jepang. Berdasarkan kedua
analisis ini, disusun kebijakan prioritas yang dapat menjadi kebijakan alternatif
penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan
teknik Focused Group Discussion (FGD) dan Studi Dokumentasi.

Analisis efektivitas kebijakan dilakukan berdasarkan pencapaian sasaran.
Dari hasil analisis, diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan
bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%. Pencapaian sasaran yang
paling rendah yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana,
daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan
Sedangkan pencapaian sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan
BPBD Prov. Sumbar dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif.

Hasil analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat
menunjukkan tingkat ketahanan daerah Kabupaten/Kota berada pada level 2,
sedangkan Provinsi Sumatera Barat pada level 3. Kondisi paling rentan terutama
pada ; Pengkajtan risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas, Manajemen
risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur penilaian dampak risiko
bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan
penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang
berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang
relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi
selama masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai
penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua

tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan

Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hagil analisis
efektivitas, disusun perencanaan yang terdin dari 9 kebijakan, 11 strategi, 20
program dan 50 kegiatan. Kebijakan yang disusun merupakan kebijakan prioritas
untuk penyelengparaan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera

Barat.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 Skala
Richter (SR) mengguncang Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi
akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa
lebih dari 1.100 orang. Dacrah yang terkena dampak paling parah adalah Kota
Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di
Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$
2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan banyak terjadi pada zona yang
memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan oleh
struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada
jalan-jalan umum sehingga akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa
menjadi sulit dilakukan (4 joint report by the BNPB, Bappenas, and the
Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and

international parters, October 2009).

Pada saat gempa terjadi, sistem peringatan dini daerah walau telah dibantu
oleh BMKG dengan radio internet dan sirine, masih belum mampu dimanfaatkan
secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak siapnya
daerah mengambil keputusan evakuasi atan tidak yang kemudian disebar kepada
masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi

resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak.



Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem dan saluran informasi
peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di
daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data
kerusakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah
kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) menghambat
upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan Terbatasnya
kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan
bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada
korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana
schingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk — truk yang memuat
bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa
krisis salah satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi

(KOGAMLI, 2010).

Gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya
gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak
pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya
gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar
ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami
sejash 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut
telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4
{empat) kecamatan di Kabupaten Kepulanan Mentawai, yaini: Kecamatan Sipora

Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan



Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat
Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal
22 November 2010, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah
mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang
mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang
tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai
Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilaian
kerusakan dan kerugian vang dilakukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit
rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit
rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga
mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan,

fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Berbagai kebijakan untuk mengurangi risiko bencana gempabumi dan
tsunami pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan telah
diakomodir dalam RPB Sumbar. Namun demikian ternyata masih ditemukan
berbagai kendala baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada fase tanggap

darurat dan pemulihan bencana gempabumi dan tsunami di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan penanggulangan
bencana telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sejak tahun
2007 dan ditetapkan pada tahun 2008 untuk periode 2008-2012. Namun, dalam
pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala sehingga sasaran penanggulangan
bencana tidak tercapai optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap RPB ini

sangat penting mengingat beberapa ahli gempa percaya bahwa masih terdapat



potensi untuk terjadinya gempa yang lebih besar di Sumatera Barat dengan
kekuatan mencapai 8.5 SR. Kemungkinan terjadinya gempa semacam itu dapat
memicu munculnya tsunami (4 joint report by the BNPB, Bappenas, and the

Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and

international partners, Ociober 2009).

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan-
kebijakan yang sudah ada dalam RPB Sumbar. Untuk itu, penelitian dan
pengkajian tersebut disajikan dalam thesis dengan judul: “Efektivitas Kebijakan

Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok

penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

2008-2012 telah efektif dalam pengurangan risiko bencana...?

2. Bagaimana tingkat ketahanan (kapasitas dan kerentanan) daerah Provinsi

Sumatera Barat dalam menghadapi bencana ..?

3. Bagaimana alternatif kebijakan yang efektif dalam pengurangan risiko

bencana di Provinsi Sumatera Barat...?
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13.

1.4.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk ;

. Menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan RPB Prov. Sumbar

berdasarkan permasalahan (temuan) dalam penanggulangan bencana 30
September 2009 dan 25 Oktober 2010
Menganalisis tingkat ketahanan daerah (kapasitas dan kerentanan) Prov.

Sumbar

. Menyusun alternatif kebijakan penanggulangan  bencana Provinsi

Sumatera Barat

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

I.

Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan masukan dalam
evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana, sehingga
efektif dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pengurangan risiko

bencana.

Bagi masyarakat, diharapkan dengan perencanaan penanggulangan
bencana yag efektif, dapat mengurangi kerugian yang timbul di
masyarakat, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa
aman, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat

lainnya.
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3. Bagi penelitian berikutnya, semoga dapat menjadi referensi dalam
mengenai perencanaan penanggulangan bencana sehingga dapat menjadi

prioritas dalam perencanaan pembangunan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup adalah :

1. Penelitian difokuskan pada kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam
penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pra bencana (pencegahan
dan mitigasi).

2. Penelitian dibatasi pada temuan penanggulangan bencana pada tahap
tanggap darurat berdasarkan pasca kejadian gempabumi tanggal 30
September 2009 serta gempabumi dan tsunami tangal 25 Oktober 2010 di

Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis ini, terdiri dari 7 Bab, yaitu sebagai berikut :

BABI : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika

penulisan

BABII : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang
berkaitan dengan penelitian dari literatur-literatur yang ada. Bab ini
terdiri dari konsep tentang efektivitas dan rencana penanggulangan

bencana
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BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

BAB VII :

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode dan alat analisis

vang digunakan dalam penelitian termasuk teknik pengambilan data

Gambaran umum penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat
yang menggambarkan kondisi kebencanaan di Sumatera Barat,
kebijakan yang ada serta penanggulangan bencana pada gempabumi

30 September 2009 dan tsunami 25 Oktober 2010.

Hasil dan Pembahasan yang menggambarkan hasil yang diperoleh
serta pembahasannya yang meliputi hasil kajian efektivitas kebijakan
penanggulangan bencana, analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi
Sumatera Barat dan penyusunan kebijakan alternatif berdasarkan

hasil kajian efektivitas dan analisis tingkat ketahanan daerah.

Kebijakan dan Program, terdiri dan Alternatif kebijakan dan strategi,
program, fokus prioritas dan indikator keberhasilan penanggulangan

bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan dan saran, yang menggambarkan kesimpulan dan
keseluruhan penelitian dan saran-saran untuk perbaikan sehubungan

dengan thesis ini.

UPT |
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Konsep Efektivitas

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok wuntuk
mencapat tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Menurut Barnard, bahwa
efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama

(Barnard,1992:27).

Ahli sosiologi lebih menitikberatkan pada kemanfaatan bersama. Dalam
kamus sosiologi, Soejono Soeckanto membedakan dua pengertian yang sering
disamakan artinya yaitu; efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah taraf sampai
sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan, sedangkan efisiensi adalah; 1)
Pencapaian tujuan secara maksimal dengan sarana terbatas, 2) Rasio dari keluarga

aktual terhadap keluarga standard dan 3) Derajat pencapatan tujuan.

Jadi, efektivitas merupakan suatu taraf sampai sejauh mana peningkatan
kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena
kesejahteraan manusia memi)akan tujuan dari proses pembangunan. Untuk
mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mengukur
beberapa indicator special, misalnya; Pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman
dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989: 48).

Menurut JP Cambel, pengukuran efektivitas program secara umum dan

paling menonjol adalah;

1. Keberhasilan program
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2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output

5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat
kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua
tugas-tugas pokoknya atau untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya (Cambel, 1989:121). Sedangkan menurut Dunn. W, (2003), efektivitas
merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dimana indikatomya dilihat dari

pencapaian hasil yang diinginkan.
2,2, Konsep Penanggulangan Bencana

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana mulai
muncul pada dekade 1900-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan
Risiko Bencana Internasional. Beberapa konferensi tingkat dunia diinisiasi oleh
United Nations International Strategy or Disaster Risk Reduction (UN-ISDR)
yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang

ditugaskan untuk mengawal Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah,
organisasi non-pemerintah (NGO), institusi akademik dan sector swasta
berkumpul di Kobe, Jepang pada World Conference on Disaster Reduction
(WCDR) kesebelas. Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan
tentang Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015; Membangun Ketahanan Bangsa

dan Komunitas Terhadap Bencana (Hyogo Framework for Action/HFA).
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Kerangka Aksi ini diadopsi oleh 168 nepara (termasuk Indonesia) dan
menetapkan tujuan yang jelas secara substansiil, mengurangi kerugian akibat
bencana, baik korban jiwa maupun kerugian terhadap aet-aset social, ekonomi dan
lingkungan suatu masyarakat dan Negara dan merinci seperagkat prioritas untuk

mencapai tujuan setidaknya pada tahun 2015 (UN-ISDR, 2007).

Indonesia sebagai salah satu negara partisipan, meratifikasi HF A ke dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam
Undang-undang tersebut, terdapat Ketentuan Umum yang mendefinisikan
penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 66). Dari definisi tersebut terlihat bahwa
penanggulangan bencana adalah upaya pengurangan risiko bencana pada fase
sebelum, saat dan setelah bencana. Pada fase sebelum bencana dilaksanakan
upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan,
pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko dan kesiapsiagaan bencana, Pada fase saat
bencana terjadi dilaksanakan upaya tanggap darurat. Pada fase setelah bencana

terjadi dilaksanakan upaya pemulihan dampak bencana.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pada pasal 5,
dinyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini membutuhkan

Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun pada situasi tidak terjadi
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bencana. Diamanatkan kembali pada pasal 6 bahwa setiap Provinsi wajib

menyusun Rencana Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, Peraturan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Nomor (4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana juga menyebutkan bahwa penanggulangan
bencana terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase
kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan. Seluruh fase ini

membentuk siklus seperti terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana

Sumber : Perka BNPB No. 04 Tahun 2008

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan
dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun svatu rencana

yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan
penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan),

yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh
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tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan
dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi
misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta,

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan
penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang
didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka
disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).

3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi, (Operational Plan)
yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dan Rencana Kedaruratan atau
Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

4, Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan,
(Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang
dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka
untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan

penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis
risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program
kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan
penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan,
Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan
program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka
Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan (Perka

BNPB No. 4 tahun 2008).

18



2.3. Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana yang terdapat dalam Perka BNPB No. 04 tahun 2008,

disusun berdasarkan analisis risiko bencana dan digambarkan sebagai berikut:

R=HxV/

R = Risiko Bencana

H = Hazard / Potensi Bencana
V = Vulnerability / Kerentanan

C = Kapasitas

2.3.1. Potensi Bencana
Potensi bencana suatu wilayah tergantung pada kondisi wilayah yang
bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari data kejadian bencana yang terjadi di

wlayah tersebut.

a. Gempabumi, dampak yang dapat timbul oleh gempabumi ialah berupa
kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan
bangunan umum lain) dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan,
bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi dil)
serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya

kepanikan,

b. Tsunami, adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya
gempabumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsoran di laut.

Namun, tidak semua fenomena tersebut dapat memicu terjadinya tsunami,
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Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk
yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara
tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut. Terdapat empat faktor pada
gempabumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu: 1) pusat gempabumi
terjadi di laut, 2) Gempabumi memiliki magnitude yang besar, 3) kedalaman
gempabumi dangkal dan 4) terjadi deformasi vertical pada lantai dasar laut.
Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km perjam,

dengan tinggi gelombang dapat mencapat 20 meter.

Letusan Gunung Api, dampak/risiko yang ditimbulkan oleh jatuhan material
letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu gunung api dan bencana

sekunder berupa aliran lahar.

Banjir, sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai
akibat akumulasi beberapa faktor yaitu; hujan, kondisi sungai, kondisi daerah
hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya
ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan
sungai rusak, kerusakan daerash tangkapan air, pelanggaran tata ruang
wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang

terpadu dan disiplin masyarakat yang rendah.

Tanah Longsor, merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,
ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari
terganggunya kestabilan tanah atau batuann penyusun lereng tersebut.
Pemicu dari terjadinya gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta

kelerengan tebing.
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Kebakaran, potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup
besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya
kebakaran lahan dan hutan dimana berdampak sangat luas tidak hanya
kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga timbulnya gangguan asap di

wilayah sekitar yang sering kali mengganggu Negara-negara tetangga.

Kekeringan, Fenomena ini dialami berbagai wilayah di Indonesia hampir
setiap musim kemarau. Hal inii erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan
dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibatrusaknya
ekosistem pemanfaatan lahan yang berlebihan Dampak dari kekeringan ini
adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang

terburuk adalah banyaknya gejala kurag gizi bahkan kematian.

Epidemi dan Wabah Penyakit. Wabah adalah kejadian begangkitnya suatu
penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat
secara nyata melebihi dar pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah
tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Epidemi baik yang berupa
mengancam manusia maupun hewan temak berdampak serius berupa

kematian serta terganggunya roda perekonomian,

Kebakaran Gedung dan Permukiman Kebakaran gedung dan permukiman
peduduk sangat marak pada musim kemarau, Hal ini terkait dengan
kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak
mengikuti standar keamanan bangunan tidak dilaksanakannya pembaruan

kabel listrik yang sudah ada serta prilaku manusia,
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j. Kegagalan Teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan
desain, pengoperaasian, kelalaian dan kesenjangan manusia dalam

penggunakan teknologi dan industri.

2.3.2. Kerentanan Daerah

Kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifat/prilaku manusia atau
masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau

ancaman. Kerentanan ini dapat berupa:

a. Kerentanan fisik. Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat
berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Misalnya, kekuatan
bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa
Adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tertinggal di bantaran

sungai dan sebagainya.

b. Kerentanan ekonomi. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat
sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada
umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih
rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang

memadai untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana,

c. Kerentanan Sosial. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat
kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, umur, jenis

kelamin kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan
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mengurangi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat

yang rendah juga mengakibatkan rentan terhadap bahaya.

d. Kerentanan Lingkungan Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat
mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering
dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal
di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah

longsor dan sebagainya.

2.33. Kapasitas Daerah

Kemampuan merupakan segala potensi sumber daya untuk melaksanakan
penanggulangan bencana. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka
semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana, Demikian pula semakin
tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula
tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan
masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Dengan menggunakan
perhitungan analisis risiko dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi

oleh daerah yang bersangkutan,

Sebagat langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan
bahaya/ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya ancaman tersebut
diinventarisasi, kemudian diperkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya)

dengan rincian :
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e 5 Kemungkinan sangat besar (hampir dipastikan 80 — $9%)
¢ 4 kemungkinan besar (60 — 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10
tahun mendatang)

* 3 kemungkinan terjadi (40 — 60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam
100 tahun)

¢ 2 kemungkinan kecil (20 — 40% dalam 100 tahun)

o 1 kemungkinan sangat kecil (thingga 20%)

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila

bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain :

s Jumiah korban

¢ Kerugian harta benda

o Kerusakan sarana dan prasarana

e Cakupan luas wilayah yang terkena bancana, dan

¢ Dampak sostal ekonomi yang ditimbulkan
Maka, jika dampak inipun diberi bobot sebagai berikut ;

e 5 sangat parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
e 4 parah (60% - 80% wilayah hancur)

e 3 sedang (40% — 60% wilayah terkena rusak)

¢ 2 ringan (20% - 40% wilayah yang rusak)

» ] sangat ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)
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2.3.4. Analisis Tingkat Ketahanan Daerah

Tingkat ketahanan daerah dapat dianalisis dengan menggunakan Hyogo
Framework for Action (HFA). HFA memuat 5 prioritas aksi yang menjadi
komitmen Negara penandatangan dalam pengurangan risiko bencana. 5 prioritas
aksi HFA dijabarkan dalam 22 indikator pencapaian, setiap indikator pencapaian
dinilai bersama dalam range nilai 1 — 5 dan setiap indikator diberikan indeks
kepentingan. Jumlah total tertinggi indeks ketahanan suatu daerah adalah 100

(UN-ISDR, 2007).
Masing-masing prioritas aksi dan indikatornya diuraikan sebagai berikut:

* PRIORITAS AKSII : Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana
(PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan

lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan dan kerangka hukum lokal untuk pengurangan risiko bencana
ada dengan tanggung jawab dan kapasitas terdesentralisasi di semua
tingkat.

2. Alokasi khusus sumber daya dan memadai tersedia untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di semua jenjang
pemerintahan,

3. Partisipasi masyarakat dan desentralisasi dipastikan melalui

pendelegasian kewenangan sumber daya ke tingkat-tingkat lokal.
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4, Platform daerah yang bersifat multisektoral untuk pengurangan risiko

bencana berfungsi.

PRIORITAS AKSIII : Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor
risiko-risiko  bencana dan  meningkatkan

peringatan dini.
Terdapat 4 indikator sebagat berikut :

1. Penilaian risiko lokal dan nasional berdasarkan data bahaya dan informasi
kerentanan tersedia dan meliputi penilaian risko untuk sektor-sektor
utama.

2. Tersedia sistem-sistem untuk memantau, mengarsipkan dan
menyebarluaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan
utama

3. Sistem peringatan dini tersedia untuk semua bahaya utama, dengan
jangkauan ke masyarakat-masyarakat

4. Penilaian risiko lokal dan nasional memperhitungkan risiko-risiko
regional/lintas batas guna menggalang kerja sama regional mengenai

pengurangan risiko.

PRIORITAS AKSIIII : Mengunakan  pengetahuan, inovasi  dan
pendidikan untuk membangun sebuah budaya

keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :
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Informasi yang relevan mengenai bencana tersedia dan dapat diakses di
semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalut jejaring
pengembangan sistem bagi informast, dst)

Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan
mencakup konsep dan praktek mengenai pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

Metode riset dan alat untuk penilaian multirisiko dan analisis manfaat dan
biaya dikembangkan dan dimantapkan

Strategi kesadaran publik tersedia untuk merangsang budaya ketahanan
bencana, dengan jangkauan ke masyarakat pedesaan dan masyarakat

perkotaan,

PRIORITAS AKSIIV : Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.

Terdapat 6 indikator sebagai berikut :

1.

Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan dan
rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam dan tata guna tanah serta penyesuaian
terhadap perubahan ikiim.

Kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan sosial tengah
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling
berisiko.

Rencana dan kebtjakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk mengurangi kerawanan kegiatan-kegiatan ekonomi.
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4. Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia memuat unsur-unsur
pengurangan risiko bencana, termasuk pemberlakuan syarat dan Izin

Mendirikan Bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum.

5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke datam proses

rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
6. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk menilai dampak-dampak risiko

bencana atas proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.

PRIORITAS AKSIV : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana

untuk respon yang efektif di semua tingkat.
Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme untuk
manajemen risiko bencana dengan perspektif pengurangan risiko bencana
tersedia dan siap.

2. Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana siaga (contingency) tersedia
dan siap di semua jenjang pemerintahan, dan latihan simulasi dan geladi
yang teratur diadakan untuk menguji dan mengembangkan program
tanggap bencana

3. Cadangan finansial dan mekanisme antisipasi tersedia dan siap untuk
mendukung sambutan efektif dan pemulihan bila diperlukan

4. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk melakukan pertukaran
informasi relevan selama peristiwa bencana bahaya dan bencana, dan

untuk melakukan tinjauan-tinjauan pasca kejadian.

28



Masing-masing indikator mempunyai indeks sesuai dengan kondisi daerah.
Pemberian indeks indikator untuk suatu daerah didasarkan pada kriteria-kriteria
masing-masing indikator yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.
Indeks indikator ini akan menentukan indeks prioritas dan selanjutnya dapat
ditentukantingkat ketahanan daerah. Tingkat ketahanan daerah 1-5 mempunyai

arti masing-masing level sebagai berikut :

5 : Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan
kapasitas yang terjaga di semua tingkat

4 : Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan
dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas perasional

3 : Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capatan-capaian selain belum

bersifat komprehensif juga belum cukup berarti

2 : Adanya pencapaian, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen
kelembagaan belum ada
1 : Pencapaian kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-

rencana atau kebijakan

24. Rencana Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk mengurangi
risiko bencana. Perencanaan dimulai dari kajian risiko bencana dan analisis
tingkat ketahanan daerah. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
sebagaimana disampaikan oleh BNPB dalam rangka pembentukan platform

Nasional PRB direncanakan secara integratif, komprehensif dan berkelanjutan
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dengan didukung oleh Forum PRB yang melibatkan semua unsur (Aisyah Hamid

Baidlowi, 2008). Peran Forum PRB dapat digambarkan dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2. Konsep Penyusunan RPB
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Sumber :Skema Perpusunan RPB, Forum PRB Prov. Sumatera Barat

Seperti terlihat pada gambar 2.2, forum PRB berfungsi dalam setiap tahap
penyusunan, mulai dari analisis tingkat ketahanan daerah, penetapan strategi

sampai ke implementasi.

2.5. Kajian Yang Pernah Dilakukan

Kajian mengenai kebencanaan sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu
dengan menganalisis pengaruh bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat
terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Analisis ini berguna sebagai salah satu

temuan sebagai risiko bencana. Berbeda dari kajian ini, penelitian ini lebih
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mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk

mengurangi risiko bencana,

Kajian lainnya yang dapat dijadikan acuan adalah mengenai efektivitas
salah satu program penanggulangan bencana (Community Management Disaster
Risk Reduction/CMDRR) di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Pada
kajian tersebut, program penananggulangan bencana dititik beratkan pada bencana
banjir. Namun demikian, kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam

mengukur efektivitas untuk pengurangan risiko bencana.

2.6. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dimulai dari perumusan masalah sebagaimana
diterangkan pada BAB I, kemudian ditetapkan tujuan penelitian. Untuk mencapai

masing-masing tujuan, ditetapkan alat penelitian yang digunakan,

Pada langkah pertama, dilakukan uji efektivitas kebijakan dengan
membandingkan antara kebijakan yang ada dalam RPB dengan temuan dalam
penanggulangan bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010. Temuan ini

diperoleh dengan studi dokumentasi dan diskusi grup terfokus.

Untuk tujuan kedua, analisis kapasitas dan kerentanan Provinsi Sumatera
Barat dalam penanggulangan bencana Provinst Sumatera Barat dilakukan analisis
indicator HFA. Penentuan indikator HFA diperoleh dart hasil pengisian kuisioner

(dengan diskusi grup terfokus) oleh masing-masing daerah sampel. Selanjutnya,
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dengan menggabungkan hasil kedua langkah di atas, dapat diperoleh rekomendasi

kebijakandan strategi penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat.

Metodologi ini selanjutnya akan dijelaskan pada BAB III. Bagan alur pikir

penelitian dapat diperlihatkan secara sistematis pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Alur Pikir Penclitian
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Di Indonesia, daerah yang mempunyai potensi bencana yang cukup tinggi
salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat Dalam hal penanggulangan
bencana, Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi pertama yang menyusun
Rencana Penanggulangan Bencana di Indonesia. Sejak Rencana Penanggulangan
Bencana tersebut disusun, telah terjadi dua kali bencana yang berskala Provinsi.
Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas kebijakan penanggulangan bencana

ini difokuskan di wilayah Provinsi Sumatera Barat,

3.2, Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer, diperoleh melalui diskusi grup terfokus (FGD) untuk
mendapatkan identifikasi temuan dan penilaian efektivitas kebijakan.

2. Data sekunder, diperoleh dari Yayasan Komunitas KOGAMI yaitu laporan
tentang kondisi daerah berupa jawaban daftar isian indikator HFA untuk
menentukan tingkat ketahanan daerah. Disamping itu, data sekunder juga
diperoleh dari laporan BNPB mengenai penanggulangan bencana gempabumi

30 September 2009 dan gempa mentawai tanggal 25 Oktober 2010.
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3.3. Populasi dan Sampel

Karena pada penelitian ini yang dianalisis adalah tingkat ketahanan daerah
Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan, maka pengamatan dilakukan
terhadap sektor pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sekior swasta.
Sehingga, dalam pengambilan data primer dan sekunder perlu mewakili setiap
unsur tersebut. Untuk daerah pengamatan, dipilih Kabupaten/Kota yang terkena
dampak besar saat kejadian bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana
tsunami 25 Oktober 2010, yaitu kabupaten/kota yang menderita kerugian diatas

300 miliar Rupiah.

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk analisis tingkat ketahanan daerah,
sampel yang diambil yaitu 6 dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera
Barat yang terkena dampak besar bencana gempabumi 30 September 2009 dan
bencana tsunami 25 Oktober 2010 yaitu; Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten
Mentawai. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat tidak diikutsertakan karena

tidak terdapat data dari yayasan KOGAMI.

3.3.2. Metode dan Tahapan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola,
menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Dalam analisis

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
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3.32.1. Metode Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektifitas dilakukan melalui diskusi grup terfokus (FGD). FGD
dilaksanakan dengan peserta yang hadir sebanyak 13 orang yaitu pelaksana
kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari
perwakilan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, LSM nasional dan internasional yang terlibat penanggulangan
bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010.
Keluaran pertama dari FGD ini adalah identifikasi temuan berdasarkan masing-
masing sasaran. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase tingkat pencapaian
sasaran sebagai ukuran efektivitas berdasarkan identifikasi temuan sebelumnya

dan ditambah data temuan dari laporan BNPB.

33.2.2. Metode Pengukuran Tingkat Ketahanan Daerah

Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan daerah adalah
dengan studi dokumentasi. Dari data sekunder yang diperoleh dari Yayasan
KOGAMI, dihitung tingkat ketahanan daerah berdasarkan panduan dari Badan
Nasonal Penanggulangan Bencana. Untuk masing-masing indikator terdapat 4
pertanyaan. Jawaban terhadap pertanyaan ferdiri dari; Ya=1 dan Tidak=0.
Terhadap jawaban kuisioner diberikan nilai yang menjadi indeks masing-masing

indikator yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.
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Tabel 3.1 Indeks indikator berdasarkan jawaban kuisioner

NO JAWABAN PERTANYAAN INDEKS INDIKATOR
1 Pertanyaan 1 =2 =3 =4 = Tidak 0

2 Pertanyaan 1= Ya, 2=3 =4 = Tidak 40

3 Pertanyaan 1 =2 = Ya, 3 = 4 = Tidak 60

4 Pertanyaan 1 =2 =3 = Ya, 4 = Tidak 80

5 Pertanyaan 1 =2=3=4=Ya 100

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011

22 indikator HFA dikelompokkan ke dalam lima prioritas aksi, untuk mengetahui

nilai masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

Y.(indeks indikator x nilai kepentingan),
n

Nilai Prioritas =

Dimana; n = Jumlah indikator pada masing-masing prioritas aksi
nilai kepentingan ditentukan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat

dapat dilihat pada lampiran 6.

Selanjutnya indeks ketahanan daerah diperoleh dari rata-rata nilai prioritas. Untuk
menentukan indeks ketahanan daerah dan indeks prioritas aksi dilakukan
berdasarkan range nilai prioritas. Range nilai untuk penentuan indeks dapat

dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Range nilai untuk penentuan indeks ketahanan daersh

Nilai Prioritas Indcks Prioritas
85,1-100 5
70,1-85 4
55,1-70 3
35,1-55 2
<35 1

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011
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3.3.2.3. Metode Penyusunan Kebijakan

Metode yang digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan
bencana adalah berdasarkan hasil analisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan
indikator HFA. Hasil analisis tingkat ketananan daerah ini digabung dengan hasil

uji efektivitas.

3.4. Defenisi Operasional Variabel
Batasan dalam penelitian ini dijabarkan dengan mendefenisikan variabel

operasional menurut Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 118 tahun 2008

tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012,

yaitu sebagai berikut :

1. Bencana (disaster) adalah perstiwa yang disebabkan oleh alam (seperti
gempa-bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal
teknologi, konflik sosial dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban
jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. Bahaya (hazerd) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis,
klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan
teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

3. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu
masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan

menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan
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fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam
penyebab.

. Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kekuatan
yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan
diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta
dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana,

. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

. Pencegahan (prevenfion) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya sebagian atau seluruh bencana,

. Mitigasi (mifigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko
bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan
menghadapi ancaman bencana

. Mitigasi Fisik (Structure Mitigation) adalah upaya dilakukan untuk
mengurangi  risiko  bencana  dengan  menurunkan  kerentanan
dan / atan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan

membangun infrastruktur.

. Mitigasi Non-Fisik (Non Structure Mitigation) adalah upaya yang dilakukan
untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan / atau
meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan
meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi

bencana.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Kesiap-siagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang

tepat-guna dan berdaya-guna,

Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi
korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.

Bantuan darurat (relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat,
lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui

rehabilitasi.

Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik
dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

bencana

Rekonstruksi (reconstruction) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan

jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan
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17.

18.

19.

20,

21

22,

23,

pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau

lebih baik dari sebelum bencana.

Penanggulangan Bencana (disaster managemenf) adalah upaya yang
meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiap-siagaan; rehabilitasi

dan rekonstruksi.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang

diber tugas untuk menanggulangi bencana

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai

akibat dampak buruk bencana,

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau

meninggal dunia akibat bencana.

. Prosedur Tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara

bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara

penanganan bencana.

Gagal teknologi adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak

berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu,

Pengurangan Risike Bencana (Disaster Risk Reduction) adalah segala

tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan
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kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya

tertentu.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan 00 54° Lintang Utara
sampai dengan 30 30’ Lintang Selatan serta 980 36’ sampai dengan 1010 53’
Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42,.297,21 Km2 atan 4.229.721 Ha
Provinsi Sumatera Barat meliputi areal daratan seluas + 42.297 Km2 termasuk +
375 pulau besar dan kecil di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12
mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat
diperkirakan + 186.500 Km2, Panjang pgaris pantai Provinsi Sumatera Barat
adalah % 2.420.388 Km, yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan rincian

panjang pantai sebagai berikut :

¢ Pasaman Barat = 142,955 Km

e Apgam = 38.469 Km

» Padang Pariaman = 62.332 Km

e Padang = 99.632 Km

o Pesisir Selatan = 278.200 Km

» Kepulauan Mentawai = 1.798.800 Km

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan

belas) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,
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Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok,
Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta 7 (tujuh) Kota yaitu Kota Padang, Solok,
Kota Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Kota Pariaman.

Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya
merupakan kabupaten baru. Pada akhir tahun 2003 terjadi pemekaran 3 (tiga)
kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten
Sawahlunto Sijunjung masing-masing dipecah menjadi dua kabupaten baru yaitu
Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Solok Selatan,

serta Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya

4.2 Potensi Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumbar memiliki baniyak potensi bencana, selain disebabkan oleh
aktivitas alam, Provinsi ini juga memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh
manusia (non alam) seperti konflik social, epidemic wabah penyakit, kebakaran
bangunan dan lain-lain. Dari identifikasi data, diperoleh potensi bencana yang ada

di Provinsi Sumbar adalah sebagai berikut:

4.2.1. Gempabumi

Berdasarkan catatan data sejarah kegempaan, daerah Sumatera Barat
memang sudah berapa kali mengalami gempabumi merusak. Sejak 1822 hingga
2009 telah terjadi setidaknya 14 kali kejadian gempabumi kuat dan merusak di

Sumatera Barat dan diantaranya menyebabkan tsunami. Sejarah panjang
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gempabumi merusak di Sumatera Barat, diantaranya adalah Gempabumi Padang

(1822, 1835, 1981, 1991, 2005), Gempabumi Singkarak (1943), Gempabumi
Pasaman (1977) dan Gempabumi Agam (2003). Sedangkan gempabumi yang
diikuti gelombang tsunami terjadi di Mentawai (1861) dan Sori-Sori (1904).
Catatan paling tua menunjukkan bahwa di Padang pada tahun 1822 telah terjadi
gempabumi kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung
Talang dan Gunung Merapi. Meski tidak ada laporan secara rinci menyebutkan,
namun gempabumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa

cukup banyak.

Pada tanggal 28 Juni 1926, gempabumi dahsyat 7.8 Skala Richter juga
dilaporkan pernah mengguncang Padang Panjang. Akibat gempabumi ini tercatat
korban tewas lebih dari 354 orang. Kerusakan parah terjadi di sekitar Danau
Singkarak Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok,
Sawah Lunto dan Alahan Panjang. Gempabumi susulan mengakibatkan kerusakan
pada sebagian wilayah Danan Singkarak. Tercatat di Kabupaten Agam sebanyak
472 rumah roboh, 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang
sebanyak 2.383 rumah roboh, 247 orang tewas. Dampak gempabumi juga
menimbulkan banyak tanah terbelah, longsoran di Padang Panjang, Kubu Krambil

dan Simabur.

Gempabumi kuat dengan magnitudo 5.6 Skala Richter juga pernah terjadi
pada 16 Pebruari 2004, Getaran gempabumi ini dirasakan di sebagian besar
daerzh Sumatera Barat hingga pada VI MMI (Modified Mercalli Intensity) yang

menimbulkan korban tewas sebanyak 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan
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bangunan rumah di Kabupaten Tanah Datar. Selang beberapa hari kemudian,
tepatnya pada 22 Pebruari 2004, gempabumi yang lebih besar kembali
mengguncang Sumatera Barat dengan magnitudo 6 Skala Richter. Gempabumi ini
mengakibatkan satu orang korban tewas dan beberapa orang luka parah serta

ratusan rumah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi seismik yang aktif dan kompleks zona gempabumi Sumatera
Barat tersusun atas dua generator gempabumi. Pertama, pembangkit gempabumi
berasal dari kawasan barat Sumatera yaitu zone subduksi lempeng yang
berpotensi menimbulkan gempa kuat yang besar kemungkinan diikuti tsunami.
Gempabumi-gempabumi yang dipicu oleh aktivitas penyusupan lempeng sebagian
besar hiposenternya berpusat di perairan sebelah barat Sumatera. Hal ini berkaitan
dengan adanya pertemuan lempeng benua di dasar laut. Untuk kawasan Sumatera
Barat, potensi gempa besar justru akibat aktivitas lempeng dizona subduksi yang

dicirikan dengan magnitudonya yang relatif lebih besar.

Generator gempabumi kedua adalah zona patahan Sumatera atau yang
populer dikenat sebagai Semangko Fault. Semangko Fault merupakan patahan
sangat aktif di daratan yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua, membentang
sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Teluk Semangko di Selat Sunda
sampai ke wilayah Aceh di utara Gempabumi berkekuatan 7,0 skala Richter yang
mengejutkan masyarakat Sungai Penuh pada hari Kamis (1/10) yang
episentrumnya sekitar 160 kilometer dari Kota Padang merupakan gempabumi

akibat aktivitas Patahan Semangko. Tampaknya pelepasan energi gempabumi
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utama Padang berkekuatan 7.6 skala Richter vang dibangkitkan oleh aktivitas

subduksi lempeng berdampak telah memicu aktivitas sesar di daratan.

Berdasarkan data sejarah gempabumi Sumatera, dalam 100 tahun terakhir,
sudah sekitar 20 gempa besar dan merusak terjadi zona patahan ini. Berdasarkan
penelitian, aktivitas gempabumi di patahan Semangko rata-rata sekitar 5 tahun
sekali. Meskipun gempabumi di zona patahan ini magnitudonya relatif kecil,
namun dampaknya bisa sangat berbahaya disebabkan sumbernya di daratan yang

berdekatan dengan kawasan pemukiman.
4.2.2, Tsunami

Dari dokumen pemerintah Belanda, pada 10 Februari 1797 dan 24
Nopember 1833, telah terjadi Tsunami yang cukup besar dengan ketinggian 3-4
meter di Kota Padang, dan landaannya mencapat 1 km. Dalam waktu dekat, para
ahli juga memperkirakan aka terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa
yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat
Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi
menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi

Sumatera Barat.
4.2.3. Banjir

Provinsi Sumatera Barat memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dar
wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai bagian barat. Secara

tradisionil, perkembangan penduduk di Provinsi Sumbar dimulai dari daerah
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tepian sungai-sungai besar seperti asal-usul masyarakat di Kabupaten Solok,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Agam. Lokasi yang

4.2.4. Gunung Api

Provinsi Sumatera Brat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Tandikat,
Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat Gunung ini berpotensi
menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitamya. Pada tahun 2007, aktivita
Gunung Talag sempat menyembulkan lahar meskipun tidak sampai menimbulkan
bencana besar. Namun, kejadian tersebut telah menarik perhatian ahli nasionat
dan internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung api untuk
memprediksi aktivitasnya di masa yang akan datang. Selain Gunung Talang,
beberapa tahun belakang, Gunung Merapi juga masih terus mengeluarkan asap
sehingga potensi bencana yang ditimbulkan terhadap penduduk di sekitar cukup

besar.
4.2.5. Longsor

Sejarah bencana longsor di Sumatera Barat terjadi di Padang Panjang pada
tanggal 4 Mei 1987 yang diperkirakan merupakan longsor terbesar. Korban yang
ditimbukannya sebayak 143 orang meninggal, 49 rumah rusak berat dan 1 buah

bangunan sekolah tertimbun.
4.2.6. Abrasi Pantai

Provinsi Sumatera barat berbatasan langsung dengan lauta India di sebelah
barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat

masuk dalam siklus aliran laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai.
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4.2.7. Penggunaan Narkoba dan Obat Terlarang

Era informasi membawa masyarakat Provinsi Sumatera Barat ikut dalam
budaya global. Dampak buruk pengaruh dari budaya global ini terhadap budaya
lokal tak dapat dihindari. Beberapa kelompok masyarakat teridentifikasi memiliki
ketergantungan terhadap obat terlarang. Kelompok ini juga memiliki potensi besar
untuk terkena HIV/AIDS. Jika tidak ditangani dengan baik, bencana social ini

dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat,
4.2,.8. Konflik Sosial

Secara umum, masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya
yang sama. Namun, di beberapa daerah sekelompok masyarakat dari suku yz'mg
memiliki budaya yang berbeda datang dan menetap. Kedatangan mereka
disebabkan oleh program pemerintah transmigrasi dan oleh keinginan mereka
sendiri. Aadanya perbedaan budaya ini, menimbulkan potensi konflik horizontal
antar masyarakat. Disamping itu, konflik akibat ego manusia juga terjadi di
Provinsi Sumatera Barat. Konflik social yang telah terjadi di Provinsi Sumatera

Barat adalah di Kabupaten Solok pada tahun 1993, 2003 dan 2008.

4.3 Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana
Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012 (RPB
Sumbar) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubermnur Sumatera Barat Nomor 115

Tahun 2008. Penyusunan RPB Sumbar memiliki 4 tujuan yaitu :
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1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk
menurunkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

2. Meningkatkan kineja lembaga dan instansi penanggulangan bencana di
Provinsi Sumatera Barat

3.  Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait
dalam penanggulagan bencana sesuai dengan budaya masng-masing daerah
di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari bahaya

yang mengacam,

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat,
berdasarkan kajian risiko bencana, potensi bencana yang terjadi di Sumatera Barat
dibagi dalam tiga skala prioritas., Skala prioritas ini disusun berdasarkan faktor
kemungkinan terjadinya bencana, kerentanan masyarakatya dan kapasitas

sumber daya yang dimiliki.

1.  Tingkat Risiko I, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan
yang amat besar dengan potensi terjadinya amat tinggi. Bencana pada
tingkat risiko ini mendesak untuk ditangani. Yang termasuk dalam kategori
ini adalah; gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi wabah penyakit,
penggunaan narkoba dan obat terlarang.

2.  Tingkat Risiko II, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan
yang amat besar dengan potensi terjadinya rendah atau kerugian/kerusakan
yang ditimbulkan sedikit dengan potensi terjadinya tinggi. Bencana pada

tingkat risiko ini segera ditangani namun belum mendesak. Yang termasuk

50



dalam kategori ini adalah; Longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan
dan lahan, abrasi pantai, kebakaran bangunan, badai puting beliung dan
gelombang pasang,

3. Tingkat Risiko I, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan
sedikit dengan potensi terjadinya rendah. Bencana pada tingkat risiko ini
dapat ditangani secara bertahap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah;

kekeringan, gagal teknologi, konflik sosial dan pencemaan lingkungan.

Sebagai rencana induk penanggulangan bencana daerah, RPB Sumbar
terdiri dari 23 kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum, saat dan
setelah bencana. Kebijakan ini diuraikan dari 10 sasaran dan 5 tujuan
penanggulangan bencana. Selanjutnya terdapat 3 misi yang hendak dicapai untuk
mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, yaitu @ “Sumafera
Barat Siaga, Tangguh dan Tawakal Menghadapi Bencana”. Adapun misi

penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah :

a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapstagaan dan
infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu.
b. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis

¢. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis.

Dari misi tersebut, ditetapkan 5 tujuan PB Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a. Membangun system PB yang handal
b. Membangun Kesiapsiagaan Bencana Secara Partisipatif

¢. Mempersiapkan Infrastruktur PB yang tangguh
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. Meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa
darurat bencana
. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka

pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.

Dari 5 tujuan, dijabarkan menjadi 10 sasaran, yaitu :

Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB
Sumbar

. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sumbar.

. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam
upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar

. Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.

. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum
Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana

. Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada Kkorban
bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal

. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif
Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana

Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum,

Selanjutnya, terdapat 23 kebijakan PB Provinsi Sumbar yaitu :

Menerbitkan aturan PB Prov. Sumbar

. Mempercepat pembentukan aturan PB di Kota/Kab di Prov. Sumbar
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. Mendirikan BPBD Prov. Sumbar dengan sumber daya yang memadai dan
kompeten sesuai dengan standar

. Mempercepat pembangunan BPBD Kota/Kab di Prov. Sumbar dengan
metode terstandarisasi.

. Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya di Prov.
Sumbar dalam PB

Membangun jaringan kerja PB untuk optimalisasi mobilisasi sumber daya

. Membangun system peringatan dini bencana yag handal dan responsive
bagi masyarakat

Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam PB

Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan
kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumber daya.

Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana

. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternative
pengurangan kerentanan bencana .

Menyusun scenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah
berbasis PB di Kota/Kab Prov. Sumbar

. Melaksanakan mitigasi structural pada daerah rentan

. Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan

. Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan
penyelamatan korban bencana

. Pengerahan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan
pemuliban fasilitas kritis.

. Menjamin distribusi logtstic yang tepat sasaran
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Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemic
penyakit.
Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana
Memulihkan secara permanan kebutuhan primer penduduk korban
bencana

. Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk

. Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum

. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

pemulihan fasilitas dan utilitas umum

Seluruh kebijakan penanggulangan bencana dalam RPB Sumbar
diterjemahkan pelaksanaannya dengan 39 program kerja serta 92 kegiatan
penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya tersebut, terdiri dari 3 fase
penanggulangan bencana yang dilakukan selama 5 tahun mulai dari Tahun 2008
hingga Tahun 2012 untuk 10 potensi bencana alam dan 6 potensi bencana non
alam.Dari 23 kebijakan tersebut, diuraikan menjadi 39 program dan 92 kegtatan.

Untuk pengelolaan pelaksanaan RPB Sumbar ini, dilakukan oleh Lembaga BPBD

_.yang menggantikan peran satkorlak PB yang bersifak koordinatif dan fungsional.

Selain lembaga pemerintah, sumber daya yang fturut berperan dalam
penanggulangan bencaa terdiri dari masyarakat umum, swasta, lembaga non
pemerintahan, perguruan tinggi dan media massa. Pendanaan kegiatan
penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, sector swasta, donor

nasional dan internasional.




4.4 Penanggulangan Bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010

Pada tanggal 30 September 2009, telah terjadi gempa bumi dengan
magnitude 7,1 SR di Sumatera Barat pada pukul 17.16 WIB dengan episenter 71
kilometer berdasarkan BMKG. Intensitas gempa dilaporkan mencapai skala MMI
VII-VIII di Kota Padang dan V-VI di Kab/Kota sekitarnya. Lokasi pusat gempa
dapat dilihat pada gambar 4.1. Kemgian yang ditimbulkan pada gempa ini
tersebar pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian dapat

dilihat pada tabel 4.1.

Gambar 4.1. Lokasi Pusat Gempa 30 Gempa bumi yang terjadi pada
September 2009 '

; tanggal 30 September ini merupakan
rangkaian gempa yang diakibatkan karena
posisi Pulau Sumatera di sepanjang jalur
tumbukan dua lempeng bumi, di mana
lempeng (Samudra) Hindia bergerak

menunjam ke bawah lempeng (benua)

Sumatra Sumatra dan busur kepulanan di
bagian baratnya adalah bagian dar lempeng

Eurasia. Sedangkan lempeng lainnya berada

di bawah Lautan Hindia. Batas dua lempeng

Sumber : BNPB, 2009

ini dapat diamati berupa jalur palung laut

dalam di sebelah barat Sumatra sampai ke Kep. Andaman. Lempeng Hindia
menunjam di bawah Sumatra 50-60 cm/tahun dengan kemiringan sekitar 12

derajat. Bagian dangkal (di atas 60km) dari batas antara lempeng yang menunjam




dan lempeng di atasnya disebut sebagai (patahan) megathrust. Megathust ini
berpotensi mengeluarkan gempa dengan kekuatan diatas M8. Sejak tahun 2000
zona subduksi Sumatra sudah berkali-kali mengeluarkan gempa besar, termasuk
kulminasi gempa sangat besar tahun 2004 di wilayah Aceh Andaman yang

mengakibatkan bencana tsunami yang sangat fenomenal.

Tabel 4.1 Kerugian akibat gempabumi 30 September 2009

Kabupaten/Kota % niutian K’::uh:nﬁ:" 1 Pen:td:::dun‘ ot
e (Miliar Rupiah) (Miliar Rupiah) Ruphet)
Kota Padang 71 84 1066,5 1150,5
Kota Pariaman 88 887 174 1061
Kota Solok 0 03 0,1 0,4
Kota Padang Panjang 6 8,2 2,6 108
Kab. Tanah Datar 0 6,6 19 85
Kab. Pdg. Pariaman 96 954 1285,8 22398
Kep. Mentawai (1] 24,6 5.8 30,4
|Kab. Solok (1 11 0,2 13
Kab. Pesisir Selatan 10 250,1 67,1 3172
Kab. Agam 20 1481 2689 17499
Kab. Pasaman Barat 2 28,2 49 331
Kab. Pasaman Barat 13 463,8 97,6 5614

Sumber : BNPB, 2009

Studi paleogeodesi dengan mempergunakan terumbu karang jenis
mikroatol berhasil mengetahui sejarah dan mekanisme gempa-gempa besar yang
sudah terjadi tidak hanya yang tercatat dalam sejarah melainkan juga gempa-
gempa pra-sejarah yang terjadi dalam kurun waktu 700 tahun terakhir. Hasil studi
terakhir menunjukan bahwa peristiwa gempa besar di wilayah zona subduksi
Mentawai terjadi pada tahun 1300-an, 1600-an, dan 1797 dan 1833 (tercatat dalam
sejarah); dengan lain kata mempunyai perioda ulang/masa akumulasi gempa
sekitar 200 tahunan. Rekaman paleogeodesi juga mengindikasikan bahwa
peristiwa gempa besar atau pelepasan akumulasi energi gempa vang sudah terjadi
biasanya merupakan rentetan gempa besar bukan dilepaskan oleh gempa besar

tunggal.
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Rentetan gempa besar berikumya adalah pada tanggal 25 Oktober 2010 di
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan magnitudo 7,7 SR gempa bumi terjadi
dilepas pantai Sumatera pada pukul 21:42 WIB, Lokasi pusat gempa dapat ditihat
pada gambar 4.2. Badan Survey Geologi Amerika Serikat, USGS awalnya
melaporkan episentrum gempa bumi terjadi pada kedalaman 20.5 mil (33,0 km),
tapi kemudian melaporkan bahwa kedalaman episentrum gempa pada kedalaman
8.8 mil (14,2 km) dan kemudian 12.8 mil (20,6 km) USGS juga awalnya
memperkirakan magnitudo gempa 7,5 skala richter sebelum merevisi menjadi 7,7

skala richter,

Gambar 4.2 Lokasi Pusat Gempa Mentawai 25 Oktaber 2010
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Sumber : BNP8, 2010

Pada gempa tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami.
Peringatan kemungkinan tsunami disampaikan, tetapi kemudian dicabut setelah

kemungkinan ancaman tsunami berlalu. Setelah Peringatan dari BMKG dicabut,




tsunami terjadi setinggi 3-10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Berdasarkan
Pacific Tsunami Waming Center, gempa menyebabkan sebuah tsunami yang
dilaporkan melanda Resor Selancar Macaronis di Kepulauan Mentawai, yang
menghantam dua perahu sewaan. Akibatnya 286 orang dilaporkan tewas dan 252
orang lainnya dilaporkan hilang, hal ini disebabkan terpencilnya lokasi (pulau
hanya dapat dijangkau dengan kapal laut) sehingga membuat laporan korban
mengalami keterlambatan.

Upaya penanggulangan bencana kedua gempabumi tersebut dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dari pengalaman bencana
tersebut, dapat diidentifikasi temuan sebagai pembelajaran sebagai bahan evaluasi
kebijakan PB Prov. Sumbar. Masing-masing temuan tersebut dapat menjadi tolak
ukur keberhasilal-l kebijakan pada fase tertentu, Untuk itu temuan penanggulangan
bencana tersebut dikelompokkan sesuai dengan fase perencanaan penanggulangan

bencana sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.
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BAB YV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera

Barat

Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dilihat dan pencapaian

sasaran. Indikator pencapaian sasaran dilihat dari temuan kendala berdasarkan

penanggulangan bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25

Oktober 2010. Temun kendala diidentifikasi berdasarkan masing-masing sasaran

dan dapat dijadikan tolak ukur efektivitas kebijakan

Temuan kendala yang diperoleh dari hasil diskusi grup terfokus dapat dilihat pada

tabel 5.1,

Tabel 5.1. Hasil Identifikasi Temuan Kendala pada masing-masing sasaran Penanggulangan

Bencana Prov. Sumbar

SASARAN TEMUAN KENDALA

Terbitnya aturan perundangan Koordinasi antar SKPD belum

yang memadai bagi terlaksana, kapasitas SDM masth

penyelenggaraan lemah dalam pengaturan dan

penanggulangan bencana pelaksanaan

Sumatera Barat Sosialisasi aturan tidak terlaksana
denga baik
Aturan yang dibuat belum dapat
memadai dan melibatkan semua SKPD
(Dinas Pendidikan)

Terbentuknya Badan Komitmen Politis masih kurang

Penanggulangan Bencana sehingga stuktur BPBD tidak optimal,

Daerah (BPBD) Provinst unsur pengarah dan kapasitas SDM

Sumbar. Kapasitas SDM belum memadai
Standarisasi BPBD (Perka 3/2008)
tidak dilaksanakan
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Terhimpunnya sumber daya
yang dapat dimobilisasi secara
terpadu dalam upaya PB yang
melingkupi wilayah Sumbar

Belum adanya identifikasi aset, belum
adanya rencana kontijensi

Koordinasi susah dilaksanakan baik
karena ego sektoral maupun karena
kurangnya kapasitas BPBD atau
perbedaan potensi bencana di daerah,
nampak jelas dalam distribusi logistik

Sistem peringatan dini belum dirancang
dengan menggunakan kearifan lokal
dan berbeda untuk masing-masing
daerah sesuai geografis

Komitmen dalam implementasi
program tidak ada

Tumbuhnya budaya Siaga Sostalisasi Budaya siaga belum

Bencana pada masyarakat. berkembang di sekolah, masyarakat
dan pemerintahan
Standarisasi yang belum ada sehingga
banyak kegiatan siaga yang mandeg
dan tidak dapat diaplikasikan ke
sekolah lain/kabupaten/kota

Peningkatan Daya Dukung Perencanaan wilayah belum

Fasilitas dan Utilitas Pelayanan berorientasi PRB

Umum

Sarana dan prasarana evakuasi yang
masih kurang

Koordinasi antar SKPD belum
memadat, tidak adaya kesatuan visi

Penurunan Kerentanan
lingkungan pada kawasan
rawan bencana

Belum terlaksananya ARB untuk
bangunan- bangunan perumahan
(keterbatasan kapasitas dan dana)

ARB fidak optimal dalam menurunkan
kerentanan

Tidak adanya koordinasi SKPD dalam
menurunkan kerentanan lingkungan
dan masyarakat

Terselenggaranya pertolongan
cepat dan tepat sasaran pada

Adanya permasalahan dalam
pengumpulan dan ketersediaan data

korban bencana untuk penduduk untuk distribusi logistik

mengurangi jumlah korban Kurangnya sarana-prasarana, SDM

jiwa yang meninggal untuk pertolongan; diperlukan
kemandirian masyarakat dalam masa
krisis

Tersusunnya rencana Relokasi perlu dilakukan dengan

pemulihan kawasan bencana
secara partisipatif

penyiapan mata pencaharian altemnatif

Perencanaan pemulihan perlu
dilakukan dengan koordinasi,
patisipatif (bottom up) dan top down
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Tersedianya Standar 1

Kesejahteraan Minimum
Penduduk Korban Bencana

Koordinasi dengan masy rantau,

SKPD, perbankan, swasta, LSM lemah

Perlu pemulihan psikologis, misalnya
terhadap mental masy yang terlalu
mengharapkan bantuan

Pulihnya Daya dukung fasilitas | 1.
dan utilitas pelayanan umum.,

Pelaksanaan proyek yang banyak
penyelewengan dan masalah
penganggaran

2,

Pemeliharaan fasilitas tidak dilakukan

3.

Pemulihan sangat lambat dilakukan

Sumber : Hasil Analisis Data Primer (FGD), 2011

Berdasarkan temuan kendala di atas, ditetapkan secara bersama tingkat efektivitas

kebijakan dalam mencapai sasaran. Dengan merata-ratakan tingkat pencapaian

pada masing-masing sasaran, persetase efektivitas dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2, Tingkat Pencapaian Sasaran penanpgulangan bencana

Sasaran Tingka.t
Pencapaian

Terbimya aturan perundangan 52%
yang memadai bagi
penyelenggaraan PB Sumbar
Terbentuknya Badan 60%
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Sumbar.
Terhimpunnya sumber daya yang 42%
dapat dimobilisasi secara terpadu
dalam upaya PB yang melingkupi
wilayah Sumbar
Tumbuhnya budaya Siaga Bencana 42%
pada masyarakat.
Peningkatan Daya Dukung 42%
Fasilitas dan Utilitas Pelayanan
Umum
Penurunan Kerentanan lingkungan 42%

pada kawasan rawan bencana
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7. | Terselenggaranya pertolongan 50%
cepat dan tepat sasaran pada
korban bencana untuk mengurangi
jumlah korban jiwa yang
meninggal

8. | Tersusunnya rencana pemulihan 65%
kawasan bencana secara
partisipatif

9. | Tersedianya Standar Kesejahteraan 54%
Minimum Penduduk Korban
Bencana

10. | Pulihnya Daya dukung fasilitas 50%
dan utilitas pelayanan umum.
Rata-rata Pencapaian Sasaran 50%

RPB
Stmber : Hasil FGD, 2011

Dari hasil penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh rata-rata pencapan
sasaran adalah 50%. Sasaran 34,5 dan 6 memiliki tingkat pencapaian yang paling
rendah (42%5 yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana,
daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan
Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian sasaran yang paling baik
(65%) yaitu mengenai pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan

perencanaan pemulihan secara partisipatif.
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5.2 Tingkat Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tingkat ketahanan daerah diketahui dari 22 indikator HFA berdasarkan
kondisi daerah masing-masing. Analisis tingkat ketahanan daerah diperlukan
untuk mengetahui penyebab adanya temuan dalam penanggulangan bencana
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerentanan dan kapasitas sumber daya
daerah, sehingga dapat mempertajam perbaikan strategi dan kebijakan.

Analisis tingkat Kketahanan daerah dilakukan pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak bencana paling tinggi pada
kejadian gempabumi 30 September 2009 dan Gempabumi dan Tsunami 23
Oktober 2010; Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman,
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan
Kabupaten Pesisir Selatan. Rekapitulasi level masing-masing daerah dapat dilihat
pada tabel 53. indeks indikator masing-masing daerah dirata-ratakan untuk

dibandingkan dengan indeks indikator Provinsi.

Tabet 5.3. Nilai indikator HFA Kabupaten/Kota

No Indikator A|B|(C|D|E
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan

1.1 | risike bencana telah ada dengan tanpgungjawab eksplisit 21414124
ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan
Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan

| . . : . . 213131314
pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

13 Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 213lalals

| pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

Berfungsinya forum/jaringan dacrah khusus untuk pengurangan

14 [ 213|324
risiko bencana
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data

1.1 | bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor 212131213

utama daerah
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112

Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

I1.3

Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk
skala besar dengan janpkauan yang luas ke seluruh lapisan
masyarakat

1.4

Kajian Risiko Dacrah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas
Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

Tersedianya informast yang relevan mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan
(melalui jejaring, pcngembangan sistem untuk berbagi informasi,
dst)

1.2

Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan
mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan pemulihan

1m.3

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

I11.4

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana
yang mampu menjangkae masyarakat secara luas baik di
perkotaan maupun pedesaan

V.1

Pengurangan risiko bencana merupakan salah sate tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan
dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengclolaan sumber
daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Iv.2

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

V.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

V.4

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk kesclamatan dan kesehatan
umum (enforcement of building codes)

Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke
dalam proses-proses rchabilitasi dan pemulihan pascabencana

V.6

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama
infrastruktur

V.l

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya
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V2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semna jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap
darurat bencana

V3

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganandarurat |2 12 3|3 (3 |33 |3
yang efektif dan pemulihan pasca bencana

V4

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjanan

pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevanselama | 2 (4 1 4 |3 |3 |2 |3 ]2
masa tangpap darurat

Ket :
A : Kabupaten Agam

B : Kabupaten Kepulauan Mentawai
C : Kabupaten Padang Pariaman

D : Kabupaten Pesisir Selatan

E : Kota Padang

F : Kota Pariaman

G : Rata-rata Kab/Kota

H : Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Analisis data sekunder, 2011

Dari level indikator dapat dihitung level prioritas masing-masing daerah
dan tingkat ketahanan daerah. Perhitungan untuk masing-masing daerah dapat

dilihat pada lampiran 6. Tingkat ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel 5.4
berikut.

Tabel 5.4. Indeks Prioritas Aksi dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota

No

Prioritas Aksi A|B|C|D|E|F|G|H

Prioritas Aksi Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana

(PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan 213312142313
dasar kelembagaan yang kuat

Pricritas Aksi Mengidentifikaasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan menigkatkan peringatan dini

m

Prioritas Aksi Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di 2(113[|2)3|1]2](3
semua tinpkat

v

Prioritas Aksi Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 4(1(3]2]|3|1(2]2

Pricritas aksi Memperkuat kesiapsiapaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat

INDEKS KETAHANAN DAERAH 2(213|2|3|2|2)|3

Sumber : Analisis data selamder, 2011

65




Dari tabel 5.4, tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat berada
pada level 3 yang artinya “Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-
capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti”, Jika
dibandingkan dengan level kabupaten/kota, rata-rata kabupaten/kota berada pada
level 2, yang artinya “Pencapaian ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau
komitmen kelembagaan belum ada”. Jika dilihat berdasarkan prioritas aksi, rata-
rata kabupaten/kota tidak terlalu berbeda jauh dengan level Provinsi. Namun,
terdapat daerah yang menonjol dalam prioritas aksi tertentu, yaitu Kota Padang
dalam hal tata pemerintahan (prioritas aksi 1) dan Kabupaten Agam dalam hal
pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasar (prioritas aksi 4). Kota Pariaman
dan Kabupaten Pesisir Selatan sangat rentan dalam hal pengukuran risiko
(prioritas aksi 2). Sedangkan, untuk prioritas aksi 3 (pendidikan dan edukasi) dan
4 (Manajemen risiko dan penurunan kerentanan), daerah yang paling rentan
adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, prioritas aksi berdasarkan kondisi yang
paling rentan adalah :

1. Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas

2. Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur
penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan
produksi.

3. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya
kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang
pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat.
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4. Pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai penyediaan informasi yang

relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh
pemangku kepentingan.
Tata pemerintahan, terutama belum adanya partisipasi dan desentralisasi

komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat

lokal,

5.3 Penyusunan Altematif Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi

Sumatera Barat

Dari hasil FGD, diidentifikas temuan-temuan pada penanggulangan

bencana yang menjadi pembelajaran dan harus ditindaklanjuti dengan

memperbaiki atau mempertajam kebijakan atau program Penanggulangan

Bencana yang ada. Pembelajaran yang dimaksud adalah :

1.

Memperkuat koordinasi intern pemerintahan (SKPD), antar pemerintah -
swasta, perbankan, LSM, masyarakat rantau pada saat fase prabencana,
tanggap darurat dan pemuliban.

Meningkatkan kapasitas Kepala Daerah dan SDM Pemerintahan (BPBD serta
instansi terkait).

Menyusun Rencana Kontijensi untuk menilai kebutuhan sumber daya dan
logistik.

Perencanaan dan penerapan aturan penataan ruang dengan perspektif PB.
Menyempumakan aturan PB dengan meningkatkan keterlibatan semua

SKPD, stakeholder.
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6. Sosialisasi tentang PB perlu lebih diperiuas, baik tentang peraturan yang ada
maupun untuk prosedur kesiapsiagaan kepada komunitas.

7. Menyusun sistem peringatan dini berdasarkan kearifan lokal dan kondisi
geografis daerah. ‘

8. Membuat rencana pemulihan dengan relokasi dan penyiapan alternatif mata
pencaharian.

9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan,

Selanjutnya, hasil pembelajaran ini dikombinasikan dengan hasil analisis
tingkat ketahanan daerah berdasarkan 22 indikator HFA menghasilkan kebijakan
penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan hasil analisis
tingkat ketahanan daerah, diperoleh kondisi kerentanan daerah Provinsi Sumatera
Barat. Dengan menurunkan kerentanan atau peningkatan indeks indikator HFA
sesuai dengan kriteria yang ada pada lampiran 4, dapat direncanakan kebijakan
penanggulangan bencana. Digabungkan dengan hasil pembelajaran pada kajian
efektifitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat, kebijakan
yang direncanakan disamping dapat lebih efektif, juga dapat meningkatkan indeks
ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat pada akhir periode perencanaan. Pada
tabel 5.5 dapat dilihat hasil analisis terhadap tingkat ketahanan daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan alternatif kebijakan penanggulangan

bencana.
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Tabel 5.5. Penyusunan Kebijakan Alternatif PB berdasarkan Tingkat Ketahanan Daerah

PEMBELAJARAN HASIL
PRIORITAS AKSI INDIKATOR DENGAN INDEKS <2 | IDENTIFIKASI TEMUAN PADA KEBIJAKAN
. FGD
Memastikan bahwa 1. | Terjalinnya partisipasi dan Memperkuat koordinasi intern Kebijakan Menjalin partisipasi

pengurangan ristko
bencana (PRB)
merupakan sebuah
prioritas nasional dan
lokal dengan dasar
kelembagaan yang kuat

desentralisasi komunitas
melalui pembagian

pemerintahan (SKPD), antar
pemerintah - swasta, perbankan,

dan desentralisasi komunitas
melalui pembangian kewenagan

kewenangan dan sumber daya | LSM, masyarakat rantau pada dan sumnber daya pada tingkat
pada tingkat lokal saat fase prabencana, tanggap lokal
darurat dan pemulihan
Meningkatkan kapasitas Kepala | Kebijakan Membentuk dan
Daerah dan SDM Pemerintahan memberdayakan forum/jaringan
(BPBD serta instansi terkait) daerah khusus untuk

pengurangan risiko bencana

Mengidentifikaasi,
mengkaji dan memantau
risiko bencana dan
menigkatkan peringatan
dini

1. | Tersedianya Kajian Risiko
Bencana Daerah berdasarkan
data bahaya dan kerentanan
untuk meliputi risiko untuk
sektor-sektor utama daerah

2. | Tersedianya sistem-sistem Sosialisasi tentang PB perlu lebih | Kebijakan Menyelenggarakan
yang siap untuk memantau, diperluas, baik tentang peraturan | sistem-sistem yang siap untuk
mengarsip dan yang ada maupun untuk prosedur | memaniau, mengarsipkan dan
menyebarluaskan data potensi | kesiapsiagaan kepada komunitas | menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan- bencana dan kerentanan-
kerentanan utama kerentanan utama
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Menyusun sistem pertngatan dini
berdasarkan kearifan lokal dan
kondisi geografis daerah

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-
Risiko Lintas Batas Guna
Menggalang Kerjasama Antar
Daerah Untuk Pengurangan
Risiko

Perencanaan dan penerapan |
aturan penataan ruang dengan
perspektif PB

Kebijakan Memperkuat
dokumen Kajian Risiko Daerah
mempertimbangkan risiko-
risiko lintas batas guna
menggalang kerjasama antar
daerah untuk pengurangan
risiko

Menggunakan
pengetahuan, inovasi dan
pendidikan untuk
membangun suatu
budaya keselamatan dan
ketahanan di semua
tingkat

Tersedianya informasi yang
relevan mengenai bencana dan
dapat diakses di semua tingkat
oleh seluruh pemangku
kepentingan (melalui jejaring,
pengembangan sistem untuk
berbagi informasi, dst)

Tersedianya metode riset
untuk Kkajian risiko multi
bencana serta analisis
manfaat-biaya (cost benefit
analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan
kualitas hasil riset

Kebijakan Menerapkan metode
riset untuk kajian tentang
kebencanaan di Provinsi
Sumatera Barat

Mengurangi faktor-faktor
risiko yang mendasar

Rencana-rencana dan
kebijakan-kebijakan scktoral
di bidang ekonomi dan
produksi telah dilaksanakan
untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-kegiatan ekonomi

Membuat rencana pemulihan
dengan relokasi dan penyiapan
alternatif mata pencaharian

Kebijakan Memperkuat bidang
ekonomi produksi untuk
mengurangi kerentanan
perekonomian masyarakat




Siap sedianya prosedur-
prosedur untuk menilai
dampak-dampak risiko
bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
infrastruktur.

Melakukan pengawasan terhadap
kegiatan pemulihan

Kebijakan Menerapkan
prosedur-prosedur penilaian
dampak risiko bencana
terhadap proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
infrastruktur

Memperkuat
kestapsiagaan terhadap
bencana demi respon
yang efektif di semua
tingkat

Tersedianya rencana
kontinjensi bencana yang
berpotensi terjadi yang siap di

Menyusun Rencana Kontijensi
untuk menilai kebutuhan sumber
daya dan logistik

Kebijakan Menyusun Rencana
Kontijensi bencana yang
berpotensi terjadi yang siap di

semua jenjang pemerintahan, semua jenjang pemerintahan,
latihan reguler diadakan untuk mengadakan latihan reguler
menguji dan mengembangkan untuk mengyji dan
program-program tanggap mengembangkan program-
darurat bencana program tanggap darurat
bencana
Terseditanya prosedur yang Kebijakan Menyediakan
relevan untuk melakukan prosedur yang relevan untuk
tinjauan pasca bencana melakukan tinjauan pasca

terhadap penukaran informasi
yang relevan selama masa
tanggap darurat

bencana selama masa tanggap
darurat

Sumber ; Hasil Analisis, 2011
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Kebijakan yang disusun diuraikan ke dalam strategi pelaksanaan, dan
program penanggulangan bencana yang lebih spesifik. Meskipun uji efektivitas
dilakukan berdasarkan temuan bencana gempa 30 September 2009 dan bencana
tsunami 25 Oktober 2010, karena indikator HFA bersifat multi bencana, maka
perencanaan yang dibuat diharapkan tidak hanya dapat mengurangi risiko bencana
gempabumi dan tsunami saja, tapi untuk semua jenis bencana yang ada di Provinsi

Sumatera Barat.

72




BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

6.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Prov. Sumbar
Berdasarkan uraian di atas, disusun kebijakan yang menjadi prioritas yaitu

sebagai berikut :

1. Kebijakan Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui
pembangian kewenagan dan sumber daya pada tingkat lokal
Kebijakan Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus
untuk pengurangan risiko bencana
Kebijakan Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau,
mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-
kerentanan utama
Kebijakan Memperkuat dokumen Kajian Risiko Daerah Provinsi Sumatera
Barat
Kebijakan Menerapkan metode riset untuk kajian tentang kebencanaan di
Provinsi Sumatera Barat.
Kebijakan Memperkuat bidang ekonomi produksi untuk mengurangi

kerentanan perekonomian masyarakat

Kebijakan Menerapkan prosedur-prosedur penilaian dampak rnstko bencana

terhadap proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur




8.

Kebijakan Menyusun Rencana Kontijensi bencana, mengadakan latihan
reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap
darurat bencana

Kebijakan Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjanan

pasca bencana selama masa tanggap darurat.

6.2. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi

Sumatera Barat

Berdasarkan kebijakan di atas, ditetapkan strategi pelaksanaan kebijakan

yaitu sebagai berikut :

1.

Menjamin partisipasi dan pembagian wewenang melalui legalitas dan sistem
insentif

Menyusun sistem partisipatif dalam penganggaran

Memberdayakan sumber daya lokal dari tingkat pemerintahan, LSM dan
swasta

Penggunaan teknologi dan mengoptimalkan sumber daya dengan
pengembangan kearifan lokal

Mengutamakan kajian risiko untuk 2 daerah atau lebith dan menggalang
kerjasama lintas batas

Pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah

Pengembangan riset kebencanaan di lingkungan pemerintahan

Pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat pada daerah

rawan bencana
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Pengintegrasian dokumen Analisis Risiko Bencana dengan dokumen
lingkungan (AMDAL)

. Menyusun rencana kontijensi berdasarkan kajian risiko bencana daerah

. Membangun mekanisme komunikasi pada masa tanggap darurat terutama

untuk kepentingan ditribusi logistik

6.3. Program-Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, disusun program yang

menjadi prioritas yaitu sebagai berikut :

Penyusunan Regulasi Sistem KODAL dan Mekanisme Pembagian Peran saat
tanggap darurat bencana

Pembangunan Mekanisme Anggaran Partisipatif untuk Penyelenggaraan PB
Pembangunan Mekanisme Insentif keterlibatan Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan PB

Membangun kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang
dibutuhkan

Pembangunan mekanisme Forum PRB Prov. Sumbar untuk memonitornng

PRB yang mandiri, transparan dan akuntabel

Mengembangkan dan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini

Pembangunan sistem informasi kebencanaan Provinsi Sumatera Barat
Penyusunan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi
Pembangunan Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lintas

Batas




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pembentukan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Kebencanaan
Pemberdayaan kapasitas internal pemerintah untuk riset dan penelitian
kebencanaan

Pemantauan efektivitas upaya pengurangan risiko bencana Provinsi Sumatera
Barat

Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah di daerah rawan
bencana

Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Berdasarkan Peta Sektor
Pengentasan Kemiskinan Di Zona Prioritas PB Provinsi

Penyusunan aturan dan pedoman analisis risiko bencana untuk proyek-proyek
besar

Pemantanan dan penilaian analisis risiko bencana

Penyusunan Rencana Kontinjensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana
Provinsi

Pembangunan Mekanisme Penerapan Rencana Kontinjensi

Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk menjamin stabilitas harga
pasar kebutuhan tanggap darurat provinsi

Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistil.c di Zona

Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi

Program-program di atas, diuraikan menjadi 50 kegiatan. Untuk lebih

Jelasnya kebijakan, strategi pelaksanaan, program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel 6.1,
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TABEL 6.1. ALTERNATIF RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROPINS! SUMATERA BARAT

KEBUAKAN

STRATEG!

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Kebijakan Menjalin partisipasi dan
desentralisast kamunitas melalui
pembangian kewenagan dan sumber
daya pada tingkat [oka!

1

Menjamin partisipasi dan pembagian
wewenang melalui legalitas dan sistem

insentif

1

Penyusunan Regulasi Sistem KODAL
dan Mekanisme Pembagizn Peran
saat tanggap darurat bencana

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang
Prasedur Pembagian Peran, Tanggung
Jawab dan Kewenangan saat darurat
bencana

Adanya Peraturan Gubernur tentang FOS
Peran dan Fungsi Instansi Pemerintah, Instansi
Vertikal dan Lembaga Masyarakat serta status
darurat bencana

Mempersingkat waktu pelaksznaan
penanganan darurat hencana dari renczna
kontinjensi yang disusun

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang | 2. Adanya Peraturan Gubernur tentang Status

Penetapan Skala Bencana Daerah Bencana
Status bencana memperhatikan sebab dan
rentang waktu ke[adian bencana

Penlngkatan Mekanisme Koordinasi BPBD | 3. Terbentuk Unsur Pengarah dari instans!

Propinsi Sumatera Barat, dengan Pemerintah di BPED dan BPBD Kab/Kota

men]adikan Kota Padang sebagal

percontohan Teridentifikasinya tupaksi SKPD dalam
penyelenggaraan PB Propinsi Sumatera Barat
Terbangunnya [efaring antar institusi PB yang
siap sedia untuk herkontribusi dalam
penyelenggaraan PB

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang 4. Adanya Peraturan Gubernur tentang Zona

2ona Prioritas Penanggulzngan Bencana Prigritas Penanggulangan Bercana

Propinsi Sumatera Barat 2012-2017 berdasarkan kajian risiko di Provinsl Propinsi
Sumatera Barat 2012 - 2017

Mengintegrasikan Zona Prioritas 5. Diterapkannya IMB di kabupaten/kota pada

Penanggulangan Bencana Provinsl
kedalam Rencana Tata Ruang Propinsi
Sumatera Barat

fasilitas publik, fasilitas komersial dan rumah
masyarakat di ZPPB dengan metade insentif
dan disentif dari pemerintah provinsi

Kawasan Rawan Bencana dijadikan Kawasan
Lindung berbasis Mitigasl Bencana
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KEBUAKAN

STRATEG!

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

2.  Pembangunan Mekanisme Insentif | 6. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang | 6. Adanya aturan/kebljakan terkait penegakan
keterlibatan Dunia Usaha dalam Mekanisme Dukungan Partisipasi Dunia hukum yang diatur dengan melibatkan lintas
Penyelenggaraan PB Usaha dalam Penyelenggaraan PB institusi secara terpadu terkait dunia usaha
dalam meningkatkan kapasitas masyarakat
rentan
7. Pelaksanaan malam donasi kemitmen 7. Adanya agreement perusahaan besar untuk
pemerintah-perusahzan untuk menjamin komitment bersama {yang di
Pangentasan Kerentanan masyarakat di ketahui dan disetujul oleh lintas stakeho!der)
Zona Prieritas Penanggulangan Bencana dalam mengembangkan kapasitas masyarakat
di daerah rentan
Dunia usaha melaksanakan program
peningkatan masyarakat di dzerzh rentan.
2, Menyusun sistemn partisipatif dalam 3. Pembangunan Mekanisme 8. Penyusunan Peraturan Guberpur tentang | 8. Adanya Peraturan Gubernur tentang
penganggaran Anggaran Partisipatif untuk Mekanlsme dan Partisipasl Penganggaran Mekanisme Anggaran Penyelenggaraan
Penyelenggaraan PB Penyelenggaraan Penanggulangan Penanggulangan Bencana
Bencana
9. Promas| RPB Propinsi Sumatera Barat 9. Institusi memiliki dana dan kontribusi dalam
untuk Penggalangan Anggaran Partisipatif penyelenggaran penanggulangan bencana
|
Xebijakan Membentuk dan 3. Memberdayakan surnber daya lokal 4, Membangun kapasitas personil PB | 10. Menyusun Xurikutum Pendldikan Standar [ 30. Tersedianya kurikulum standard dalam PB.

memberdayakan forum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan
risiky bencana

darl tingkat pemerintzhan, LSM dan
swasta

sesual dengan kriterla standar yang
dibutuhkan

Personil BPBD untuk tingkat pelaksana,
administrasl, pengelcla dan pengambil
kehijakan

11. Pembangunan mekanisme seleksi khusus

personil BPED

11

Personil PB mampu bekerja secara mandirl dan
prefesional.

12. Pelgksanaan Diklat BPRD berdasarkan
Kurikulum yang telah ditetapkan

12,

Keterampilan personit BPBD sesual dengan
tupoksinya.

13. Pelaksanaan latihan dan simulasi internal
secara perlodik untuk sistem
penanggulangan bencana Propinsi
Sumgatera Barat

13.

Adanya peningkatan ketrampilan teknis PB di
setiap BPBO.

Pengisian farmasl fungsional dalam BPBD

Tersedlanya tenaga fungsional dalam BPBD
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KEBUAKAN

STRATEG!

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

5, Permbangunan mekanisme Forum
PRB Prop, Sumbar untuk
memonitoring PRB yang mandiri,
transparan dan skuntabel

14, Pendampingan pembentukan Forum PRB
kabupatenfkota di Zona Prioritas
. Penanggulangan Bencana Propinsi
Sumatera Barat

14,

Terbentuknya mirimal 5 Forum PRB
Kzhupaten / Kota yang dizkui oleh semua
pihak mewakili setiap Zona Prioritas
Penanggulangan Bencana Proplnsi Sumatera
Barat

15. Membangun Mekanisme Pemantauan
Pelaksanaan RPB yang mandiri, transparan
dan akuntabel pada FPRA

15,

Terbentuknya partisipasi forum dengan prinsip
kemandirian.

Dilaksanakannya Monev Logitudinal yang
mengacu kepada ketermanfaatan komunitas
masyarzkat dalam pelayanan yang diberikan
institusi penanggulangan bencana di Prapinsi
Sumatera Barat

3. Kebilakan Menyelenggarakan sistem-

sistern yang siap vntuk memantau,
mengarsipkan dan meanyebarluaskan
data potensi bencana dan
kerentanan-kerentanan utama

4,

Penggunaan teknologi dan
mengoptimalkan sumber daya dengan
pengembangan kearifan lokal

{Memprloritaskan pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan
dan Kotz Pariaman)

6. Mengembangkan dan memperkuat
sistem pemantavan dan peringatan
dini

16. Penyusunan sistem dan proseddur
operasional darl pemantauan dan
penginformasian peringatan dini

15,

Adanya sistem dan prosedur peringatan dini
terhadap bencana dengan potensi besar di
Propinsl Sumatera Barat

7. Pembangunan sistem informasl
kebencanaan Propins) Sumatera
Barat

17. Pembuatan website kebencanaan Propins
Sumatera Barat

12

Adanya satu website kebencanaan propinsi
Sumatera Barat yang dapat diakses secara luas

Sosialisasi Sistem infoemasi kebencanaan
daerah

Banyaknya daerah, kelompok masyarakat,
sekolah yang mengakses

KebiJakan Memperkuat dokumen
Kajian Risiko Daerah Propinsi
Sumnatera Barat

5. Menyusun kajlan ristko untuk 2 daerah

atau lebih untuk menggalang
kerjasama lintas batas

8. Penyusunan Zona Prioritas
Penanggulangan Bencana Provins

18. Pembaruan Kajian Risika Bencana Propinsi
Sumatera Barat

18.

Adanya Kajizn dan Peta Risike Bencana untuk
19 Bencana Propinsi Sumatera Barat

19. Penyusunan Zonasl Risiko Bencana Lintas
Batas berdasarkan Kajian Risiko Bencana

19.

Adanya Rencana Usulan Zona Prioritas
Penanggulangan Bancana Propinsi Sumatera
Barat

9. Pembangunan Mekanisme
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Lintas Batas

20. Penyusunan Mekanisme Penyelenggarazan
PB Lintas Batas

20.

Mekanisme penganggaran penyelenggaraan
PB Lintas Batas

Mekanlsme Penanganan Darurat P8 Lintas
Batas

21. Konsolidasl Periodik Zona Prigritas
Penanggulangan Bencana Provinsi

21

Pendeknya hirokrasi penyelenggaran
penanggulangan bencana

Terbangunnya komunikasi antar
penyelenggara penanggulangan bencana di
dalam zona yang telah ditetapkan
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KEBLAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

5.

Kebijakan Menerapkan metode riset
untuk kajian tentang kebencanaan di
Propinsi Sumatera Barat.

o

Pengembangan pendidikan
kebencanaan di sekolah

{Prioritas pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten Xepulauan Mentawal,
Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota
Pariaman}

10. Pembentukan dan Penerapan
Kurikulum Pendidikan Kebencanaan

22. Pembentukan Ketompak Kerfa Penyusun
Kurikulum Pendidikan Kebencznaan
Propinsi Sumatera Barat

22,

Kelompok Ker)a Fengembang Kurilkulum yang
berasal dari guru, praktisi PB dan akademisi
{nama yang mewakili institusi tersebut)

23. Penyusunan dan penerapan Kurikulum P8
di Lembaga Pendidikan Formal

23.

Kurikulurn Pendidikan Kebencanaan diperbarui
secara perlodik sesuzl dengan kondisi
kebencanaan Propinsi Sumatera Barat dan
difokuskan kepada penlngkatan keterampilan
serta kemampuan inovasl teknolog! peserta
didik untuk meredam risiko bencana

24, Pembentulan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) Kebencanaan

24,

Ikutsertanya Praktisifahli Bidang Hmu
Geografi dan mata pelajaran terkait dalam
MGMP

Pengembanga riset kebencanaan di
lingkungan pemerintahan

11. Pemberdayaan kapasitas internal
pemerintah untuk riset dan
penelitian kebencanaan

25. Sinkronisasi prosedur izin Tugas Belajar
dengan Arah Penerapan incvasl teknologi
untuk penanggulangan bencana

25,

Adanya 10 % dari kuota PNS tiap
kabupatea/kota yang fokus penelitizn untuk
penanggulangan bencana

26, Pembentukan Dewan Riset Propinsi

Sumatera Barat

26.

Berfungsinya Kemlsi Kebencanaan dalam
Dewan Riset Propinsi Sumatera Barat

27. Pemberdayaan peneliti internal
pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk
PB

Adanya persyaratankarya ilmiah tentang
kebencanaan untuk PNS yang akan tugas
belalar

Arah penelitian PB menjadi prloritas bagl PNS
yang akan melakukan tugas belajar

12. Pemantauan efektivitas upaya

pengurangan risiko bencana

28, [nventarisasi Kegiatan dan Dampak upaya

PRB di Proginsi Sumatera Barat

Daftar yang dibuat selalu mendapat update
setizp enam bulanan

Masuknya daftar kegiatan PB pada Propinsi
Sumatera Barat dalam angka

29, Penerapan Mekanisme Analisis Risiko
Bencana bagl proyek pembangunan

berskala besar

29

Diterapkannya mekanisme analisis risiko
bencana pada proyek pembangunan berskala
besar .

Terpenuhinya upaya-upaya pengurangan
risika bencana berdsarkan analisis risiko
bencana pada proyek berskala besar
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KEBUAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Diterapkannya mekanisme hukum dan
penghargaan berdasarkan hasll monitoring
pemenuhan upaya pengurangan tisika
bencana

0.

Penerbltan Raslo investasi dan biaya
pemulihan dampak bencana

30.

Raslo kegiatan PB menalami pembaharuan
setiap tahun

Kebijakan Memperkuat bidang
ekonomi produksi untuk mengurangi
kerentanan perekonomian
masyarakat

8. Pengemhangan mata pencaharizn
alternatif untuk masyarakat pada
daerah rawan bencana

{Prioritas pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten Xeputauzn Mentawai dan
Kota Pariaman)

13, Sinkronlsasl Program Pengentasan
Kemiskinan Pemerintah dl daerah
rawan bencana

31,

Penetapan Sektor-Sektor Pengembangan
Mata Pencarizn Alternatif masyarakat di
Zona Prioritas PB Provinsi

31

Adanya peta sektoral pengembangan mata
pencarian alternatif di Zona Pricsitas PB
Provinsl yang disepakati sefuruh pemanghu

kepentingan

32,

Pelatihan Sektoral Keterampilan
Pengembangan Mata Pencarian Alternatif

32

Terselenggaranya pelatihan-pelatihan
keterampilan oleh lembaga pelatihan
masyarakat yang ada

33.

Pemberian moda dzn insentif bergilir
untuk pengembkangan Mata Pencarian
Alternatif

33.

Terselenggaranya permodalan bergilir yang
sehat tanpa kredit macet dl masyarakat
pengguna bBantuan

34,

Pemberdayaan Lembage Pendidlkan
Keterampilan Untuk Mata Pencarian
Alternatif Masyarakat Rentan secara
sektoral ¢f Zona Prioritas PB Pravinsi

34,

Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam
pengelolaan mata pencarlan alternatif

14, Pengembangan Mata Pencarian
Alternatif Berdasarkan Peta Sektor
Pengentasan Kemiskinan Di Zona
Prioritas PB Provinsi

perusahaan besar

35. Pembangunan laringan Pemasaran Produk | 35, Terfaminnya matapencaharian alternatif yang
Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Di berkelanjutan di daerah rentan.
36. Adaptasl teknologi pengembangsnlanjut | 36. tersedianya teknologl tepat guna
| usaha masyarakat
37. Pengembzngan usaha masyarakatdengan | 37. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam
inovasi teknologi menggunakan teknafogl tepat guna
Terjaminannya produk masyarakat laku di
pasaran
38. Penerapzn sistem Anak Anghkat pada 38. Tersalurnya produk usaha masyarakat di

perusahaan-peruszhaan mapan

Adanya produk masyarakat yang terpakai
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
besar.

Usaha masyarakat dipzkai oleh perusahaan
mapzn untuk mensupply kebutuhan
perusahaan besar,
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yang relevan untuk melakukan
tinjauan pasca bencana selama masa
tanggap darurat

untuk masa tanggap darurat terutama
untuk kepentingan distrlbusi logistik

Logistik untuk menjamin stabilltas
harga pasar kebutuhan tanggap

pemerintah dengan produsen-produsen
kebutuhan pokok darurat bencana

KEBUHAKAN STRATEG] PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
7. Kebijakan Menerapkan prosedur- 9, Pengintegrasian dokumen Analisis 15. Penyusunzn 2turan dan pedoman 39. Penyusunan Peraturan Daerah tentang 39. Adznya sebuah Peraturan daersh yang
prosedur penilaian dampak risiko Risiko Bencana dengan dokumen analisis risiko bencana untuk provek pedoman analisis risiko dampak bencana mengatur ana!lsis risiko dampak bencana
bencana terhadap proyek-proyek Inghungan (AMDAL) proyek besar
pembangunan besar, terutama 40. Soslallsasi Peraturan Daerah tentang 40. Pemerintah daerah, swasta dan BUMN
Infrastruktur ' pedoman anallsis risiko dampak bencana mengetahui dan memahami Pedoman
penyusunan analisis risiko dampak bencana
16. Pemantauan dan penilaian analisis | 41. Pemantauan dan penilaian analisisrisiko | 41, Setiap pembangunan proyek besar tingkat
risiko bencana bencana propinsi, harus mempunyai analisis risiko
bencana
8. Kebijakan Menyusun Rencana 10. Menyusun rencana koentijensi 17. Penyusunan Rencana Kontinfansi 42, Pembaruan Kajian Risiko Bencana pada 42. Adanya Rencana Kontijensi dan POS untuk
Kontijensi bencana yang berpotensi berdasarkan kajian risiko bencana berdasarkan Kajian Ristko Bencana Zona Prioritas Penanggulangan Bencana bencana lintas daerah.
terjadi yang sizp di semua ienjang daerah Provinsi Provinsi
pemerintahan, mengadakan latthan 43, Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana | 43. Terbangunnya komunikasi antar
reguler untuk menguji dan pada Zona Prioritas Penanggufangan kabupaten/kota di rona prioritas
mengembangkan program-program Bencana Provinsi Dipenuhlnya standar mutu yang telah
tanggap darurat bencana ditetapkan sebelumnya dalam penyusunan
rencana kontinjensi suatu benczna
18. Pernbangunan Mekanisme 44, Pembentukan Tim Gabungan 44. Adanya rencana kontijenst di tingkatan
Penerapan Rencana Kontinjensi kabupaten/kota - Provinsi untuk menyusun kabupaten/kota.
Rencana Kontinjensi
45, Sinkronisasi SOP Bencana dengan Rencana | 45. Operasi darurat dilakukan sesuai dengan
Kontinjensi Daerah Rencana kontijensi yang telah disusun.
9. Kebijakan Menyediakan prasedur 11 Membangun mekanlsme korunikasi 19. Pembangunan Sistem Distribusi 46, Penyusunan kontrak kerJasama antara 46. Terjaminnya kebutuhan darurat saat terjack

bencana dengan jumlzh yang cukup.

darurat provinsi

47.

Pengadazn kebututian darurat bencana
langsung ke produsen

a7.

Terjaminnya kebutuhan darurat saat terjadi
bencana dengan harga yang wajar.

48,

Penerapan sanksl dan penghargaan atas
komitmen produsen dalam penanganan
darurat bencana

48,

Meningkatnya jumlah produsen yang
menandatangani kontrak kerjasama untuk
penanganan darurat bencana

20.

Pembangunan fasilitas pendukung
Sistern Distribusi Logistik di Zona
Prieritas Penanggulangan Bencana

49,

Pembangunan jalur distribusi logistik
dzerzh darl produsen hingga masyarakat

43,

Diterimanya barang bantuan darl produsen
induk ke tangan masyarakat penerima
manfaat.

Provinst

50.

Pembangunan Pos KCDAL Lapangan
Kabupaten/Kota di Zona Prioritas
Penanggulangan Bencana Provins|

50.

Adanya bufferstok di setiap zona prioritas PB
sesual dengan rencana kontijensi.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan

Bencana Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis efektivitas kebijakan, diperoleh tingkat efektivitas
kebijakan penanggulangan bencana Provinst Sumatera Barat rata-rata sebesar
50%. Pencapaian sasaran yang paling rendah (42%) yaitu mengenai
mobilisasi sumber daya, budaya siapa bencana, daya dukung fasilitas dan
utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan pencapaian
sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan BPBD Prov. Sumbar
sebesar 60% dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif sebesar
65%.

2. Tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota
berdasarkan indikator HFA masih rendah yaitu berada pada level 2-3. Kondisi
paling rentan terutama pada ; Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko
lintas batas, Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk
prosedgr penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang
ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu
khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang
siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk

melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama

masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai




penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di
semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan,

3. Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisisi efektivitas,
disusun kebijakan dan program penanggulangan bencana untuk wilayah
Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategi dan 20
program penanggulangan bencana Dari 20 program diuraikan menjadi 50

kegiatan.

7.2  Saran
Berdasarkan hasil kajian efektivitas kebijakan pepanggulangan bencana

Provinsi Sumatera Barat, disarankan hal-hal sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana
Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu
memperkuat koordinasi sesama pemerintahan (SKPD), dengan daerah
Kabupaten/Kota, LSM dan swasta.

2. Komitmen politis kepala daerah sangat diperlukan untuk menjamin

pengarusutamaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat,




DAFTAR PUSTAKA

Baidlowi, Aisyah Hamid, Hj. Urgensi Pembentukan Platform Nasional
Pengurangan Risiko Bencana dan Dukungan Legislatif, Jakarta,
Nopember 2008,

Barnard,l. Chester, 1992, Organisasi dan Manajemen Strukiur, Perilaku dan
Proses, Gramedia, Jakarta.

BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West
Sumatra and Jambi and intermational partners, a joint report.
West Sumatra and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss and
Preliminary Needs Assessment, October 2009.

, Rencana Aksi Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Serta
Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauvan Mentawai Provinst
Sumatera Barat Tahun 2011-2013, Desember 2010.

---—-—-, Kajian Risiko Bencana Tsunami; Panduan Penilaian Ketahanan Daerah,
2011.

Cambel, JP, Riset Dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora,
Erlangga, Jakarta 1989.

Coastal Development Institute of Technology (CDIT) Japan, Menyelamatkan
Diri Dari Tunami, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2008.

Diposaptone,Subandono.Budiman, Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami,
Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2008,

Dunn .W, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada
Universitas Press.

IDEA, Meredam Risiko Bencana; Upaya Integrasi PRB Dalam Perencanaan dan
Penganggaran Daerah, Nindya Grafika, Yogyakarta, 2010.

Irwanto, Ph.D, Focused Group Discussion, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

KOGAMI. Panduan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana Komunitas
kota/kabupaten. 2009.




--------—--, Public-Private Partnership For Disaster Management Progrm (Lesson
Learn), 2010.

Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI). Kerangka Aksi Hyogo;
Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan
Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. Desember 2007,

Natawidjaja, Danny Hidman, dkk, Studi Gempa Bumi Dan Tsunami Di
Sumatra: Analisis Gerakan G308 (Gempa 30 September) Di Padang
Dan Potensi Gempa Megathrust Mentawai Di Masa Datang, Pusat
Penelitian Geoteknologi LIPI, Badung, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulagan Bencana

Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2008 tentang

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-
2012,

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014.

Sjafrizal, Prof, Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah,
Baduose Media, 2008.

Soekanto, Soejono, 1989, Teori Sosiologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

United Nation-International Strategy for Disaster Reduction, Perkatam
Menjadi Tindakan : Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka
Kerja Hyogo,2007,

. Indicators of Progress:
Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risks and the
Implementation of the Hyogo Framework for Action. 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

36




LAMPIRAN




LAMPIRAN 1

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008-2012




R "
J 1550, £
1 MENGLURANGI RISIKO BENCANA
DENGAN MEMBANGUN
KESIAPSIAGAAN DAN
INFRASTRUKTUR DISELURUH
LINI SECARA TERENCANA DAN
TERPADVY

1 Membangun Sistem
Penanggulangan Bancana yang
handal

2

1 Terbitnya aturan p

yang memadal bagi
penyelenggarasn
penanggulangan bencana
Sumatera Barat

2 Mempempat Pernbentukm
Aturan Peranggulangan Bencana
dl KotafKabupaten d) Provins!
Sumatera Barat

2 Pembentukan Kelompok Kerja

s 0 No 3t Tehen 30t

Percepatan Penyusunan perda dan Perda No, S tahun 2007 tentang
FB Kota/Kabupaten PB
6 Pelatihan Fasllitator U No, 24
tahun 2007 dan Percla PB Sumatera
Barat
3 Pendamplingan Kelompok Kera | 7 Indalasd Perda PR KotafKabupaten.

dalam penylapan
aturan/parundangan tarkalt
penangzulangan bencana dl

Kotafkabupatenupaten

8 tnlsiasl Perda BPBD Keb /Kota

9 Singkronisasl Peraturan
Perundangan c=sual Perda P8 dan

2 Terbentuknya Badan : '«Mendirﬂur;BEED ,JW[NI\A\.
Penanggulangan Bencana Daerah l.granﬂla,r#'d‘gnmi
(BPBD) Provins) Sumaters Barat vayangmemada

o1,

BPAD Kotw/Kabupaten g1 Provinsl
- Barat deng N
yang terstandarisas|

6 Penyusunan Modul dan

Standarizasi BPRD
Kota/Kabupaten

P -rdl BPBD K T:u aten

: nﬂmﬁﬂﬁﬁ?mm

14 Desfgn Sistem 8FD
Kota/Kabupaten

15 Ujlcoha madiil Sistem BPED

KotafKabup
16 Peny Modul Pembang

Sistem BPBD KotafKabupaten

7 Replikasi modul dan standarsasi
BPOD di Sumatera Barat

17 Sosiallsasl madul shitem BPED

18 Percepatan pembentukan QPED
Kota/Kabupaten dengan
pendekatan legal

19 Menltoring standar kualitas BPAD
Kata/Kabupaten di Sumatera Barat

Pagelof s




ol Ay w ML R

1 MENGURANGI FISIKD BENCANA
DENGAN MEMBANGUN
KESIAPSIAGAAN DAN
INFRASTRUKTUR DISELURUH
LINI SECARA TERENCANA DAN
TERPADU

s e MO S
1 Membangun Sstem
Penanggulangan Bencand yang
handal

dalam upaya penanggulangan
beacana yang mellngiup!
wilayah Sumatera Barat

frn.

,.@I"- ﬂwwf-iﬂ?_ CAN ¥

& Membangun Jaringan kerjs FB
upntuk optimallsasl mobilisas!
sumberdays

9 Pembangunan kedasama antar
kepala daerah dalam upaya F3

16 Pembangunan komitmen antar
kepala daerah dalam upaya PB dl
- Barat

10 Pembangunan Jaringan kerda
Internal Wilayah Sumatera Barat

27 Pembentukan Jaringan Kerfa antar
BPED di Kota/Kabupsten wilayash
Sumatera Barat

28 Pembentukan [ardngan kerjs
bencana dengan sektor swasta

19 Pembentukan Jaringan kerja
bencana dangan Perguruan Tingg!
Kegerl dan Swasta dl Sumaters
Barat

30 Mabillsas| Jaringan Kerja PB Daerah
Sumatera Barat

11 Pembangunan Jaringan kera
Provinsi dengan Naslonal dalam

31 Pembentukan Jadngan Xerjs PO
Naslonal untuk

dan

z}gﬂnsaﬁ

o I
R

2t

Page 2 of 6




1 MENGURANGI RISIKD BENCANA
DENGAN MEMBANGUN
KESIAPSIAGAAN DAN
INFRASTRUKTUR DISELURUH
LN SECARA TERENCANA DAN
TERPADU

2 Membangun Keslapsiagaan
Beneana secara Partislpatif

1 Tuurmyaaudm -

Bencana pada masyarakat

] Mernbangun Penlngkmn
Pengetahuan Masyarakat dalam
4

37 Pening}

Kapastas calon Kepala |

Daerah tentang FB dl Sumatera
Barat

38 Peningkatan kapasitas FNS dalam

kerangks upaya PB Provins!

35 Peningketan kapasitas Aparatur
dalam kerangks vpays PB Provins!

15 Penyusunan Standarsad
Peningkatan Kapasitas
Magsyarakat dalam P8

__Masyarakat dalam P8
dan

40 Penyusunan Pedoman dan

[y K. It
L

41 Sagdallzagd Ped
Peningkatan Kepasites Masy srakat

10 Membangun Kcsllpslagnn
Sekolah dalam menghadapl
bencana

13 Permlsunan Kuﬁlmtnm Shp

Bancana Sekolah

.43 Penyusunan Pedaman dan SIhhus
Kurikulam Pengintegrasian Mater
PB ke mata pelajaran yang telah ada

49 Percey 2 Ped,
dan Sllabus Ku ﬂkulurn Muatan Lakal

Slaga Bancana dl tingkat

Kota/Kabupaten

Page30l6




19 Pengad, Smdm?- . 50 ,‘ bu,.pelqlum

1 MENGUMNGI RISIKD BENULNA g psiag bubnys Budaya Slaga 10 Membangun Keslapsiagaan
DENGAN MEMBANGUN Bencana sacara Partislpatil Bencana pada masyarakat Sekolah dalam meanghadapl Penunjang pelaksanaan slaga bencana
KESIAPSIAGAAN DAN bencana kurfhulum mustan lokal S1 Pengadaan alat perage pendukung
INFRASTRUKTUR DISELURUH pelglaran staga bencana
UNI SECARA TERENCANA AN -
TERPADU 20 Pelaksanaan Pehn Bucaya Staga | 52 Pekan budaya siaga bencana

53 Pgmbang_
srastlf bz

=

‘W turlpg kel haﬂlmdrverslﬂkul
Triatd pencahadan pena'ué‘;k d

” YN A 3R anraluentln\,. 3
3 Memperslaphkan infrastrultur S Peningkatan daya dukung 12 Menyusun Skenaﬂo Ymum a Penvusunan Renum 55 Penyusunan Disaln Umurn

Penanggulangan Bencana yang fasllitas dan utllitas pelay Pangelolaan dan Pengembang P hangan dan Pengelal Pengelofaan dan Pengembang
Tangguh umum Wllavah berbasis P dl wlbyah berbasls PB wllayah berbasls P9

Kota/Kabupaten Pravinsi 56 Pelaksanaan penataan ruang

Sumatera Barat kawnun strategls provinsg

57FP kabljakan
operasionallsas] RTII.W dan RTRK

58 tntograsl Grand Cesign PO Sumatera
Barat ke dalam Program Kerjs
taringan Nasional Mitigasl Bencana

& Penurunan kerentanan 14 Menerapl:an AnnI[sts Rlslko 24 Penyusunan Pedoman
lingkungan prada kawasan rawan Bencana pada rencana ; Dak Analis!
bencana pembangunan Risiko Bancana [ARE) Provinsi Provins] Sumatera Barat
Sumatera Barat
55 Soslalisag Ped Peny
Dokumen ARB Provins! Sumaters
Barat

Pagedof 6



2 MEMBANGUN KETAHN\U\N
MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN PADA MASA
KRISIS

4 Meminlrmlhﬂ I:orban waat
bencana dan mempercepat
penyelesalan masa daryrat
bencana

gglrmyl pertolung;

cepat dan tepat sasaran pada

korban bancana untuk

mengurangi Jumlah korban Jlwa  £5%° s

meninggal 16 Pengerahan sumberdaya dalam
upaya penyelamatan pengungs!
dan pemulihan faslitas kritls

76 Moblilsasi sum

untuk upays penysl

daerah bencana

pengungsl

83 Pengarahan sumber days Juar
provingl dalam kondls! tertenty
70 Pengershan wnlt teknls untuk

pemenuhan fasllitas kritls
71 Penjaminan skuras! pengumpulan
date dan desiminss! data bencana

kepads media

v L it
15 Menganﬂslpasl jatuhmra karban
akibat bancana susulan dan/fatau
epideml penyakit

29 PemuUhan.kesehatm sk
pengungsl

?l Perdmlnln kualitas dan kuantitas
bantusn medls gl lakasi relokasl

75 Penaminan keberfungslan Rumah
Sakit/ kiinfk/puskesmas saat terjadl

76 Pelak tic healing

didacrah relokul

8 Tersusunnyarencanapemblihan [197Mampersiapk
kawasan bencana secara r';m'a.ﬂ:kl_mi;a
partislpatid :

MReTEpKar dicran UItUACE 4 3. Perjagarp
; a5 S Bnruk Tema bkt




Page 6 of6

L o Mw&*thﬁ“--'. :
3 MEMULIHKAN Dn.MPAK 5 Melaksanskan vpaya mhahmtast 9 Tcrsedlanya mndnr 2a Memulihkan $ECara permanen 33 pemullhan sumber pangan P pemuliban sumb
DENCANA SECARA FISIK DAN dan rekonstrukst dalam rangks aan min] %ebutuhan primer penduduk pendudu’ di daerah korban pan:-n masyarakat
PSIKOLOGIS pemulihan stabifitas kehid F duduk korban b korban bencana bencana
daerah karban bencana 34 Rehabiltas) perumahan 81 Anallsis prioritas pemuliban
masyarakit dalam skala prioritas perumahan penduduk
§2 Fembarian bantuan Jangsung
kepada priaritas utama pemulihan
83 F berian bantuan stimulan k d
priorlm non-utama pemu]lhlrl
10 Pulhnyadayadukung fastias | 22 Nl lhean faas damuilitas |38 Perbalkan fasitss dan uuum "35 Rehablltas dan rekanstruksl faslitas
dan utllitas pelayanan umum pelayansn umum pelayanan umum aiibat bencana umum dan Ungkungan kewenangan
dalam k gan proving! provins]
50 Rehabllitas ut!/itas umum
Sumber ; Bappeda Propins! Sumatera Barat



LAMPIRAN 2

Temuan Penanggulangan Bencana Gempabumi tanggal 30
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Oktober 2010




Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Pada Bencana
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Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Pada Bencana

Gempabumi dan Tsunami 25 Oktober 2010.

tanggal 22
November 2010,
berdasarkan data
dan informasi dari
posko BNPB dan
Pusdalops FB
Provinsi Sumatera
Barat, pasca
kejadian bencana
gempabumi

dan tsunami
tersebut telah
mengakibatkan 509
jiwa meninggal
dunia, 17 orang
menpalami
luka-luka. Selain
iny, kejadian
bencana tersebut
juga mengakibatkan
11.425 orang
rmengungsi yang
tersebar di titik-titik
pengungsian di
Kecamatan Sipora
Selatan, Pagai
Selatan, Pagai

rtm ,EFJ"&J'\

pcringatan dini
(sirine) yang
berbunyi ketika
gempa. Informasi
mengenai
Tsunami baru
diperoleh BMKG
4 menit 46 detik
setelah gempa
dari alat
pendeteksi
tsunami melalui
pemerintah
Jerman. Namun,
masyarakat di
pesisir tidak
memperoleh
informasi karena
terbatasnya
sarana.

Fre T

~ DL

..-......_':'h-....

November 2010,
penyaluran
bantuan ke
berbagai lokasi
yang terkena
dampak masth
belum merata.
Beratnya medan
serta keadaan
cuaca yang sering
tidak mendukung
menjadi kendala
utama dalam
penyaluran
bantuan dan
logistik kepada
korban bencana.
Sclain karcna
beberapa dusun
tidak bisa
terjangkau akibat
kerusakan dan
tidak tersedianya
sarana
transportasi darat
maupun
transportasi laut

m——am mEnm e E

Y i 11 i 11:d n I

Kabupaten
Kepulanan
Mentawai
mendukung
konsep Relokasi
Permukiman dari
kawasan pesisir
terdampak
tsunami ke area
yang lebih aman
pada ketinggian
+25 dpl yang
saat ini
merupakan area
kehutanan, yang
kemudian
ditindak lanjuti
dengan
penentuan lokasi
baru bagi
relokasi
perumahan dan
pembangunan
prasarana
lingkungan
permukiman.




¥
)

| 12} o4an
o ogeetor v v L. e

Sumber : BNFB, 2010




LAMPIRAN 3

Dokumentasi FGD

¢ Undangan dan Kerangka Acuan Kega FGD

s Foto-foto pelaksanaan FGD

s Laporan Hasil FGD




KERANGKA ACUAN KEGIATAN

DISKUSI GRUP TERFOKUS
KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINS| SUMATERA BARAT

Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2003 berkekuatan 7.6 pada Skala Richter mengguncang Provinsi
Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan
memakan korban jiwa lebih dari 1,100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota
Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat
diperkirakan mencapal Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$ 2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan
banyak terjadi pada zona yang memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan oleh
struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga
akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (A joint report by the BNPB,
Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international
partners, October 2009).

Pada saat gempa terjadi, sistem siaga daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan
sirine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat
dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada
masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang
menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem
dan saluran informasi peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di
daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dari
pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten {korong dan nagari ke kecamatan atau ke
kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya
kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan
banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan
ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk - truk
yang memuat bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis salah
satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI, 2010).

Pada lain peristiwa, gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal
25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa humi
vang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya
gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3
meter telah menghasilkan landaan tsunami sejaub 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan
tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 {empat)
kecanatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan,




Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat
Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010,
bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang
meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang
tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai
Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilalan kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah
rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116
unit rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan
sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort
pariwisata (BNPB, 2010}.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun 2008 telah menyusun
Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar ini terdiri
dari 23 kebijakan untuk penanggulangan bencana pada fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang terjadi pada dua bencana berskala Provinsi dalam
rentang implementasi RPB Sumbar — Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25
Oktober 2010 - dapat dijadikan acuan dalam mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana
Provinsi Sumatera Barat.

Kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan dasar yang kuat bagi
proses penyusunan RPB Sumbar periode selanjutnya. Kajian efektivitas difokuskan kepada sejauh mana
pencapalan sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan berhasil diraih. Sejalan dengan itu,
kajian efektivitas juga dilaksanakan dengan melaksanakan uji silang setiap komponen kebijakan
penanggulangan bencana yang telah ada dengan konsep ideal penanggulangan bencana yang telah
termaktub dalam Hyogo Framework for Actions (HFA - Kerangka Aksi Hyogo; selanjutnya disebut KAH). Dari
hasil kajian efektivitas kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi bagi kebijakan

penanggulangan bencana ke depan untuk membangun ketahanan Provinsi Sumatera Barat dalam meredam
risiko bencana yang ada.

Proses kajian, efektivitas tersebut telah dilaksanakan dalam tatanan konseptual. Untuk menguiji silang hasil
kajian tersebut, dibutuhkan masukan dari para pakar/praktisi penanggulangan bencana dalam sebuah
diskusi terfokus. Hasil diskusi ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan kajian yang tengah
dilaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar

2. Memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana untuk penyusunan RPB
Sumbar periode berikutnya.




Y

Forum PRB
Sumatera Barat

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FORUM PRB)
PROPINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat : Kantor BPED SUMBAR, )L Sudirman No. 47
Padang - Sumatera Barat

Padang, 12 September 2011

No : 07/Forum-PRB/SB/1X/2011

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Undangan Diskusi Grup Terfokus {(FGD]
Kepada Yth.
Bapak /lbu
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya kajian “Efektivitas Kebijakan
Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat”, Forum PRB Sumbar akan
memfasilitasi  dilaksanakan kegiatan Diskusi Grup Terfokus (FGD) untuk keperluan
tersebut. FGD ini dimaksudkan untuk menghimpun pendapat para pemangku kebijakan
dalam meninjau tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan
berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Propinsi Sumatera Barat tahun
2008-2012. Tinjauan efektivitas dilakukan dengan melihat pembelajaran pada bencana
gempabumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 serta indikator
HFA. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam
menyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode selanjutnya.

Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Diskusi Grup
Terfokus {(FGD) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :  Seninf19 September 2011
Waktu : 09.00-15.00
Tempat + Sekretariat Forum PRB, {Kantor BPBD) Propinsi Sumatera

Barat, Lantai 3, J1. Sudirman No. 47 Padang
Demikianlah undangan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/ibu

kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pengurus Forum PRB Sumbar
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Output

1. Verifikasi temuan kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan bencana gempa
bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat;

2. Korelasi temuan kendala yang telah diverifikasl dengan sasaran penanggulangan bencana pada RPB
Sumbar;

3. Tingkat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketercapaian sasaran
penanggulangan bencana;

4. Korelasi indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;

S. Daftar rekomendasi bagi penyempurnaan RPB Sumbar periode berikutnya.

. Narasumber/Fasilitator

1 BPBD/Forum PRB Propinsi Sumatera Barat
2. Mardayeli Danhas

3. Revanche Jefrizal

Tempat, waktu dan agenda Kegiatan

Diskus! terfokus ini dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 19 September 2011 di Sekretariat Forum PRB
{BPBD Propinsi Sumatera Barat) Agenda diskusi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Agenda Diskusi Terfokus Kajian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

J— e e e b )t SR e A i i e © e e e e e et e e

WAKTU AGENDA KEGJATAN - PJ/NARSUM
_'300 - 930 |:| ‘Pembukaan S - P T T
T " i Kata Sambutan _ Eii’bD/l:'orum
e .. . i....PRB
'A i T Pengantar Diskusi o Fasilitator )
930 - 12:00 +‘l:l‘ Sesi | : Verifikasi dan Korelasi ) | Tasilitator

"Korelasi Sasaran PB vs Temuan Kendala

Korelasi Kebuakan PB dengan ‘indikator HFA 1

-Ish‘oma _
. Ses_| 1l ‘l_(ajtan dan Rekomendasi Fasilitator

Tingkat efektivitas kebuakan PB Sumbar
Rekomendam Tndak Lanjut

066 - 13:30
13:30 - 15:30

o |:|E

P




Peserta

Peserta diskusi diharapkan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Peserta Diskusi

5 Naylus

6. Nashariadi

7. Abdul Hakam

8 Khalid Syaifullah
9. Patra Rina Dewi
10.  Willy Wicaksono
11.  Febri Azarsyah
12.  Yefri Heriani

13.  Fitri Yenti

14.  Librina A Sabri

15.  Yuli
16. Ahmad Fauzi
17. Lora

18. Lany Verayanti

dang, 6 September 201a.

NO NAMA INSTITUSI

1 Indra Bakti BPBD Provinsi Sumatera Barat

2. Ranti Komala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3 Dedi Henidal Kalak BPBD Kota Padang

4 Asrizal Kalak BPBD Kota Pariaman

Kabid Pencegahan BPBD Kab. Padang
Partaman

Kalak BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
PSB Unand

Forum PRB Sumbar/Walhi

Forum PRB Sumbar/KOGAMI
Mercycorps Indonesia

PM! Sumatera Barat

Lembaga Nurani Perempuan

LP2M

Dunia Usaha

Bapedalda

UNP

UNDP

Forum PRB




DAFTAR HADIR

DISKUSI GRUP TERFOKUS FORUM FRB
“Afektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Pripinsi Sumatra Barat”
Senin, 19 September 2011
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LAPDRAN KEGIATAN

FOCUSED GROUP DISCUSSION KAJIAN EFEKTIVITAS RPB FROP. SUMBAR 2008-2012

Pendahuluan

disusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjad: dasar

penyusuman RPJM dalam bidang bencana. Oleh karena iy, RPB disusun

untuk jangka waktu lima tahunan. Penyusunan RPB dilakukan untuk seluruh
bencana diselaruh  thapan pemanggulangan bencana (sebelum, saat dan setelah
kejadian bencana) dan melingkupi selumh bencana alam yang berpotensi di wilayah
tersebut.

D alam pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, pedu

Tujuan utama penyusunan RPB ini adalah untuk mengurangi risiko bencana. Yang
menjadi dasar penyusunan adalah kajia risiko bencana, pembelajaran pada sebelum, saat
dan tejadi bencana serta prioritas penanggulangan bencana. Bencana yang terjadi dapat
menjadi dasar evaluasi tethadap RPB untuk perbaikan sehingga lebih efektf dalam
mengurangi nsiko bencana.

Latar Belakany

Gempa yang tedadi tanggal 30 September 2009 betkekuatan 7.6 pada Skala Richter
mengpuncang Provinsi Sumatera Barat Kemusakan yang terjadi akibat gempa ini
tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebth dan 1.100
orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adakbh Kota Padang, Kota Paraman
serta Kab. Padang Paraman. Kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat
diperkirakan mencapai Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$ 2.3 milyar. Kerusakan
rumizh dan bangunan banyak tefadi pada zona yang memiliki amplifikasi gempa yang
tinggl. Kerusakan ini juga disebabkan oleh struktur bangunan yang relatif lemah.
Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga akses transporeasi
pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (A jeint report by the BNPB,
Bappenas, and the Provincial and District] Gy Governmients of West Sumatra and Jambi and
international partners, October 2009).

Pada saat gempa tefadi, sistem siaga daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan
radio intemet dan sinne, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh
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pemerintah daecah. Kondisi ini dapat dilihat dan tidak siapnya daerah mengarmbil
keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada masyarakat. Kepantkan
tejadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang
menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karena tidak
mencukupinya sistem dan salumn informasi peringatan bencana yang mampu
melingkupi kebutuhan selumh masyarakat di daerah berisiko. Untuk masa pemulihan,
terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dan pemenntahan
terbawah ke pemesntah daerah kabupaten (korong dan nagad ke kecamatan atau ke
kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan.
Terbatasnya kapasitas perangkat nagad  dalam  mengumpulkan data dan
mendistribusikan  bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmeratzan pembagian
bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dar para korban
bencama sehingga pada beberapa tempat tefadi penjarahan truk — truk yang memuat
bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis
salah satmnya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI,
2010).

Pada hin perstiwa, gempa bumi yang tefadi di Kepulwan Mentawai Provinsi
Sumatera Bamt pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu
tejadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan
tedetak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu tegadinya
gelombang tsunami yang menumut informasi das BPBD Provinsi Sumbar ketinggian
gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah
daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan
jamhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kemgian di 4 {(empat) kecamatan di
Kabupaten Kepuhuan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai
Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan
informasi dad posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan
Bencana Surmatera Barat per tanggal 22 November 2010, bencana gempa bumi dan
tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal
dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa,
yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai
Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Stkakap. Berdasarkan penilaian
kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah mimah rusak sebanyak 1.269 unit
rumah, dengan dncian kerusakan meliputi 879 unit umah rusak berat, 116 unit rumah
rusak sedang, dan 274 unit umah misak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan
kerusakan sarana jalan, kantor pemenntahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,
fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Pemerintah Provinsi Surmatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun
2008 telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar mi terdin dar 23 kebijakan untuk
penanggulangan bencana pada fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap
darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang tefadi pada dua bencana berskala
Provinsi dalam rentang implementast RPB Sumbar — Bencana Gempa Bumi 30

2
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Septermmber 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 - dapat dijadikan acuan

dalam mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera
Barat.

Kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan
dasar yang kuat bagi proses penyusunan RPB Sumbar perode selanjutnya. Kajian
efektivitas  difoknskan kepada sejauh mana pencapaian sasaran penanggulangan
bencana yang telah ditetapkan berhasil dirath. Sejalan dengan itu, kajian efektivitas juga
dilaksanakan dengan melaksanakan uji slang setiap komponen kebijakan
penangguhingan bencana yang telah ada dengan konsep ideal penanggulangan bencana
yang telah termakb dalam Hyom Framework for Actions (HEA - Kerangka Aksi Hyogo;
selanjutnya disebut KAH). Dari hasil kajian efektivitas kebijakan ini, diharapkan dapat
diperoleh rekomendasi bagi kebijakan penanggulangan bencana ke depan untuk
membangun ketahanan Provinsi Sumatera Barat dalam meredam sisiko bencana yang
ada.

Proses kajian efektivitas tessebut telah dilaksanskan dalam tatanan konseptual. Untuk
menguji silang hasil kajian tersebut, dibutuhkan masukan dag para pakar/praktisi
penanggulangan bencana dalam sebuah diskusi terfokus. Hasil diskust ini diharapkan
dapat memperbaiki dan menyempurmakan kajian yang tengah ditaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan bencana pada
RPB Sumnbar

2. Memberkan rekomendasi penyempumaan kebijakan penangpulangan bencana
untik penyusunan RPB Sumbar pedode bedkutnya.

Output

Output dari kegatan ini adalah :
1. Verfikasi temuan kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat;

2. Korelasi temuan kendala yang telah divenfikasi dengan sasaran
penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;

3. Tingkat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasackan
ketercapaian sasaran penanggulangan bencana;

4. Korelasi indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada
RPB Sumbar;

5. Daftar rekomendasi bagi penyempumaan RPB Sumbar periode berikutnya.
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Metode
Metode yang dipakai untuk pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah :
1. Pemaparan
2. Diskusi terfokus
Waktu Pelaksanaan
Kegjatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada Tanggal 19 September 2011. Kegiatan ini

dilaksanakan di Sekretasiat Forum PRB, Kantor BPBD Propinsi Sumatera Barat mula:
pukul 09.00 WIB.

Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang diternui dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan
tidak ada.
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FOCUSED GROUP DISCUSSION KAJIAN EFEKTIVITAS RPB PROP. SUMBAR 2008-2012

Temuan dan Hasil

sasaran. Indikator pencapaian sasaran dilihat dar temuan kendala berdasarkan

penanggulangan bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana

tsunami 25 Oktober 2010. Dalam RPB Prop. Sumbar terdapat 10 sasaran
yang dicapai dengan 23 kebijakan dan 39 program. Sasaran RPB Prop. Sumbar yaim
sebagai bernkut :

E fektivitas kebijakan penan@.llangan bencana dapat dilihat dan pencapaian

1. Teimya atran perundangan yang memadai bagi penyelengparaan PB
Sumbar

2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daemh (BPBD) Propinsi
Sumbar.

3. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam

upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar

Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.

Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum

Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana

Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasamn pada korban bencana

untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal

8. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif

9. Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana

10. Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Ny

Ursian kebijakan dan progmm per masing-masing sasaran dapat dilihat pada
lampiran 1.

Temuan Kendala

Temun kendala diidentifikasi berdasackan masing-masing sasaran dan dapat dijadikan
pembelajaran tethadap perbaikan kebijakan dan program pada RPB Prop. Sumbar.
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Pembelajaran dan temuan kendala yang diperoleh dacd pemaparan dan diskusi bersama
narasumber dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Ternuzn Kendala pada masingmasing sasaran Penanggulangan Bencana Prop, Sumbar

SASARAN

IDENTIFIKASI TEMUAN KENDALA :

Terbitnya aturan
perundangan yang memadaj
bagi penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Sumatera Barat

1

! Pemda Propinsi belum mempunyai kapasitas
! yang dibutuhkan {SDM) untuk menyusun
{ aturan dan melaksanakannya

! Belum mengatur secara tegas hubungan dan
I kewajiban SKPD sebagai bagian yang tidak
 terpisahkan dalam PB di bawah koordinasi
i BPBD i

| Masih kurangnya koordinasi antar sektor
. pemegang kewenangan dalam PB, bagi

! penyelenggara juga merasa masih baru dan
i butuh pendataran dalam peran sebagai PB.
Untuk lebih diefektifkan dengan pejabat di
pemerintahan yang mempunyai background

PB dan tidak mudah dimutasikan.

Kuragnya sosialisasi ke masyarakat tentang
eringatan dini terutama daerah terpencil

Perda belum dipahami sehingga gagap dalam
mengaplikasikannya

i Aturan tidak tersosialisasi dan tidak dipahami
_ oleh pelaksanan

| Pelaksanaan belum efektif karena masih
, merupakan hal yang baru

1
1

* Tidak semua instansi (SKPD) masuk ke dalam
! struktur (unsur pengarah) seperti Dinas
. Pendidikan

Terbentuknya Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Propinsi
Sumbar.

~i

— 1

. Rotasi jabatan di pemerintahan
mengakibatkan SDM di BPBD tidak memadai
_ dan kompeten

: Belum diisinya unsur penga::ah dalam struktur "t
. BPBD |

* Masih lemahnya kapasitas SDM di BPBD dalam |
PB |

-
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4. | Personil di BPBD belum memenuhi kualifikas
datam merespon bencana
5. | Kualitas SDM yang belum memadai
6. | Kuantitas personil BPBD tidak diimbangi
dengan kualitas
7. | Penempatan SDM belum sesuai dengan
keahlian
8. | BPBD masih menjadi “Tong Sampah”
g. | Standar BPBD dari nasional tidak dilaksanakan
di daerah (Perka No. 3 thn 2008}
10. | Latar belakang personil belum tepat atau tidak
] sesuai keahlian dan tingkat pendidikan
Terhimpunnya sumber daya | 1. | Belumadanya identifikasi surnber daya yang
yang dapat dimobilisasi secara dapat dimobilisasi dalam PB sehingga
terpadu dalam upaya PB yang menghambat koordinasi aksi tanggap darurat
melingkupi wilayah Sumbar 2. | Belum adanya rencana kontijesi
3. J-_Belum adanya sumbe;_d"a—yz; yéﬁgﬁa‘a-ﬁz_l't- c
dimobilisasi
4. 1 Program yang dilaksanakan belum tuntas
(tidak optimal)
5. | Penyusunan rencana tidak diaplikasikan
6. | Koordinasi dan ego sektoral masih tinggi
sehingga belum adanya kerjasama antara satu
! sama lain dalam mobilisasi sumber daya
7. | BPBD sebagai koordinator PB belum diakui
atau dikenali oleh masyarakat atau SKPD
» lainnya
8. | Sulitnya koordinasi karena beda potensi
| bencana daerah (kab/kota)
9. ! pendistribusian bantuan yag terpusat ke
'i_ Propinsi karena tidak adanya pembagian tugas
_ ‘ yang jelas
10. ; Sistern peringatan dini masih mengabaikan
 keraifan lokal
11. | 1dentifikasi dan peTmEembangan kultur terkait
" EWS (Early Warning System) belum dilakukan
. * (ex; tsunami mentawai) B
12. i Rendahnya komitmen legislatif dalam

, mendukung sumber daya yang dibutuhkan
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13. | Penyusunan EWS harus sesuai kondisi

geografis setempat.
Tumbuhnya budaya Siaga ! 1. | Belum menjadiarus utama di SKPD terkait
Bencana pada masyarakat. membangun ekonomi alternatif di daerah

rawan bencana
Budaya siaga bencaa meningkat sesuai dengan
musimnya [da sebaliknya)

g

3. | Budaya siaga bencana perlu ditingkatkan dan
dikembangkan di tingkat aparatur pemerintah,
justru masyarakat dan kamunitas sekolah
terkadang lebih siap

4. { Aplikasi program tidak tepat sasaran

5. | Sosialisasi masih rendah dan tingkat
! ' pemahaman tentang waspada bencana masih
kurang 3

i 6. 1 Belum adanya standarisasi hudaya siaga
bencana di sekolah dan komunitas masyarakat

7. | Harus ada modul standarisasi di masing-
masing daerah

8. | Standar SOP bagi masyarakat dan daerah
dibuat dan disesuaikan dengan daerah
kab/kota

9. | Kurikulum siaga bencana di sekolah mandeg,
berhenti di sekolah pilot saja

Pening'ﬁanan Daya Dukung | 1. | RTRW belum mempunyai perspektif PB/PRB
Fasilitas dan Utilitas Pelayanan ‘
Umum 2.

i
]
I i Belum adanya RTRW setiap wilayah {Kab/Kota)
1 . .

‘ 3. | Penataan ruang selum terlaksana sesuai kaidah |
§ ' daerah rawan bencana termasuk peraturan
i tentang konstruksi
i
!

4, | Rencana pembangunan yang terlalu lama
" dibahas

! 5. i Rencana pembangunan tidak
memperhitungkan PRB

6. | Adanya keterbatasan angééran, kapasitas SDM 1

1
-

7. Jalur evakuasi belum Eui(ﬁ-p karena
keterbatasan anggaran
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8. | Tidak adanya sarana komunkasi yang dapat
digunakan saat terjadi bencana untuk
peringatan dini _

9. | Jalur infrastruktur jalan dan telekomunikasi
| pada daerah terpencil (rawan bencana} masih
! kurang
10. | Belum adanya kesatuan visi antara SKPD
i terkait
Penurunan Kerentanan | 1. | Adanya pembangunan perumahan untuk
} fingkungan pada kawasan ! nelayan di daerah zona merah dengan sistem
rawan bencana sanitasi yang justru menimbulkan bencana
2. i Pembangunan Rusunawa yang tanpa
memperhatikan AMDAL
1 3. | Implemantasi Rehab-Rekon tanpa analisa
f penurunan risiko bencana
4. | Keterbatasan kemampuan daerah dan
! , kelangsungan dari rencana PB
' 5. | Adanya pendapat SKPD lain di Kab/Kota bahwa
PB hanya menjadi tanggung jawab BPBD
6. | Tidak adanya dasar hukum yang mengikat
untuk melaksanakan ARB
7. | Belum tentu program ARB dapat menurunkan
kerentanan lingkungan
! 8. | Belumadanya pelaksanaan ARB dan adanya
! keterbatasan dana
Terselenggaranya pertolongan | 1. | Data sebaran penduduk yang tidak up to date
cepat dan tepat sasaran pada | sehingga kesulitan dalam pendistribusian
korban bencana untuk logistik L
mengurangi jumlah korban | 2. | Data penduduk yang tidak jelas
; fiwa yang meninggal 3. ; Belum adanya data terpilah
; | 4. | Distribusi logiatik yang tidak tepat sasaran
: | sehingg rentan penjarahan
! 5. | Belum tersebarnya logistik (Gudang leogistik
{ tidak memadai)
' 6. | Peralatan yang belum memadai
' 7. | Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM

yang memadai

L

. Belum memenuhinya tenga medis untuk

. pemulihan kesehata
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9. | Perlunya peningkatan kapasita masyarakat
dalam melakukan pertolongan pertama bagi
lingkungan sekitarmya

10. | Kurangnya tingkat ketahanan masyarakat
Tersusuntya rencana | 1. | Daerah relokasi yag disiapkan tanpa
pemulihan kawasan bencana menyiapkan alternatif mata pencarian untuk
secara partisipatif | masyarakat
2. ! Belum siapnya pemerintah untuk pemindahan
penduduk/relokasi tempat tinggal masyarakat
3. | Lebih didominasi oleh NGO dan INGO dalam
hal pemulihan kawasan bencana
4. | Renaksi RR tidak/ belum partisipatif
i 5. | Koordinasi di tingkat para aktor (SKPD, NGO,
swasta, dll) tidak berjalan sehingga rencana
i yang disusun tidak bisa diimplementasikan
'E 6. | Perlu dilaksanakan dengan kombinasi
i partisipatif + top down
Tersedianya Standar | 1. | Masyarakat rantau belum dapat dimobilisasi
Kesejahteraan Minimum dan adanya ketidaksiaan pemerintah dalam
Penduduk Korban Bencana rehab-rekon sarana-prasarana fisik
2. | Tidakadanya kerjasama antar SKPD terkait
pelaksanaan program
E 3. | Lemahnya pengawasan pemulihan perumahan
i
' 4. ) Sangat lambat dalam pemulihan ekonomi dan
: . ketanahanan pangan masyarakat
1 f
} 5. | Perbankan masih setengah hati dalam
membantu perekonomian masyarakat
|
: 6. | Pemulihan lingkungan fisik yang lambat
i sehingga melemahkan motivasi untuk bangkit
' ! dan memenuhi kebutuhan hidup.
' 7. | Pemulihan belum didasari keoada
' pertimbangan penghidupan masayarakt ke
depan .
8. | Pemerintah tidak mengakomodir permintaan

korban bencana terkait pembangunan sentra
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9. | Rehabilitasi infrastruktur untuk menunjang
I perekonomian masyarakat bermasalah

i
10. | Masyarakat terlalu mengharapkan bantuan
!

11. ! Peningkatan SDM masyarakat

Pulihnya Daya dukung fasilitas | 1. | Banyak penyelewengan proyek
dan utilitas pelayanan umurn.

2. | Pemulihan fasilitas belum memadai dengan
dana

3. | Penanganan bencana di Kab/Kota dilakukan
oleh Kab/Kota sendiri [prinsip yag berjalan saat
ini)

4. | Fasilitas yang sudah dibangun tidak dipelihara

5. 1 Perbaikan jalan dan jembatan dengan sistem
tambal sulam menimbilkan bencana turunan

6. | Pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan
umum hanya sebatas proyek sehingga hasilnya
tidak seperti yang diharapkan masyarakat

7. | Fasilitas dan utilitas pelayanan umum masih

berorientasi proyek

8. | Pemulihan fasilitas umum belum berorientast
PRB

9. | Renaksi pemerintah pusat sangat lambat
terealisasi

10. | Belum tersedianya pembiayaan yang
memadai

Tingkat Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan temuan kendala di awms, ditetapkan secara bersama tingkat efektivitas
kebijakan dalam mencapai sasaran, dengan kriteria sebagai beakut :

1. 0-25%

2. >25-50%
3. >50-75%
4, >75-100%

Dengan menata-ratakan tingkat pencapain pada masing-masing sasaran dapat dilihat
pada tabel 3.




LAPORAN KEGIATAHN

Tabel 3. Tiigkat Pencapalan Sasaran
;
| Sasara Tingkat
! asaran Pencapalan
1
{ 1. | Terbitnya aturan perundangan yang 52%
! memadai bagi penyelenggaraan PB Sumbar i
! . : |
2. | Terbentuknya Badan Penanggulangan 60% :
5 | Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sumbar. |
1 ——
! 3, | Terhimpunnya sumber daya yang dapat 2%
: | dimabilisasi secara terpadu dalam upaya
| PByang melingkupi wilayah Sumbar i
- I
4. | Tumbuhnya budaya Siaga Bencanapada | 42% |
masyarakat. }
1'5. 1| Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan ; 2%
Utilitas Pelayanan Umum :
.i 6. | Penurunan Kerentanan lingkungan pada 1 42%
! kawasan rawan bencana : |
i 7. | Terselenggaranya pertolongan cepat dan 1 50%
tepat sasaran pada korban bencana untuk !
mengurangi jumlah korban jiwa yang
| meninggal
8. | Tersusunnya rencana pemulhan kawasan 65%
bencana secara partisipatif
9. | Tersedianya Standar Kesejahteraan i 54%
’ Minimum Penduduk Korban Bencana !
|
, 10. | Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas 1 50%
! | pelayanan umum. i
i_ B quata-rata Pencapatian Sasaran RPB [ 50% .

Dad hasil penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh bahwa sasaran 34,5, dan 6
tingkat pencapian sasarannya sangat rendah (42%) yaitu mengenai mobilisast sumber
daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum dan penumunan
kerentanan lingkungan. Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian
sasaran yang cukup baik yaitn mengenai pembentukan BPBD Propins: Sumatera Barat
dan perencanaan pemulihan secara partisipatif.
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FOCUSED GROUP DISCUSSION KAJIAN EFEKTIVITAS RPB PROP. SUMBAR 2008-2012

Tindak Lanjut

kebijakan penangpulangan bencana di Propinsi Sumatera Barat dengan
menjadkan hasil ini sebagai dasar kaian. Dan dasar kajian efektivitas
dilengkapi dengan analisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan 22 indikator
HFA (Hyogo Framework for Action) atau Kerangka Aksi Hyogo. Berdasackan dua
kajian terebut, akan disusin altematf kebijakan penanggulangan bencana Propinst

Sumatera Barat.

D ad hasil FGD ini, akan ditindak lanjut dengan melanjutkan kajian efektivitas
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FOCUSED GROUPDISCUSSION KAJIAN EFEKTIVITAS RPB PROP. SUMBAR 2008-2012

Penutup

dengan beberapa tindak lanjut yang disebutkan di ats. Peran Forum PRB

sangat besar dan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan PB

Propinsi Sumatera Barat. Untuk itu, peru juga dilakukan peningkatan kapasitas
dan keteribatan Forum PRB dalam kegiatan-kegiatan PB yang dilakukan di Propinsi
Sumatera Barat.

P eningkatan efektifitas kebijakan penangpulangan bencana dapat dilakukan

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu dokumentasi kegiatan kajian efektivitas
kebijakan penanggulangan bencana Prop. Sumbar dan semoga dapat menjadi masukan
bagi Propinsi Sumbar dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.




LAMPIRAN 4

Kriterta indeks indikator HEFA
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RASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BALT PELAXSANAANNYA

INDIKATOR ! = FERIALINNYA PARTISIPAS] KGIMUNITAS DAN DESENTRALISASI MELALUL PEMBAGIAN
KEWENRANGAN DAN SUMEER DAYA PADA TINGXAT LOXAL
TINGXAT DESKRIPS] TINGKAT VERIFIXASI TINGEAT OBJEX, VERIFIKAS) J
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MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIXD BERCANA DAN MENINGXATKAN SISTEM
PERINGATAN DN DALAM UPAYA PENGURAN GAN RSIXO BENCANA

INDIKATOR TERSEDIANYA AMALISIS RISIKO LOKAL DAN MASIONAL BERDASARKAN DATA BAHAYA DAM
INFORMAS! KERENTANAN DAN MELIPUTI PENILALAN RISIXG UNTUK SEKTOR-SEXTOR UTAMA
77 TINGRAT DESKRIPSI TINGKAT VERIFIKAS! TINGKAT OBIEK VERIFIKASI
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PERINGATAN DIN] DALAM UPAYA PENGLIRANGAN RO BENCANA
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PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIXD BERCANA
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INDIKATORIN @ PEMILAIAN RISIXO LOKAL DAN NASIDNAL MEMPERTIMBANGKAN RISIKO-RISIKD
REGIONAL/LINTAS BATAS GUMA MENGGALANG KEAJASAMA REGIONAL MENGENAI
PENGURAMGAN RESIKO
TINGKAT DESKRIPSI TINGKAT VERIFIKASS TINGKAT OBIEK VERIFIKAS]
5 l:apalanl:ommhenslit:hh" leh Teriok y ah!pmmmngmmikobemm Rencana Aksl PRB
jimen dan kapatitas yang & ; Uintas batas
teqacadisemun!nghl mdmkaﬂmbﬁmsﬁagimwlpmgmm
Ing dind, inf ! risiko b
dmwkkemgmmdithhﬂmmdupmdiahs
dengan cepat dan tapat oleh semwa permangku
&F gan antor doerah
a4 Capalan yang cukup berart) diparokeh 7 exksd b dalamn k antar
madwadak:urhmdﬂmn ﬁauhwukawwminbmcwm
k . sumberdaya Al mempertimbangkon rsika risiko Untos botas sebogal
1 _Aup kapasitas operasional mlnﬂokbusmummdinbﬁula\mm
1 ingon grtor dosroh wolme terbatas pade
bcbemparmiabencwm
3 Komitmen kelembagaan tercapal, Tersusunnya rencona oksl bersama dalam komitmen antar
tetapi capalan-capaian selain belum daerah untuk mengurangl risika b yang
barsitat komprehensif Juga belum mempertimbangkon rln’lorkﬂo Lintes batas sabagei
cukup berart! acuan tindak bersame walow tarbotos poda beberopa
risiko bencana soje dar infocmast yeng pang behon dopat
H dipkset secaro langaung
2 Xamaj ndq.leupi‘ ‘bijak Rmﬂwm&ubmmrehhmmﬂ
d belum diloh k I dh ofest
kelembagamb:!umada mmtedmﬁnmm:ummmmkm
muncul terg g [ yrrong taxjerd] da smencecod
1 keil d beh Rencona ckd pengurongean risika bencena belum ada,

tindakan maju da!al;l remm\cana
atau kebilakan

risiko bencan yang imelingkispl 2 otau lebik wilayoh
difasiitac oleh kamemites yang lebih besor sexual dengan
trturen yang teloh odo




FRIORITAS 1

TERWUSUDNYA PENGGUNAMAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIXAN UNTUX
MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN CAN KETAHANAN DN SEMUA TINGKAT

yang memk! ot

INDIXKATOR I @ ADANYA METODE RISET DAM ALAT UNTUX PENILAIAN MULTIRISIXO SERTA ANALISIS MANFAAT
DAN BLAYA YANG DIKEMBANGEKAN DAN DIPERKUAY
v TINGKAT DESKRIPSI TINGKAT VERIFILAS 'I'INGI.M' ORJEK VERIFIXAS)
5 m' prehenst 1alah diperoleh A wa rasio kobort chana b Riset Xebercanaan
H komitmen dan k yang kot tumbadeve kasackanon kol & M,
terhpdinmuztngta Letirreestos pody peaiti pengurcrgan ko bercona
berdazarkan kajian yong resmi antor pokor darl berbagal
disipln lmer mencokus seheruh potens! bencong
4 Capaisn yang culup berart! diperoteh " e rtuet dan aiat uvtok trendol mdtink e
Yetapi diakul ada keterbatasen dalern bencona serora Reriah dengon memadidon bearlfon biol
komi berdaya fnansial mmemlmprmmamm
ataupun TapeRa opevasional k skl o d untuk
mmmwrmmmmm:
dioon meendind kerentanan doerah setinpge dopot
3 Kome: kelermbag; pal, Tereds —‘-mmmmwm&m
: tetapl capalan-rapakan sefain hetlum pod ek savar Brrdich denguan
i berufat komprahenal! juga betum ke {fay iokal yorg meRbatkon ¢
t culup berartl pemangiy kepentingon tingh st bkal dan telah dopot
' kon secom Rtinglost okl
i
2 Kernajuan ada, tetapd kebijak Telah tarsedia beherope st don oot untul mengkajl
lktmhdl\fmlmm“ ﬂnhﬂnmwmmm
kelembagaan betum ada drmich tert aleh prusol stued
tinggl sl can bedurm berorientosd pode kebutuban
ik b e
drergpdan SeCary U
1 Kemaluan kecl dengan bet Alesclat don hasl iset yang dhasihon terbatas poda
T A J e e ] l.l_-'\— riviken b
N beeb jakon mmmmwwm
L Imn h h rivden K
A g Arned :‘- hd K 1Y T
H Liam
PRIORTASIN @ TERWWILDNYA PERGGUNAAN FENGETAHUAN, INGVAS DAM PEND:DIRAN UNTUK
MEMBAKGUN BUDAYA KEAMANAN QAN XETAHANAN DI SEMUA TINGKAT
INDIKATORIV @ ADANYA STRATEG] XESATIARAN SELURLH XOMUNITAS UNTUX PELAXSANAAN PRAXTIK BUDAYA
KETAHANAN BENCANA DENGAN JARGKALAN LUAS BAGE MASYARAKAT PERKOTAAN MAUPUN
PEDESAAN
TINGKAT DESKRIPS] TENGKAT VERIFIXASI TINGHAT ORIEK VERIFIKAS]
5 Capalan Komprehensiiakah dperokh Peningt Ut o3 topoton prottE pan i Y
dengan karltmen dar yang A yong diperoles darf menknghotrya kesod Penanggulangan
terjaga disemua tinghat komunk uezs mengenal budcye peng B Rencana Akd
sk b dengon diterapkany dinf ! Daerah, dtfokuskan
ey ol [ Snctlf berdkerarion datfo-data kepacia sirategi
Yo ol oleh pero sy kepenth dan peningk
1 i fyang menjangon sk frvel & Lacad sl
I denpon media dan bobasa yang mucksh dipeadyers don dalm pengulangan
i sk dperbornd 50 bencana
!
4 Capaian yang cukup berart] dipamleh Direropkannya strategi peningtatan brtok
tetand diskui ada keterhatasn datam dot secorm partsipot ¥ pong tesintagras! dengan
Mancpun kapaia og;lnbnd dan tu:m;....,.... k media
Mﬁmﬁr\gwwmmﬂm
J. o risiko bencono
3 [P —————— T, = rp— Py
tetapicapaian-capalan seloin bekur ytyuhat secara partisipot f pong terkitegras! dengar
berfat tomprehensif higa belumn P ri2oh bl yong
cukup berarti Hrujiskan bog! yo kezadaron & il
. tahon akues inf o P
\ maupun fama doeroh pag Skl Sperbansd
H
L
i 2 f2majuan ada, tetagl kebjal ‘Peninghtan kesock kot tertartas poado strategh
' sisternaniy danfatau komitmen ltrpkdi mmmulm yong pedid, Seving tevfod!
! kelembagaan belum ada Bics informati karsne perbedacn pendeketon datam
¢ bahasa T ’
i 1 Kemajuan kecildengan beberap ‘ kart oty dengan Infarmasi yang
tindakan maju datam renc. tidak dengh dndnmh«mrﬁntdapaf
i atau kebjakan fips GG ki dan lﬂbafﬂspah
i
1

terpoan informasi




PRIORITAS I

H

TERWUSUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS DAN PENDIDIXAN UNTUK
MEMBANGUN BUDAYA XEAMANAN DAN XETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR)  :  TERSEDHANYA INFORMASH YANG RELEVAN MENGENAL BENCANA DAN DAPAY DHAXSES DI SEMUA
TINGRAT OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN [MELALLN JEIARING, PENGEMBANGAN
SISTEM UNTLN DERBAGE INFORMASI, DST)
TINGKAT | DESKRIPS] TINGEAT t VERIFILASI TINGKAT OB.IEKVERJFlm_i
5 Capalan komprehensl telah diperoleh | T2 rencana pemb yang ‘Sictam Informasi '
dengan komit men dan kapasitas yang okOn LTy peng risia b Bancana
terjaga di seraua Lingkar A arkon inft ¥ -‘"-'n-btl
mmmmmmmmmm
okl don Bmiah yong dengan sistem nak
Mummmmnmlonrxitmbkd
a Capaian yang cukup berartl diperoleh, fearya Sistem inf: I b yong didutung
tmald'namad.aketertaamdam duwmmakmwdmmmﬂ-q.mm
komitmen, '| do- seforoh serta p okl
ataupun kapashas operasional mcupin cimich terko® Joianya yang seickr diperbord don
3 Rmen kslemh i Sestem inft i yong dapot dickies
1 tetap] capakan-rapaian setain belurs oleh komunitas lokd berickon dota, sejarh dan
bargtfa knmprehensd juga betum kembongon riuk yong seich) diperbaru don
cukup berartl gras! dengor sitem nasional/regional
2 ajuan ada, Tzl kebial Daaksanak upayaupoye pengumpuon informest
st ematis danfatau komitmen yong ckurat, berdasarkon catatan seiaroh,
kelembagaan belum ada pengetohucn kkal don rioh y ko) diperban walkoy
okses dop inf -1 “mus&‘l.\urw
bagl matyorckat wmum
1 Yernojuan kecl dergan bebersp Upayo pergurnpuan inf: T Tekoh chiok o
dram maju datam B A7 catatan seraroh don pengetobuxe kb werid -
H %o kebiztan imizh
PRIGRITASIY &  TERWUSUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, IRCVASI DAN PENDIDINAN UNTUK
MEMBANGLIN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAMANAN D SEMUA TIRGXAT
INDIXATOR N @ KURINKULUM SEXOLAH, MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG RELEVAN MENCAXUP
KOMSEP-KDNSEP DAN PRAKTIE-PRAKTIX MENGENA! PENGURANGAN RISIXD SENCANA DAN
PEMULIKAN
TINGKAT DESKRIPS] TINGKAT VERIFIXAS] TINGKAT ORIEX VERIFIXASI
5 Capaian kemprehensd telh diperoleh m-wlrmshibu‘h}umww Kurikuhiro Siaga
denpan kornimen dan kapacka yang pene rislko by dengart Bentana
teraga di e mua tingkal b don & *epadd & i mudkt yang
Runjang dengen b o don Bahan i yong o
mnﬂmmmﬁm-ﬁm}hpnh&w
Fisikeo Iy
a Opaimvmmknnbemldlpemleh pemebeink fﬂ"fﬂ"l.- qurangan riskho
apldiakul ada b dat b fisciokoh yong ditunjang dengan & ke pong
L tardaa favanciad tenkur dengan . - e ok
1 tapun kapaskas operasional ¥ doerch dalam p risiko
H mnmmmtmwdummpm
mm-mw gon isda b o i
| pasco b yang disertai dengon pelat iy
| peiata pilon penangguk "
3 kedeenkiog: i rmmmmwwmﬂo
tetap) capalan-rapakan celain befumn Bty iatoloh o yong
bersfat komprehensf Juga balum rmwﬂwnﬂmm&huﬂ;mﬂm
cukup berast) beberopo e bencana pang odd peia darrah terseludt
2 Krmaiuan ada, tetapi kebiak tipoya risan b Tekh dicSc kepadks
tutemats danfstau komarsen imlmsﬂdm‘;mnhtmmmﬂuﬂ:ﬁmm
kelernbagazn bekuomn ada gummmmtupmummmmm
sebatas peningaton k o
; brodoon dunuwrat bebermpabenconagaie ...
1 Xemajuan kecl dengan beberapa Fendidikan pengurangan risio b h kepada
tinctalan maju datam herian pengetoh dan akd
Ady kebFakan ik : kan & o Loh ek

hencana pang serig teriod] ok st adayah




PRIORITAS IV

ADAMYA UPAYA-UPAYA PENSURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISINO DASAR BENCANA

INDIKATOR1 @  PEMNGURANGAN RISIKO BENCANA MERUPAXAN TUIUAN INTEGRAL DARI KEBUAKAN-KEBUAKAN
DAN RENCAMA-RENCAMA YANG BERHUBUNGAN DENGAN LINGXUNGAN HIDUP, TERMASUR
UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM , TATA GUNA TANAH DAN PENYESUALAN
TERHADAP IKLIM
b TINGKAT DESXRIPS! TINGKAT i VERIFIXASI TINGKAT OBIJEK VERIFIKAS!
j 5 Capaian kemprehensif t2lah dipercieh ¢ Mel pmktlkwnh:kbadl-m dilaksonokon oleh Perda Pengelolasn
: dengan kam! dan b Itas yang I k ftag secara berkek ilrtl strategi Ungkungan Kidup,
} terjaga dl semua tngkat ! pengurangan r.fsn.tn .bema yang dilondas) kebiiokon- Perda Tata Guna
! 1 kebijol X hidup, X Lahan dan kebijakan
: ; pengeloiam sumberdayo alam don tta guna tanah laln terkait
| i serta perubohan ikiim terbait dalom olthwtas peredaman pemand satan
Il | fakeor-faktor risiko yong mendasar sumberdaya alam
i a ;Capal.mvangmkupberard" lch, . Kebijokan-kebijok Jolaon lingh, hidup,
1 ' leupi dialud ada heterbatasan dalam i mmasutpcngdoban sumber doyo abmdm terta gung
‘ L , daya finansial " lohon telsh memust semug tmsur-unsur penjurangan |
i ! tapasitas operasional || risiin bencana untuk mengurangt faktor-foktor risks
b 1 * dasar serta perubaban dim i
| : | i
f 3 | Romitmen kelembagaan tercapal, | Te kebijokon pengelolaan lingkungan baik :
; tetapd capalan-capalan selaln belum pengeloloan sumber doya olam moupun e guna lahoe
i bessifat komprehensif juga bajuem I yang memperhatikan unsur-unsur pengurongan sisika i
; i cultup berart ' bencang waloy dolom pelaizanoannya masih beitm
i i menjadi prioritas
[}
2 ¥emajuan ada, tetapi kebtjakan | Xebijokor-kebijokan terkoit pengelotoan Rngk
" 35 danfatay kornit | pemanjaatan sumberdaya alom s¢rta tota guna laban
kslembagaan belon ada 1 telak ada dan mulol memperkatikan aspek pengurang
i risiko bencong, namun belum terintegros! secara i
'__pLopprﬂmddan soling tumpong Undi ,,,,, —
1 Xemajuan kecll dengan beberapa Bebempa' ijody duwrterhm‘l
tindakan malu dalam rencana-rencana berderys alam serta '
atau kebijatan | bxtoguna lakon masib belun memadal dan belum
1 i hatikon aspek pengurangan risli &
| namun telsh ada beberopa inisiotlf sektoral tatuk
l i gokomodasi pengurangan Hsiko b pade
PRIORITAS BV = ADANYA UPAYA-JPAYA PENGURANGAN FANTOR-FANTOR FiSIKO DASAR BENCANA
INDIXATORY ¢  RENCANA-RENCANA DAN KEBLUAKXAN-KEBUAXAN PEMBANGUNAN SOSLAL TENGAH
CILAKSANAKAN UNTUK MENGURANG] EERENTANAN PENDUBUE YANG PALING BERISIKOD
TERKENA DAMFPAX BAHAYA
TINGKAT DESKRIPS! TINGKAT f VERIFIXASI TINGKAT OBRJEX VERIFIKAS]
5 Capalan komprehersif telah diperoleh I Terb budaya komunitos pemg berorlentas) pada Kebijakan
d dantapasitasyang 1 penqumnam tlsiko benwm datom selorub aspek pembangunan Loslal,
w']aga di semua tingkat h mum. perek i; aks) peninglatan
datam hal peng b keh k | ketahananJaringan
kelompok miskin don asurons! in]rus:rum:rdan asset ! pangan,
penduduk secara terstruktur don terencong otas ! perekonomian
. pnrusipasl setiop immponen bomunites i bencana, asuransh
4 Capaian yang cukup berarti diperoleh lerggaronya oksi-aksl sasial devl berboge! | bencana, diversifikas!
; 1 tetapl diakut ada katarh datam ku & berdasarkan peran dan | mata pu\carlan[m?ta i
. | , sumbardaya finamsizl tanggung jawab yong telah dtentukon dolom kebijokgn. | pencarlan sternatif)
. pun kapast perasional krbilokon permbengunon sasicl yang disutun atos data 1 H
, dan hfmnasl yang selody diperbary! berkoltan .
Labah PRI umam,
' perehmamlcn dalom hof pengurangan terbentuknys
; kelompok-kelompok miskdn dan asuransd infrastrokiur
, don asset penduduk pada hamplr keseluruhon wiloyoh
} 3 Komitmen kelembagaan tercapad, Terselenggoranya aksi-aks sosicl dard berbogai
N tatapi capalan-capalan selain belum kb i berdosarkan peran dan
' , bersifatkomprehensd juga belum tonggong jambymg tzloh ditentykan dolam kebsjakan-
{ cukup berarty kebljatan pembanguaan sosiol yang disusun ates data
: : dan informosi yang selaly diperbertd berkaiten
; Latak Jaringen pangan, peret \an dont "
jr== = O L L o M _.____.__.__11
2 Kemaluan ada, tetapl kebijakan Diselenggarakannya oks! sasial dofam kefompok-

slstematis dan/atay komitmen
kelembagaan belum ada

kxlompok komunitos, wolaw belum terintegrasi romun
teloh mengaroh tepoda vpays pengurangon slsike
h o v pening) Catnh pangan dan
mata pencarion aiterngtif pada darrah betlstka tingg!

Kemajuan kacil dengan beb

Dak

pa aksd sogial yang diloksonakon olsh kelompoih_

tindakan malu datam rentanasencana
aau kebijzhan

k& belum , walau tdak

ditujukan poada pengurongon Fisike bencono, tetapl
secara tdok longsung telak mangarah pada
penagurangaon risiko bencana




PRIDRITAS IV

"

ADANTA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

tindakan ma)u dalam renc ana

belum oda pengar peagurangan

INDIKATGR I @ REMCAMA-RENCANA DAM KEBUAKAM-KEBUAXAN SEKTCRAL DI BIDAMNG EKONOMI DAN
PRODUKS! TELAH DILAXSAMAKAN UNTUX MENGURANGI KERENTAMAN XEGIATAN-XEGIATAN
EXONOMI
TINGKAT DESKRIFSL TINGKAT VERIFIXAS] TINGKAT OBJEK VERIFIXAS|
5 Capalan komprehensif telah diperoleh Terb Ikdim kondusif bacd peningk dan
dengan ¥omlitmen dan kapasitas yang fimd) ke gi k i don sektor produksi
terjaga di semnua tnghat ymgmmkup hmmp«Mkdmsmsm mg
kan untuk peningk
e dalam bldang perek i
r 4 Capatan yang cukup berart] dipercleh, Teselenggaronys oksl-oks! yong terukur dan terarah
| tetapl diakwi ada keterbatasan dalam berdasarkan renéana yang matang untul meningkatkan
Kemitmen, surnberdava finansial | kopasttas & dibidang ekanomi dan produks)
: kapasitas aperasional | mencokup semua sektar kemitroan publik don swasta
! t yong ditafukan uniuk pengLrongon Agko bentons
; 3 Felembag -y “Adanyo perhndung Y pi)
} tetaps capalan-capalan selain belum ekemom sert sekior-sektor pmduu yong men:akup
| bersifat kemprehensif juga belum semua .w.tmr kemitraan public don swasta ontuk
| culup berart N gl b ¥ kesefurvhon darf \
! 2 Kemajuan ada, tetapi kebljatan Belmadanw Khusus teshadap sektor 1
’ sistematis danfatau komioman produksl yang meneakup kemitraon publik dan swasta |
i ketlembagaan belum ada j untok pengurongan risika bencmq, tetop! beberapa
j i sektor produks! mulal kan upays-upayo
i | untuk pengurangan risika bencana kapada kelompok-
i kelompok kecll masyaraknt
r 1 uemajuan kecl dengan beberapa Brlum adonya perling! s terhadop sekter
! tindakan maju dalam rencana-rencana produts) kup kem! publik don swasta
} atau kebijakan untuk pengurangan fisiks bencana, Upaya-upayd
! terbotas pada Intervens) pemenoban kebutuhan dasar
! pergungsl saat tanggep danat ;
PRIGHITAS IV ¢ ADANYA URAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA
INDIKATORTY @ PERENCAMAAN DAM PENGELOLAAM PEMUKIMAN MANUSLA MEMUAT UNSUR-UNSUR
PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERMASUX PEMBERLAKUAN SYARAT DAN [ZHN MENDIRICAN
BANGUNAN
} TINGKAT DESKRIPSI TINGKAT VERIFIKASI TINGKAT OBRJEK VERIFIXKASI
i 5 Capaisn komprehensif telah diperoleh Terloksananpa pembangunan & urizh wilaych Perda IM3 dan
dengan komltmen dan kapasitas yang hunf yang sesual dengan rencano toto guna lohen dan Pensgakan Hukum
terjaga dl semua tingkat perh Ve yang vl risiko b
bogl selurvh komponen komunites
a4 Capalan yarg cukup berarti diperoleh, Pemukiman pendodul txlah dirancong dengan tepat dan
tetapd Jiakuh ada keterbatasan dalam ketat sesual dengon strotegl rencona tota guna lahan
kam daya MNnansial yong ditunjang dengan penertiban, pengowasan dan
kapasitas operasional pengontrolan pemberickuom spatet don iin mendiriken :
] bangunan yang ketat dan konlsten hingga mampu
mesninimalkon Asiko bencana yang mungkdn timbut l
3 Fomitnen kelembapgaan vercapal, t Per dany fol: kil A
tetap capalan-capaian selzin belum r telah diroacaong dengun trpatdan ketat yong memuot
bersifat komprehensif juga belum ! LMD SEOTE] LNSUS-URSLE FENCANa TatT UG mnoh !
i l cukup berard i penertipon, peng don
i i pemberiskuan syorot dan irin mendirikon bamgunan ' |
; 1 pang berguna untuk mengelolo pemuldman boto yang | t
; ! ] makin hma makin meloas ditujukon untuk ;
| | einimlondonpok RS b o1
r 2 | Kemajuan ada, tetapl kebljatan Rencana Tata Ruang Wilayah telch tarsusun woloy
! HE tis dan/atau koms betum memuct strotegl yong mendukung vpaya
! | kelembagaan belum ada gan risiko b tetopd bet
' pembangumn etk muio! memwbaﬁton aspek :
l pengurangan risikn bencona |
!
i Kemajuan kecil dengan beb [ Tt Rocng Wilayah telsh , Wiy
|

atau kebljakan

risikn bencana secara terpady




PRIORITAS TV

ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA

tindakan maju dalam rencana-rencana
atau kebljakan

nomun demikian strategf fotaan Hnghungon telok
i tersedig don dilaksanakan setaro maksimol

INDIKATORY @ LANGKAH-LANGXAH PENGURANGAN RISIKO EENCANA DIPADUXAN XE DALAM PROSES-PROSES
REHABILITASE DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
_ NINGKAT 1' DESKRIPSI TINGKAT VERIFIXKASI TINGKAT DRIEX VERIFIKASI 1
5 i Capatan komprehensif talah dipesoleh {znggaronya pemulibon pasca bencana i
: i dengan komitmnen dan kapasitas yang berdasork nofmadan dh yongdkusun olzh pora i
! | terjaga di semua tingkat u i
v prinsip ptngurmm risiko baxnmhlnow tidak i
i mendatangkan Hslko bory darl pembangunan yong |
e e i . tadang don telah dilsksonak !
a i Capaianyang cukup berart diperoleh, .Puammga.n prosss-proses pernuliban posia bentang E i
| tetapi diakui ada keterbatasan dalam berdasarkan norma dan standar sérto i !
1 i kom] , ya fi dal rtimbangkan peinsip-pelrsip risiko beneana gune !
| i k Janal mengmldarl risiles baru dot) pembengunan, fomun ;
! i proses but belum dopot i I
1 i terlaktana sepenuhnw koreng keterbatoson sumber ! 1
- T —
r 3 Komitmen kelembagaan tercapal, Rencaona dasn pehi:anam pemulihon bencona telah i |
f tempi capalan-capaian setaln bajum b dengan Jmbangkan actma, standar I
bersifat knmprehensif Juga belum dan pringip-printlp pengurongon risiks bencona yong :
cukup berarti disusun oleh para pemangku kepentingen dem!
hmhamn pembangunan yong sedang dan telch \
2 Kemajuan ada, tatapi kebijakan Remma danpe!ahaman pemulihen bencano telah 1
| 4 A _'.l a1 k 5 rtirndby .- norma, 4, i
kelembagaan belum ada dan nrimrrpvimip DGWMWH risikn bencana pang
namun masih bers)fat kebljokon septhak dari p by
tonpa mendangarion asplrost korban dikorenakon
i beterbatasan sumber-sumber daya don shtematiio
i 'y .
1 { Kemajuin tecil dengan beberapa Upoya pemulibon b tonpa deng yang i
i tindakan maju dalam rencanafencana memadal, hanyo mempti k bagian b :
E i stay krbijakan konstruist yaing merato tergantung h:msutm. tanpa
i { ada prokik wrbhuk penjoml,
B i | yong telok don sedong dilzlaanckon
' ! '
PRIORITAS IV :  ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTDR-FAXTOR RISIXD DASAR BENCANA
INDIXATORWI  :  SIAP SEDLANVA PROSEDUR-PROSEDUR UNTUK MENILAY DAMPAE-DAMPAX RISIKD EENCANA
ATAU PROYEK-PROYEK PEMRBANGUNAN BESAR, TERUTAMA INFRASTRUXTUR
TINGKAT DESKRIPS) 'I'INGKAT VERIFIKASI TINGYAT DBJEK VERIFINAS]
5 Capalan omprehensif tetah diperolah Terwujud drk prosedur-pratedur penilaion
dengan kami dan b Itas yang o k risiko b ke datom strategi, rencana den
I terjaga o] semua tnpiat program pemb yong berkelanjutan dibidang-
: bidang pengzntusan kemiskinan, perumahan, oif,
F Itasl, nergi, kesehat: Ian, tnfrastruktur dan
H i lingkungan hidup yang fmatap dan mmada! ontuk
! meloyord kebumbm semua Hnglot mmyumiﬂt
I | M " tidok 1
i bencana lebih tonjut i
] 4 Capalan yang cukup berarti diperotsh Tersedianyn presedur penilaion d krisiko bencong  }
] etspl dmmmmwnmm ke dolom pemt dibidong peng :
1 daya finansia) kemiskinan, p han, olr, sanitast, energl, kesehaton,
£ kapasit Jonal ' permniar; infrastrottur dan ngkungan Noup yong teloh
i 1 secora maksi wluumun urdopot :
H ; h.ﬂn'flm dalam gimph hasil p K ;
l. tresebut akibat kurangnyo sumberdoyo 1
’ 3 Komltmen kelembagaan tarcapai, Tersadi Taion dampok risike b K
' tetapd capalan-capalan salaln betum ke dalom pzmbangum terbotos padu' b-clann—bldnng :
. bersifat komprehensd Juga belum vtama sepert! \ P air, |
. cukup bevarti energl don infrastrultur yang tefoh diterapkan pada H
I pembangunan 1
- i
4 2 Kemaluan ada, tetapd kebliakan Prosedur penilalan dampo risito bencano kedalam '
J it danfatay & i pernbangunan belum baky, upuw penﬂalan baru !
kelembagaan belum ada + menggunakan standar p atou .
| ! standar lain pang mtd‘-amm sehingga ada f
! i kendala yang cukup besor sewokhy mengintegrasikonnps
i ke seitor peaqurongan rsika bencana {
: 1 Femajuan kecil dengan beberapa Belum uda upaya penflalan dompak risike bencana, |

PR e ma




PRIORITAS W
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PRIORITAS V

PERXUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA
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LAMPIRAN 5

Daftar Isian Ketahanan Daerah berdasarkan Indikator HFA
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Pengantar

aftar pectanyaan yang aca dalam kuesioner ini diadaptasikan dag 22 Indikator Pencapaian

Kerangka Aksi Hyogo (selanjutnya disebut KAH). KAH mempakan kesepakatan lebih

dai 160 negara untmk mengarusutamakan pengurangan gisko bencana dalam

pembangunan. Indonesia sebagai salah sat negara yang menyepakan KAH, meratifikast
KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional Beberapa wujud mitifikasi KAH ini
adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangpulangan Bencana, Rencana
Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan
hinnya. Setiap ahunnya, Indonesia melporkan pencapaian KAH ke salah sam sekretariat PBB
yang bemarnia UN-ISDR (United Nations Intemational Strategic for Disaster Reduction).

Kuesioner ini disusun berdasarkan 22 indikator pencapaian KAH. Indikator yang dipersiapkan oleh

* PBB masth tedalu luas dan mermang diperuntukkan untuk menilai pencapaian suatu negara. Oleh
karena im, Komunitas Siaga Tsunami (selanjutnya disebut KOGAMI) melakulkan bebermpa
penyesuaian untuk menghitung pencapaian KAH pada tingkat kabupaten/kota maupun pada skala
provinsi.

Simbol Pembantu Pengisian

Salah satu langkah adaptasi dalam menterjemahkan KAH das skala nasional/negara menjadi skala
daemh dengan memberkan pemnjuk dan berbagai penyedethanaan lainnya. Untuk it Pengist
diharapkan dapat memperhatikan simbol-simbol Pembantu Pengjsian.

Seme Gimbol digunakan dalam kuesioner ini untuk memudahkan pengisi
kuesioner. Selain itu simbol ini juga digunakan untuk memudahkan proses
=7 Pengaatss analisis hingga mendapatkan Tingkat Ketahanan Daerah untuk pengurangan
P4 Pertanyaan Pemandu nsiko bencana.

SIMBOL

a Pertanyaan Kuna




j Untuk memudahkan Pengisi Kuesioner memahamt pertanyaan yang
sy diajukan dalam kuesioner ini, diberikan beberapa pengantar terkait
=l komponen yang pechu dijelaskan oleh Pengisi

e “\3%‘“% Pertanyaan Pemandu

Simbol ini menandakan bahwa bagian yang ditandai adalah untuk
#irgaiy diisi oleh Pengisi Kuesioner. Bagian ini merupakan pertanyaan

1Y pemandu dan juga dapat digunakan sebagai objek klarifikast untuk
permnyaan kuaci yang dibesikan sebelum atan sesudahnya.

{3 Pertanyaan Kunci

4 Simbol ini digunakan untuk menandai bagian yang perh dusi oleh
Pengisi Kuesioner dan menjadi dasar penghiungan Tingkat
Ketahanan Daerah.




Metode Penilaian

merupakan suatu pendekatan untuk memetakan kondisi daemh tentang

berbagai komponen yang dibutuhkan untuk upaya pengurangan nsiko
bencana. Sebagai sebuah pendekatan, metode ini dihampkan mampu untuk
memperlihatkan komponen apa saja yang perlu ditingkatkan pada suatu daerah agar
lebth tangguh meredam risiko bencana. Dengan adanya pemetaan ini dibarapkan
daerah dapat memfokuskan kebijakan penanggulangan bencananya ke arah yang
tepat.

T ingkat ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana yang dihasilkan

Tingkat kedalaman dan lebar pemetaan amat bergantung pada kemampuan
fasilitator untuk mengembangkan pertanyaan panduan yang ada pada kuesioner.
Kondisi ini mengakibatkan perhu suatu standar minimal tertentu bag: fasilitator yang
akan memandu diskust ins

Sekilas tentang Prioritas dan Indikator HFA

HFA yang disepakati oleh lebih dan 160 negara di dunia teedid dan 5 Priodtas program
pengurangan dsiko bencana. Pencapaian prioritas-prioditas pengumangan risiko bencana ini diukur
dengan 22 indikator pencapaian.

Prioritas progmm pengurangan dsiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah :

1. Memastkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prostas nasional dan lokal
dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian :

a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan rsiko bencana telah
ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan

3




Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan dsiko
bencana di semua tingkat pemerintahan

Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan
dan sumber daya pada tingkat lokal

Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana

2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk
meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikator :

a.

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan cata bahaya dan kerentanan
untuk meliputi fisiko untuk sektor-sektor utama daerah

Tersedianya sistemn-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebaduaskan
data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama

Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan
jangkauan yang huas ke seluruh lapisan masyarakat

Kajan Risko Daeh Mempertimbangkan Risko-Risko Lintas Bats Guma
Mengpalang Kerasarma Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan
dan budaya aman dari bencana di sernua tingkat; dengan indikatos :

a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di serma

tingkat oleh sehuuh permangku kepentingan (melalut jejading, pengembangan sistem
untuk berbagi informasi, dst)

Kugkulum sekolah, matest pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-
konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan

Tersedianya metode siset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya
{cost benefit analysist) yang selalu dikembangkan berdasadkan kualitas hasil dset

d. Diterapkannya strategi unmk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam

melaksanakan praktk budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di petkotan maupun pedesaan.

4. Mengurangi faktor-faktor dsiko dasar, dengan indikator :




a. Pengurangan dsiko bencana memipakan salah sat tujinan dad kebijakan-kebijakan dan
rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan surmber daya alam, tata guna lahan dan adzptasi techadap perubahan iklim

b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk
mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko teckena dampak bahaya

c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi
telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegtatan-kegiatan ekonormi

d. Perencanaan dan pengelohan pemukiman manusia mernuat unsu-unsur pengurangan
risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendickan bangunan untuk
keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)

e. Langkah-angkah pengurangan nsiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses
rehabilitasi dan permilihan pascabencana

£ Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menihi dampak-dampak ristko bencana atau
proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.

5. Memperkuat kesiapsiagaan tethadap bencana demi respon yang efektif di semua tngkat,
dengan indikator :

a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagpan serta mekanisme penanganan
darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengumngan dsiko bencana dalam
pelaksanaannya

b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terfjadi yang siap di semua
jenjang pemesintahan, lathan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan
program-program tanggap darurat bencama

c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk
mendukung upaya pemanganan danrat yang efektif dan pemulihan pasca bencana

d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana tethadap
pertukamn informasi yang relevan selama masa tanggap darurat

Berdasadkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi tingkat
kerahanan tersebut kedalam 5 tingkatan, yaitu :

Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan nsiko
bencana dengan melhksanakan beberapa tindakan maju dalam rencama-rencana atau kebijakan,
(Nilai Total daerah 0-19,99).




» Level 2 Daersh telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan dsiko bencana dengan
pencapaian-pencapaian yang rmasih bersifat sporadss yang disesbabkan belum adanya komitmen
kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis, (Nilai Total Daerah 20-39,99)

*»  Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan dsiko bencana di
suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capatan yang
diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tecsebut dinilai belum menyeluruh hingga  masth
belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. (Nilai Total Daerah 40-
59,99).

* Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeliruh dalam pengurangan
isiko bencana disuatu daersh telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui
ada masth keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional
dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. (Nilai Total Daerzh
60-79,99)

» Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai
disernua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. (Nilai Total Daetah 80-100).

Struktur Kuesioner

Kuesioner terdiri dari 88 pertanyaan yang dibagi menjadi 22 bagian berdasarkan indikator
pencapaian HFA. Setiap indikator HFA membutuhkan 4 pertanyaan untuk menentukan tingkat
pencapaiannya. Struktur pertanyaan setiap indikator tersebut adalzh :

o Peranyaan pertama; mengidentifikasi apakah telah digalang inisiatif-inisiatif untuk
menghasilkan capaian minimal pada indikator tersebut.

* Peranyaan kedua; mengidentifikasi apakan telah dihasilkan capaian minimal yang dituju
oleh indikator tersebut.

o Pertanyaan ketiga; mengidentifikasi apakah capaian tersebut telah memiliki kualitas
dan/atan manfast minimal seperti yang diharapkan oleh indikator tersebut.

» Peranyaan keempat; mengidentifikasi apakah telah teqadi perubahan sistemik secara
prinsipil berdasarkan output minimal pada indikator tersebut.

Struktur Penilaian Kuesioner

Penilaian kuesioner dilaksanakan dengan mengikuti struktur kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk
mendapatkan sebuah tingkat ketahanan daerah. Tingkat Ketahanan Daerah dalam meredam risiko
bencana ini diperoleh dengan menggabungkan Indek Prioritas Ketahanan Daerah. Setiap Indek
Prioritas Ketahanan Daemh diperoleh dad Indeks Indikator Ketahanan Daerah. Struktur penilaian
kuesioner ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1berkut.
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Gambar 1. Strukhur

Indeks indikator sefiap proritas ditentukan berdasarkan jawaban dar 88 pertanyaan pemandu.
Untuk memastikan tingkat ketahanan setiap indikator, diburuhkan maksimum 4 pertanyaan.
Berdasarkan struktur pertanyaan, maka struktur penilaian dasi setiap indikator adalah seperti tabel 2
berkut

Tabe] 2. Hubungan Stnukiur Pertanyaan dengan Strukiur Penilaian

STRUKTUR
10 PERTANYAAN FUNGS1 PERTANYAAN STRUKTUR PENILAIAN“W .
1. | Pertanyaan Pertama Jdentifikasi inisiatif-inisiatif untuk | Bila jawabannya adalah 'YA' maka
mencapai hasil minimal setiap daerah tersebut minimai telah
indikator berada pada LEVEL 2
2. | Pertanyaan Xedua identifikasi capaian minimal telah | Bila jawabannya adalah 'YA' maka
] diperoleh atau belum daerah tersebut minimal telabh
berada pada LEVEL 3
3, | Pertanyaan Ketiga identifikast fungsi minimum dari Bila jawabannya adalah YA’ maka
capaian tersebut telah dicapai daerah tersebut minimal telah
atau belum berada pada LEVEL 4
4. | Pertanyaan Keempat ldentifikasi perubahan sistemik Bila jawabannya adalah 'YA' maka
dari fungsi yang telah terbangun daerah tersebut telah berada
berdasarkan capaian yang ada pada LEVEL 5

Jawaban “YA” atau “TIDAK” dalam pengisian form int ditandai dengan angka. Bila jawaban
“YA”, fasilitator memasukan angka “1” pada sheet Form Jawaban dalam Dokumen Pendukung 3.
Software Penghitung Tingkat Ketzhanan Daerah Berdasarkan HFA. Sedangkan bila jawaban
“TIDAK?”, fasilitator memasukkan angka “0” pada dokumen tersebut.

7




Contoh penentuan nilai tersebut dapat dilihat pada contoh benkut.

CONTOH KASUS

Pada Prioritas 1 tentang MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR
KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA,

pada indikator 1 tentang Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal
untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab
eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;

terdapat 4 pertanyaan untuk menentukan level ketahanan indikator tersebut, yaiti

Respon

Pertonyaan Kunci YA TIDAK

1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan
yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana
secara terstruktur dan terencana di daerah Anda?

{E1LA “TIDAX LANSUTKAN KE PERTANYAAN NOS, BILA *YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANILUTNYA)

2. Apakah telah ada aturan tertulis {baik dalam bentuk peraturan
daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko
bencana atau penanggutangan bencana? 1 0

{BILA *FDAK’ LANGUTKAN KE PERTANYAAN NO.S, BOA YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam
institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara
terencana?

{BILA *TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN 0.5, BILA 'YA" LARIUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam
aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, L 0
SOTK dlf)?

{LANJLITAN KE PERTANTYAAN N 5)

Setiap angka respen “YA” atau “"TIDAK” kemudian dimasukkan kedalam Form
Jawaban yang berada pada Dokumen Pendukung 3. Software Penghitung Tingkat
Ketahanan Daerah Berdasarkan HFA seperti yang terihat pada gambar 2 berikut,




Gambar 2. Tempat mengisi nilai setiap indikator

PRIORITASS wa. | RESPON {YA=1;
INDIKATOR DESKRIPSI INDIKATOR ot oA}

Kerangka hukum dan kebijakan nasicnalflokal untuk pengurangan
1i1 risiko bencana telah ada dengan tanggunajawab eksplisit ditetapkan
untuk semua jenjang pemerintahan

o o | b ]

Setelah 22 indikator telah diberi niai, maka Indeks Ketahanan Daerah (baik
Kabupaten/Kota ataupun provinsi) otomatis dapat dithat pada sheet “LEVEL
KOTAKAB",




Fasilitator dan Peserta

emetaan ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana amat bergantung dan ketelitian

fasilitator untuk memandu diskusi para pemangku kebijakan penanggulangan bencama di

daerah. Selain fasilitator yang memiliki kemampuan yang memadai, kualitas diskusi juga

amat bergantung pada keberagaman institusi penyelenggara penanggulangan bencana yang
menjadi peserta diskusi. Oleh karenanya dibutuhkan syarat minimum kemampuan fasilitator dan
minimum keterwakilan institusi penyelenggara penanggulangna bencana daerah.

Standar Minimal Fasilitator

A. Standar minimal pengetahuan fasilitator

1. Mengetzhui secara umum Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo)

2. Mengetahui secara umum konsep manajemen penanggulangan bencana.

3. Memahami gads hubungan antara manajemen penangguhingan bencana dengan konsep
pengurangan sisiko bencana.

B. Standar minimal keterampilan fasilitator

1. Mampu mengembangkan inisiatif dan partisipasi peserta diskusi, minimal telah memiliki
pengalarmn memfasilitasi lebih dag 10 jam sebagai fasilitator utama.

2. Mampu bersikap bermbang dan mempechatikan seluruh pendapat yang ada.

3. Telah memahami panduan fasilitator in.

4. Mampu menjalankan aplikasi program komputer dalam format excel.




Keterwakilan Insitusi Peserta Diskusi

Diskusi terfokus untuk memetakan ketahanan daerah untuk meredam dsiko bencana minimal
dihadid oleh instansi :

1. Badan Penangpulangan Bencana Daerah

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Dinas Sosal

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8. Perusahaan Swasta

9

1

. ‘Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat dan/ataa Tokoh Agama
0. LSM




KAJIAN KETAHANAN DAERAH

Kuesioner

KOMUNITAS SIAGA TSUNAMI
Didulung oleh UNESCO,
TPS-PB KOTA PADANG, UNDP, DLL




PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 1:

Kerangka hukum dan kebijakan nasionallokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan

ficy Kapasitas daecsh dalam pengurangan sisiko bencana amat bergantung pada komitmen pemerintzh daerah.

7545 Salah sam bukti komitmen daersh dalam mengurangi dsiko bencana adalah dengan tersedianya pemturan
daersh atan pemtumn kepala daecsh tentang penanggulangan bencana yang ditegemahkan dalam
petencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait

Ty .
A% Perataran Daccsh yang membahas KHUSUS tentang Penanggolangan Bencana di daersh Anda adalsh :

Respon
YA TIDAK

Pertanyaan Kunci

1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan
yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana
secara terstruktur dan terencana di daerah Anda?

{BRILA ‘“TIDAK' LANJLITKAN KE FERTANYAAN NO5, BILA YA LANTUTRAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)
2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan
daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko
bencana atau penanggulangan bencana? i 4]

{BILA TIDAK® LANIUTRAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA YA' LANSUTEAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA}

3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan datam
institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara
terencana?

P
et

{EILA "TIDANC LANIUTKAN KE PERTANYAAN ND.S, BILA 'YA' LARJUTKAN XE PERTANYAAN SELARIUTNTA)

4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam

aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB,
SOTK dll)?

LANIUTEAN KE PERTANTAAN ND. 5)




-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 1

INDIKATOR 2:

semua tingkat pemerintahan

Anda?

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJAD] SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LLOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di

7o Salah satu bentuk perwujudan dari komitmen pemesatzh dan institusi tedkait penanggulangan bencana
adalah dengan menyediakan berbagai sumberdaya balk anggasn manpun sumberdaya manusi serta fasilitas
pendulkung lannya.

1. Berapakah jumiah personil yang terkait langsung dalam penanggulangan bencana di insthtnsi

2. Berapakah Angpamn khusus untuk pengurangan risko bencana di institusi Anda?

Pertanyaon Kunci

Respon

YA

TIDAK

Apakah di institusi Anda {pemerintah
daerah/organisasi/kelompok) sudah ada lembaga yang khusus
untuk metaksanakan aktivitas pengurangan risiko bencana?

{BILA “TIOAK LANIUTRAN XE FERTANYAAN NO-9, BILA *YA' LAMILITKAN KE PERTANYAAN SELAMIUTNYA)

Apakah institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap
tahunnya dalam APBD untuk pelaksanaan aktivitas
pengurangan risiko bencana?

{BILA "TIDAK' LANSUTKAN KE PERTANYAAN NOS , BILA YA' LANIUTKAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait
dengan PRB pada institusi Anda {dana, sarana, prasarana,
personil) telah terpenuhi baik datam hal kualitas maupun
kuantitasnya?

{BILA "TIOAK* LANILITIAN KE PERTANYAAN NO.S , BiLA 'YA' LANIUTIAN KE PERTANTAAN SELANJUTNYA)

Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Anda dan
kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh
masyarakat atau kamunitas lain diluar insititusi Anda?

{LANJUTKAN KE FERTANYAAN NOL9)




_PENILAIAN KETAHARAN DAERAH-

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 3:

Terjalinnya partisipasl dan desentralisasl komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber
daya pada tingkat lekal

Ei'g” Upaya pengurangan dsiko bencana membutuhkan peran serta aktif dadi seluruh lapisan komunitas. Untuk
=% menjamin kebedanjutan komitmen selurh lapisan komunitas, peran-peran tessebut perlu diatur dalam
perairan daerh secara tertulis khususnya mengenai mekanisme dan anggung jawab masing-masing peran.

ity

Respon
YA | TIDAK

Pertenyaon Kunci

9, Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan
komunitas lokal dalam aktivitas PRB?

[BILA "TIDAK* LANIUTKAN XE FERTANYAAN NO.13, BILA "YA' LANILTIAN K PERTANYAAN SELANSUTNYA)

10. Apakah dalam peraturan daerah tentang penanggulangan
bencana di daerah Anda telah dengan jelas mengatur
mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya
herdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah
daerah dan komunitas lokal secara relevan dan sistematis?

[y
o

{BILA "THMAK LANIUTHAN XE PERTANTAAN NO.13, BILA YA LARIUTKAN XE FERTANYAAN SELANIUTNYA)
11. Apakah dalam pembagian peran dan tanggung jawab, seluruh

sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan

perannya secara aktif? O

{BILA ‘TIDAK* LANJUTEAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA YA LANIUTIAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA]

12. Apakah aktivitas PRB telah dipublikasikan secara transparan oleh
media-media lokal - sebagai partisipasi komunitas media?

=
o

fLANILITIEAN KE PERTANYAAN ND.13)




. PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJAD] SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

JNDIKATOR 4 :

Berfungsinya forum/jjaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana

;ﬁ“’% Unwk mempercepat perwujudan kebijakan daecah yang disusun berdasarkan atumn daerh tentang

5T penangglangan bencana membuthkan form yang terdisi dasi berbagai pemangku kepentingan. Forum ini
adalah berbagai insitutsi pemanglas kepentingan yang telah mendapat delegrasi tugas pengurangan tisiko
bencana oleh daerah dalam peraturan daerah.

Respon
YA TIDAK

Pertanyoon Kunci

13. Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusi-diskusi informal
antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PM, Akademisi, Media,
Ulama dan sebagainyajuntuk pengurangan risiko bencana 1 o
daerah

{BILA *TIDAK" LANIUTKAN KE FERTANYAAN NG, 17, BIA YA LANUTKAN XE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

14. Apakah telah ada suatu forum yang berfungst untuk
mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang
terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah,
LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya?

{BILA ‘TIDAK’ LANSUTKAN XE PERTANYAANNO. 17, BLA 'YJ'WNKIPEEYWMNMUWA]

15. Apakah forum tersebut beranggotakan aktor-aktor yang
memiliki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendala-
kendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk
melaksanakan pengurangan risiko bencana?

{BILA ‘TIDAK" LANILITIAN KE PERTANYAAN NO. 17, BRA YA' LANJUTXAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

16. Menurut Anda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian
yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini? .

{LAMILITKAN KE PERTANYAAN NO.17)




.PENILAIAN KETAHAHNAN DAERAH-

PRIORITAS 2
MENGIDENTIFIKASL MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANG! RISIKO BENCANA

INDIKATOR 1 :

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk
meliput] risiko untuk sektor-sektor utama daerah

WES Kebijakan pengurangan risko bencana membutubkan kajian disiko tethadap bencana-bencana yang

5 berpotensi di suam daecsh. Tanpa kajian tedebih dahuly, besar kemunpkinan kebijakan yang diterapkan tidak
efektif. Kajian sisiko bencana ini disusun berdasarkan data yang akueat berdasarkan pengetshuan idmiah,
sejarah dan pengetahuan lokal. Hasil kajian hams dapat diskses oleh semua pemanghu kebijakan dan
dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.

1. Apakah Andaberada pada daersh rawan bencana ?

2 Dadmana Anda mengetahui bahwa Anda berada/tidak berada pada dzerah rawan bencana?

Respon
YA TIDAK

Pertanyaan Kunci

17. Apakah telah dihasilkan peta potensi bencana sebagai analisis
awal terhadap risiko bencana? 1 o

[BILA “TIDAK’ LANS UTKAN XE PERTANYAANNO. 21, BILA YA LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

18. Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko untuk seluruh potensi
bencana di daerah Anda? 1 o

{BILA "TIDAK* LANJUTKAN KE PERTANYAANNO. 21, HILA *YA' LANTUTEAN KE PERTANYAAM SELANIUTNYA)

19. Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu

diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru? 0

yui

[BILA "FOAK* LANSLITXAN XE PERTANYAAN MO, 21, BRA WA LARIUTIAN K£ PERTANYAAN SELANIUTNTA)

20. Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasar bagi
pembangunan dan penanaman modal pada tingkat
loka!/nasional?

{LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)




-PENILAIAN KETAHANAN DAERAM.

PRIORITAS 2
MENGIDENTIFIKAS], MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DIN] UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 2:
Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data

potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama

TFZS Pelaksanaan Kajian Ristko Bencana membutuhkan data yang akurat Pemednth daerah pels untuk
%5773 membangun sistem yang kuat untuk mengassipkan dan menyebackan data-data terkait untuk proses analisis.
Data-data tersebut dapat bessumber dasi hasil pemantaan, hasil diset dan sebagainya.

1. Apakah Anda mengetahni Data PODES?

2. Apakah Anda dengan mudzh mendapatkan data kejadian bencana 3 tahun lahu?

»

3. Biasanya das institusi/media apa Anda mendapatkan data kejadian bencana ersebut?

Respon
Pertanyaan Kunci va | TIDAK
21. Apakah telah tersedia data-data pendukung terkait hasil analisis
untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana seperti data penduduk
terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan i 0
lainnya ?

{DILA "TIDAK* LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA “YA" LAMIUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

22. Apakah data-data pendukung terkait hasil analisis untuk
penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data penduduk
terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan
lainnya - dipublikasi dengan sistem informasi sehingga H 3
memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah
maupun kemunitas di luar daerah?

.

{BILA "TIDAK' LAMILTRAN KE PERTANYAAN NG. 25 BLA 'YA' LANIUTKAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)
23. Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk
penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ? 1 o

[BILA "TIDAK LANSLITKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA YA LANIUTRAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

24. Apakah informasi data pendukung kajian risiko yang diperbarui
secara periodik tersebut dijadikan referensi bagi daerah lain?

{LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)




.PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 2
MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENGANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANG! RISIKO BENCANA

INDIKATOR 3 :

Tersedianya sistem peringatan dinl yang siap beroperasi untuk skata besar dengan jangkauan yang
luas ke seluruh lapisan masyarakat

‘F‘fj Salah sam indikator siaga suatu dacmh adalah masyarakat mengetahui kapan harus melaksanakan evakuasi ke

% tempat aman. Sistem Peringatan Dini bertujuan untuk mermbenkan informasi secepat mungkin dan se akurat
mungkin untuk memulai atau tidak dibutuhkan cvakuasi masyarmkar ke tempat aman dad ancaman

L

o

bencarta tegtentu.
N 1. Apakah Anda mengetahui tanda-tanda akan tegjadi bencana di daecah Anda?
Y
;’ IJ.' T

2. Apakah Anda mengetahvi tnda apa yang digunakan oleh pemedntzh unmk memenntahkan
masya.rakatuntukmclakukanevahlasi?

Respon
YA | TIDAK

Pertanyaan Kunci

25, Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifan lokal dan
fenomena alam sebagai peringatan bencana?

)
]

{BILA ‘TIDAK' LANIUTRAN XE FERTANYAAN NOL 29, BLA YA’ LAMIUTRAN KE PERTANYAAN SELANILUTNYA)

26. Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan dini untuk
setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda?

L
4.

BILA "TIDAK  LANIUTRAN KE PERTANYAAN NO. 28 BRA *YA* LARILITICAN XE #ERTANYAAN SELANILITNYA)

27. Apakah telah dilaksanakan simutasi {tabeltop/umum) untuk
sistemn peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder?

{BILA TIDAK' LANIUTXAN KE PERTANYAAN NO. 29 BRA 'u'umumnnrmrmmnssuwumuj

28. Apakah sistem peringatan dini siap beroperasi untuk skala besar
dengan jangkauan vang luas keseluruh tingkat masyarakat?

L]

[LANIUTRAN KE PERTANYAAN NO. 29)




_PENILAIAN KETAHAHAN DAERAH-

PRIORITAS 2
MENGIDENTIFIKASL, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANG! RISIKO BENCANA

INDIKATOR 4=

Penilaian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

] Bencana tidak memamhi wilayzh administrasi pemepintahan. Oleh karenanya dbutbkan kegasama dengan
#8220 bemedntahan daerah tetangga dalam mengumangi isiko bencana yang melingkupi daemh-dzecah perbatasan.
Kerjasama yang dilaksanakan dapat dalam benmk kegasama untuk penyebaran sistem pedngatan dini,
kegjasama dalam berbagi sistem informasi bencana, dan schaganya.

1. Apakah Anda mengetahm bencana yang berpotensi terjadi di daemah perbatasan kabupaten tempat
Anda tinggal?

2. Apaksh daemh Anda telsh memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana untuk bencana-bencana
yang tegjadi di pedbatasan daerah Anda dengan kabupaten lin?

Respon
YA TIDAK

Pertanyaon Kunci

29. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah
seperti pada pertanyaan No. 18?

b
=

{BILA TIDAK" LARLLITRAN KE PERYANYAAN NO. 33, BILA "YA' LANIUTIAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

30. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko bencana yang
telah mempertimbangkan risiko-risiko fintas batas? 1

[ ]

[EILA "TIDAK' LANIITKAN KE PERTANYAAN ND. 33, BILA "YA' LANJUTKAN XF PERTANYAAN SELANJUTNYA)
31. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah

mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh

setiap pemangku kepentingan antar daerah? 1‘

"

IBILA "TIDAX" LANILITIAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA A" LAKIUTIAN KE PERTANYAAN SELANGUTNYA)

32. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah
mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah
diimplementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas
batas?

FuEN
L.

{LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33)




-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS] DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1 :

Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan (melalul Jejaring, pengembangan sistem untuk berbagl informasl,
dst)

I Pembangunan kehanan dan budaya aman disvata dacrah amat bergantung kepada ketersediaan data dan
54 informasi yang telah diolsh sedemikian rupa schingga dimengerti oleh seluruh lapisan masyacakat. Data
tepan yang aplikatf disajikan dalam sisten informasi yang efektif sehingga selal dapat diakses oleh
masyarakat.

1. Apakah Anda mengetshui bencana apa yang mungkin tefjadi had ini di daerah Anda atau daerah
tetangga Anda?

o e

Raspon
YA TIDAK

Pertonyaan Kunci

33, Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana
yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir? 1 a

{BILA "TIDAK LAMIUTKAN ME PERTANYAAN NO. 37, BLA'YA' LANJUTRAN KE PERTANYAAR SELANIUTNYA]

34. Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja
yang mungkin terjadi pada hari ini di daerah anda dari sumber .
informasi tertulis yang tepercaya ? ! -

{BILA "TIDAK® LANIUTKAN KE PERTANYAANNO. 37, BILA "TA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

35. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap haridari
sumber informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi
ditingkat nasional ? - -

{BILA TIDAK' LANILITRAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA YA’ LANJUTEAN KE PERTANYAAN SELANILITNYA)
36. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari

sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam

pengambilan kebijakan penanggulangan bencana daerah ?

{LARSLITIAN KE PERTANYAAN NO, 37)




. PENILATIAN HETAHANAN DAERAMH-

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS] DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA Dt SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 2:

Kurikulum sekolah, mater pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan
praktikpraktik mengenal pengurangan risiko bencana dan pemulihan

gg’?ﬁ?‘ Kebedanjutan Pembangunan kethanan dan budaya amaa disuam daersh secam terus menerus amat
35504 bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan. Penguangan Risiko Bencana diajakan di lembaga
pendidikan formal sebaiknya tidak hanya dibeskan dalam tingkatan teod, tapi juga praktic tekait.

s

Respon
YA | TIDAK

Pertanyaon Kunci

37. Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani
keadaan darurat bencana di sekolah?

{BILA "TIDAK LANJUTNAN KE PERTANYAAN NQ. 41, BILA "YA' LANJUTRAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

38. Apakah sudah Terlaksana pelajaran tentang pengurangan risiko
bencana disekolah ? 1 0

{BILA “TIDAN" LANIUTEAN XE PERTANYAANNQL 41, BILA "YA® LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUITNYA)

39. Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah
telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur ?

{BILA *TIDAK’ LANIUTNAN XE PERTANYAANNQ. 41, BILA ‘YA LANJSUTNAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

40, Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan
risiko bencana di sekolah ? 1 0

{LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41)
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S-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3:

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost
benefit analysist) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

&7 Salsh satu indikator keberhasilan upaya noan risiko bencana dacrsh dapat diihat dadi rendahnya biaya
S upaya pengurangan LA
Y845 emulihan setelsh bencana tegadi Metode pengurangan biaya ulihan dilskukan berdasakan gset-giset
p q pengurangan biaya pemi : '
yang dilaksanakan oleh para ahli dan akademisi. Riset terscbut ditujukan tidak hanya untuk mememihi
kebutuhan intemal komunitas ahki dan akademisi semata, namun harus mampu diterapkan hingga tingkat
mumah tangga.

1. Apakah ada hasi nset yang telash Anda tempkan dalam kehidupan sehad-hari unwk mengumngi
gisiko bencana yang mungkin tegjadi di tempat tinggal Anda?

Respon
YA | TIDAK

Pertanyaan Kunci

41. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset yang
berpotensi untuk menurunkan kerugian bila terjadi bencana di

wilayah Anda? g

{BILA TIOAX LANJUITKAN KE PER FTANYAAN NO. 45, BLA A" LANJUTXAN KE PERTANYASN SELANSUTNYA)

42. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk
memantau potensi bencana dan menurunkan kerentanan daerah
terhadap risiko multi bencana?

LY

G

{BILA "TIDAK LANJUTKAN KE PERTANYAAN NQ. 45, BILA YA LANJUTRAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

43,  Apakah di daerah Anda telah tersedia metode riset standar yang
diakui dan digunakan secara kolektif untuk menilai multirisiko
yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk
menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana?

{BILA 'TIDAK' LANJUTRAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA WA LANSUITRAN KEPER’YANYMNSHAMWA]

44, Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan
rasio pemakatan dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-
upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset? -

{LARIUTKAN KE PERTANYAAN NO. £5)
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.PENILALAN HETAHANAN PAERAH-

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4:

Diterapkannya strategl untuk membangun kesadaran sejuruh komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan
g@rﬁ“'f‘-’“% Slogan dan moto serta bentuk publikasi lainnya peru digalang secasa efekuf dengan strategi yang tepat.
Y59 Stategi informasi ini harus berdasarkan data siset dan pantauan yang kemudian ditegemahkan kedalam

bentuk bzhasa yang mudzh dimengerti oleh masyarakat

1. Apaksh institusi Anda perzh mmycba.rkan mated pengurangan rsiko bencana (seperti leaflet,
bilboard, dll) kepada komunitas lain dilar komunitas Anda?

2. Apakah institusi Anda telah menempkan beberapa mated standar yang minimal harus disampakan
ke masyarakat terkait pengurangan 0siko bencana?

Respon
YA TIDAK

Pertanyaan Kunci

45. Apakah didaerah Anda telah terdapat berbagai media permanen
(baik media cetak, elektronik, billbeard, poster atau event/acara
terorganisir yang tetap ada) untuk mempublikasikan
pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik
pengurangan fisiko bencana?

Fimm
[}

[BILA "TIDAK" LANIUTKAN KE PERTANYAAN NO. 43, BILA YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)
46. Apakah institusi Anda telah memiliki standar minimal untuk
materi publikasi dalam menggalang praktik budaya pengurangan
risiko bencana yang telah disepakati oleh para pemangku
kepentingan baik akademis), praktisi maupun pemerintah

oS
o]

[BILA "TIOAN' LANSUTKAN KE FERTANYAAN NO. 45, BRLA YA LANJUTEAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

47. Apakah standar minimal materi publikasi tersebut diterapkan
dalam strategi dan perencanaan terukur serta memperhitungkan
momen Hari Pengurangan Risiko Bencana dalam
pelaksanaannya? 1

C

[BILA "THOAK® LANJUTHAN XE PERTANYAAN NO. 43, 81LA A" LANJLITKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

48. Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasilan strategi
dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah
dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko
bencana?

JLARIUTKAN KE PERTANYAAN ND. 45)
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-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 1:

Pengurangan risike bencana merupakan salah satu tujuan dari kehijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang bethubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya
alam, tata guna lahan dan adaptasi tethadap perubahan iklim
=5 Bebempa perencanaan dan tata keloh dach terkait linghungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam
¥ amat mempengamhi tingkat risiko daersh. Penganth tessebut yang terbesar adalah kepada jumlzh masyarakat

yang bespotensi terkena bencana serta kemampuan masyacakat untuk kembali puth setelah bencana.

Respon
YA | TIDAK

Pertanynan Kunci

49. Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada
kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi
secara proporsicnal terhadap Pengurangan risiko bencana? 1 0

{BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NOL 53 AILA *YA' LAMIUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

50, Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan
yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana? I Q

{BLA “IDAK' LANIUTXAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA YA LANJUTRAN KE PERTANYAAN SELARIUTNYA)

51. Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur
pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko
dasar {ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan
iklim? i a

{BLA TIDAK" LANSUTEAN KE PERTANYAAN NAL 51 B A ‘YA LANJUTRAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

52. Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan?

(Larcurxan xe pertaryasn na. 53)
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- PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 2 :

Rencanarencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangl
kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya

&;f‘;%; Penduduk miskin biasanya berada di daerah rawan bencana. Pembangunan sosial untuk mengumngi
%% kerentanan penduduk dapat diaksanakan dengan membangun kethanan jatingan pangan, keschatan,
membangun perckosomizn untuk menckan tedbenmkaya kelompok masyacakat miskin, asuransi

infrastruktur, asueansi asset penduduk latnnya.

1. Apakah Jaminan Kesahatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program sejenisnya dilaksanakan di
wilayah Anda?

2. Apakah koperasi mashh berkembang di wilayah Anda?

Respon
YA TIDAK

Pertanyaon Kunci

53. Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam
kelompok-kelompok komunitas yang terintegrasi dengan
pengurangan risiko bencana?

-2
]

{BILA *FIDAK’ LANJLITRAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA "YA' LANJUTRAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

54. Apakah telah ada aksi-aksi sosial (seperti program ketohanan
jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk
menekan terbentuknya kelompok masyarokat miskin, osuransi
infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya} untuk mengurangi
kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang
telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial?

[N
o

{BILA ‘TIDAN" LANTUTRAN ME PERTANYAAN N 52, BILA YA’ LANIUTIAN KE PERTANYAAN SELANIUTNTA)

55. Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh
wilayah ancaman bencana?

{EILA “TIDAN' LANIUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA 'YA'LANIUTKAN KE PERTANYAAN SELANILITNYA)

56. Apakah telah terbangun budaya komunitas yang berorientasi pada
aspek ketahanan jaringan pangan, kesehatan umum,
perekonomian datam hal pengurangan terbentuknya kelompok-
kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk
dengan partisipasi setiap komponen komunitas?

[LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 57)
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~-PENILATIAN KETAHANAHN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 3:

Rencanarencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi tekah
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

32’;3 Sektor ckonomi dan produksi merupakan salah sata kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya

' §555] pengurangan sisiko bencana Namun sebelum mampu unmk memberkan kontsbusi, sektor ini harus

mampu tedebh dahuly mengembangkan budaya aman di lingkungan keganyz. Amh kebijakan sektor

produksi dan ckonomi unmk mmt serta dalam pengumangan dsiko bencana biasanya terbatas pada saat

tanggap daruat dan pemulihan setelsh bencana peru dimibah ke arsh pembangunan budaya aman di
masyarakat.

1. Setelah bencana besar tegjadi yang membutuhkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, apakah terjadi
kenatkan harga bahan bangunan ditempat Anda?

. Respon
Pertanyaon Kunci YA TIDAK
57. Apakah sektor produksi telah mulai mengembangkan upaya-
upaya untuk pengurangan risiko bencana kepada kelompok-
kelompok kecil masyarakat? , o

{EILA "TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. £1, BILA 'YA" LANIUTRAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

58. Apakah ada perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi
serta sektor produksi yang secara tidak langsung perlindungan
tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan ketahanan L 3
komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana?

{BILA ‘TIOAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA “YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

59. Apakah telah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah
berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan
kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi yang
ditujukan untuk pengurangan risiko bencana?

fin

{BILA "TIDAX' LANIUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA *YA' LANIUTXAN KE PERTANVAAN SELANIUTNYA)
60. Apakah telah terbangun iklim yang kondusif bagi peningkatan
dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi yang

ditujukan untuk peningkatan ketahanan komunitas datam bidang
perekonomian?

{LANJUTKAN KE PERTANYAAN ND. 51)
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~PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 4:

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pembenakuan syarat dan izin mendirikan bangunan

g’}?j Pengelolan area pemukiman pedu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan penghuni dan asiko

#7594 bencana yang munglin fimbul Olh karenanya dbuthkan standar testenra untuk mengelol kawasan
hunian aman bagi masyarakat mubii dadi pemithan lahan hingga proses pembangunan serta dinamika
kehidupan dalim hunian tesebut.

Kunci Respon
Pertanyaan Kunci YA | TIDAK
61. Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya
pengurangan risiko bencana? . 0
{BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NQ, 5, BILA ‘YA’ LANIUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)
62. Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang
tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan,
IMB dan perluasannya? 1 g

{BILA “TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAANNO. 65 BILA 'YA' LANJUTXAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

63. Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang
sesuzi dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu
meminimalkan risiko bencana?

{BILA "TIDAN" LANILITXAN KE PERTANYAAN NQL, &5, BILA YA" LANIUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)

64. Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai
denpan rencana tata guna lahan?

s

[LANJLITKAN KE PERTANYAANND, 65)
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.PENILAIAN HETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 5 :

LangkahJangkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan
pemulihan pascahencana

Upaya pemulihan dampak bencana pedu mempecbmbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini
daksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancue/msak tedeena bencana sejenis
dan bencana kinnya pada masa datang.

Respon
YA | TIDAK

Pertanyaon Kunci

65. Apakah telah ada rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca
bencana walau disusun sepihak tanpa menampung aspirasi
korban ?

{BILA "TIDAK' LANIUTKAN XE FERTANYAAN NO. 3, BILA "YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)
66. Apakah telah ada rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana
yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan?

"y
[

{BILA "TIDAK' LARIUTAN KE PERTANYAAN NO. 84, BILA YA® LANIUTIAN KE PEATANYAAN SELANSUTNTYA)

67. Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca
bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana
guna menghindari risiko baru dari pembangunan? i

[wlt

{BILA "TIDAK' LANJUTNAN XE PERTANYAAN NO. 63, BRA YA' LANJUTIAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYAS

68. Apakah rancangan tersebut telah terlaksana?

{LANILITHAN XE PERTANYAAN NO. £3)
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-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 6:

Siap sedlanya prosedur-prosedur untuk menilal dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama infrastruktur

{ﬁ Proyek-proyek skala besac yang dilaksanakan tentu akan mempengaathi rona lingkungan awal suatu kawasan.
5% Pembshan lingkungan terscbut tentu saja bedmbas tidak hanya kepada berubahnya rona lingkungan, tapi
mungkin juga menyebabkan pembahan tingkat risiko bencana pada suatu kawasan.

Respon
YA | TIDAK

Pertanyaan Kunci

69. Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak lingkungan
untuk proyek pembangunan besar? 1 ¥

[BILA “TIDAK" LANHSTIAN XKE PERTANYAAN NO. 73, BILA "VA" LANIUTEAN KE PERTANYAA N SELANSUTNYA)
70. Apakah telah ada prasedur penilaian Analisis Risiko Bencana
untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur? i o

{BILA "TIDAK® LANILITAN KE PERTANYAAN NO. 73, BUA "YA' LANIUITKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)
71. Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko

bencana untuk proyek-proyek lain seperti pengentasan

kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ?

{BILA ‘TIDAK® LANSUTRAN KE FERTANYAANNQL 73, EAA 'YA' LANJUTXAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

72. Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud ke dalam
strategi, rencana dan program pembangunan? : L

{LANILITKAN KE PERTANYAAN NO. 73)
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-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 5
MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1:

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

{53 Upaya penanganan damirat bencana membutuhkan bedagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya.
e Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat
bencana tidak akan begalan efektf dalam menckan dampak negatif bencana.

P Kunc Respon
ertanyaan Kunci YA | TIDAK
73. Apakah terdapat lembaga dipemerintahan yang didukung relawan
untuk metakukan praktik penanganan darurat bencana? 1 0
{BILA TIDAK" LANIUTAN KE FERTANYAAN KO 77, DILA "YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)
74. Apakah telah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
daerah anda? 1 o

/LA TM"MMUTmHMA&IMNNO. 77, BILA ‘YA' MMWNEFMWMLMUW&]

75. Apakah personil BPBD tersebut memiliki kemampuan teknis dalam
hal penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan
darurat bencana?

s
L

{BILA “FIDAK" LANJUTXAN NE FERTANYAAN NQ. 77, DILA ‘YA LANILITXAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

76. Menurut penilaian Anda, apakah upaya penanganan darurat
bencana yang pemnah dilaksanakan oleh seluruh pihak telah efektif
untuk menekan jumlah korban yang timbul?

{LANSUTEAN KE PERTANYAAN NO. 72




PRIORITAS 5

. PENILAIAN HETAHARAN DAERAH-
MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF D! SEMUA TINGKAT ‘

INDIKATOR 2 :

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap dl semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program
tanggap darurat hencana

F3% Upaya penanganan darueat bencana membunihkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya.
{37 Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membanpun dan melaksanakannya, upaya penanganan damumat
bencana fidak akan besjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana.

perta el Respon
ertanyaan Kunci | YA | TIDAK

77. Apakah telah ada latihan-latihan evakuasi?

[
]

{BiLA "TIDAK' LANIUTEAM KE PERTANYAANNO. B, BRA "YA" LANJUTEAN XE PERTANYAAN SELARIUTNYA]

78. Apakah sudah ada rencana kontijensi untuk 2 potensi bencana
didaerah anda ? 1 0
{BILA ’I'IM! LANJLITHAN KE PERTANYAAN NO. 81, DILA YA LANIUTKAN KE PERTANYAAN SELANTLTNYA]

79. Apakah upaya penangan darurat dilaksanakan berdasarkan
rencana kontijensi dan rencana pemulihan bencana? i

2

{BHLA TIDAK' LANILITEAN KX PERTANYAAN NO. 1, BILA 'YA' LANJUTERAN KEPERTANYAAN SELANJUTNYA)

80. Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana
kontijensi tersebut? ) G

[LANJUTKAN KE PERTANYAAN NOD. 21




~-PENILAIAN HKETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS §

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEM) RESPON YANG EFEKTIF D! SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3 :

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasl yang siap untuk

mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana

Eﬁ Pelaksanaan upaya penmanganan damimt bencana membumhkan usaha hiac biasa yang membummhkan
i anggamn dan kebutuhan lainnya dalam skala besat unmk melksanakan pemenuhan kebutuhan dasar,
pedindungan kelompok rentan serta pembangunan fsilitas keitis yang msak setelah dilaksanakan kapian
cepat dan pencanan pegolongan kotban yang ada. Daemah yang teddensfkas berpotensi teqadi suam
bencana dalam skala besar perdu untuk memiliki cadangan anggaran dan kebutuhan lannya sesuai dengan
rencana kontingensi daecah untuk bencana tessebut.

Pertanyaan Kunci

Respon

YA

TIDAK

81,

Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuan dari
pihak lain bila terjadi bencana?

[2ILA "TIDAK' LANUTKAN KE PERTANTAAN NOL BS, GILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNTA)

82,

Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat?

[BILA ‘TIDAR® LANSLITKAN KE PERTANYAAN NO. &5, BILA YA' LANJUTKAN XE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

Fe

Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhikebutuhan
dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadi darurat
bencana?

{BILA TIDAK® LANJUTKAN XE PERTANYAAN NO. BS, BILA "YA" LANIUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

-t

Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut
juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitas kritis?

{LANJUTKAN XE PERTANYAAN NO. BS)

f

21




-PENILAIAN KETAHANAN DPAERAH-

PRIORITAS 5
MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4 :

Tersedlanya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran
Informasl yang relevan selama masa tanggap dasurat

% Evaluasi efektivitas penanganan darurat bencana dapat dilthat dad ranglaian komunikasi daa pihak tedibat
%557 dalam penanganan darurat bencana bak di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Unuk

dapat melalukan evahasi ini, petu ada pencatatan yang memadai terhadap scluwh proses operasi

Respon
YA TIDAK

Pertanyaan Kunci

85. Apakah di daerah Anda telah memiliki prosedur operasi standar
untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh
prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan i 0
darurat bencana yang ada di daerah Anda?

{BILA ‘TIDAK' PERTANYAAN SELESAL, BILA YA' LANIUTNAN KE PERTANYAAN SELANIITNYA)

86. Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat
yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat
prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatan atau i
audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana?

]

{EILA "RDAK' PERTANYAAN SELESAL, BILA “YA' LARIUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUTNYA)

87. Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi
kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan
mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan
efekitivitas operasi darurat di kemudian hari ?

{BIA "TIDAK" PERTANYAAN SELESAL BILA YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANIUITNYA)

88. Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana
diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan
komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang
telah terjadi?

k

{SELESAT)




LAMPIRAN 6

Jawaban Daftar Isian dan Perhitungan Tingkat Ketahanan

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

e Kabupaten Agam
e  Kabupaten Kepulauan Mentawai
s  Kabupaten Padang Padaman
s Kabupaten Pesisir Selatan
¢ Kota Padang

s  Kota Padaman

s  Provinsi Sumatera Barat




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA :KABUPATEN AGAM
PRIORITAS/ NO. RESPON
DESKRIPSI INDIKATOR (YA=1;
INDIKATOR PRL| pAKeDl |
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan : !
1.1 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan P
untuk semua jenjang pemerintahan 2
5 1
1h Tersedlanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan 6
) pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan ?
8
5 1
Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 10
1|3 .
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 11
12
13 1
1ia Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risike}  14]°
bencana 15
16
17 1
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya 1
2.11 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama »
daerah
201
21 1
Tersedianya sistem-sistem yang slap untuk memantau, mengarsip dan -
2.92 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan -
utama
24
25 1
2l3 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 25
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27
28
29 1
2. Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 0
Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko| 31
32
Tersedianya informas! yang relevan mengenai bencana dan dapat : :
3.1 diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui ™
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) P
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan :: :
3.42 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan =
risiko bencana dan pemulihan 40




bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta :: 2
analisls manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu pe
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset "
Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 45 1
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang a6
mampu menjangkau masyarakat secara Juas baik di perkotaan a7
maupun pedesaan. a8
Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 49 1
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan | 50 1
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 51 1
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim 52 1
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial 2 1
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling e 1
berisiko terkena dampak bahaya PR 7
. 57 1
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sekteral di bidang ekoncmi o3
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan P
keglatan-kegiatan ekonomi =
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur- 61 1
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat 62 1
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan 63 1
umum [enforcement of building codes) 54 1
65 1
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam 66 1
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana £ 1
>
69 1
Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak ”
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama —
infrastruktur.
71
73 1
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta -
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan =
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya -
Tersedianya rencana kontinjenst bencana yang berpotensi terjadi n 1
yang slap di semua jenjang pemerintahan, latthan reguler diadakan 78
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap Kt
darurat bencana 20
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme :: !
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat pos
yang efektif dan pemulihan pasca bencana "
Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinfauan pasca :z 1

87




KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR XERANGHKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA
3—;5&1 EOTE T TN i
IND!KE[OR | Kerangka hukum dan kedijoken nosioralfokal unluk pangurangan nska bencans talah 0ds dengun tanggurgoweh exspiisit Jitetapion uniuk semus
Desklps! Kriteria tncdekes Indikotor
Tersedianya peraturan doerch otou peraturan kepolo doerah tentang penanggulangen bencona yong diterjemahkan a0
dalam perencongan wiloyoh don diadaptasiken pada oturan lain terkait
Deskripst Kriteria Indeks Indikotor
Tersedionya Sumber Daya {Dang, Sarana dan Prasarena serta Personil) yong didlokasikon khusws untuk 40
Pengurangan Risiko Bepcano.
PRIGRITAS | MEMASTIXAN PENGURANGAN RISHO BENCANA MEMIAD! PRIGRITAS LOKAL HINGGA NASIONAL BENGAN KELEMAAGAAN YANG KUAT BAGY
" Deskripsl Nriteria Nito] inctikator
Terselenggaranya partisipasi masyorakat dolam pengurongon risiko bencano dengan mekanisme Pernbagian
Sumber Doyo, Tugas, Kewenongan dan Tanggung Jowab yang jelas antara pemerintoh dan kelompok mosyarakat. 40

PRIDRITAS | MEMASTIXKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJAD] PRIDRITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN RASIS KELEMEAGAAN YANG KUAT BAGH

DIKATOR 0 asfanalflo

Deskedas) Kriteria indeks Indikator
Forumfkelompok yang terdid dard berbagad p ghau kep gan yong ada di daerah yang memilild komitmen dan kemampuan untuk
bus hatasan (birokrasl, pend faringan kerja 41 demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-tebijakan teriait pengurangan siko 40
bencana yang disepakatl bersama

PRIORITAS 1 MENGIDENTIFIKAS), MENTLAI DAN MEMANTAU RISIXD BENCANA DAN MENINGEATEAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM LIPAYA PENGURANGAN

Deskrips] Kriteria Indeks indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berttasarkan d3ta yang akurat berdasarken pengetahian Umiah, sefarah dan peng; fokal yang
dapat diakses oleh semua pemnangku kebijakan dan dijadikan atuan datam pemt refcana pembang dank idl dacrah. a0

INDIKATOR U Tersadianya sisternsistem yang s1ap untuk memantaw,

Deskrigst Kriteria

PRIDRITAS | MENGIDENTIFIXAS!, MENILA DAN MEMANTAU RISINO BENCANA DAN MENINGKATRAN SISTEM PERINGATAN DiNit DALAM LIPAYA PENGURANGAN
mengarsip dan menyebarlyaskan data tentang ba haya-Bahays dan karentanan-keréntanan

Indeks indlketar

Ter ya sistem ink | publik untuk
secarg balk dan diperbarul tenus menecus

dan menyebaruaskon data hahay dan data

, data kerent; yang diarstp

40




PRICRITAS 1l MENGIDENTIFIKASL, MENILAI DIAN MEMANTAU RISIXO BENCANA DAN MENINGKATAN SISTEM PERINGATAN DINS DALAM UPAYA PENGURANGAN
INDIRATOR Bl Tersedlanya slstam paringatan dini yang siap beroperasl Untuk skala besar dengan Jangkauan yang luas ke seitruh tingkat Tevel masyarakat

Deskyips! Kelterla

Slstern peringatan dinl yang stabll untuk segala jenis bencana yang mienjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multl
stakehotder, AD

PRIDRITAS 1| MENGIDENTIFIXASI, MENILAI DAN MEMANTAL RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DIN! DALARS UPAYA PENGURANGAN
INDIKATOR IV Penlialan rlsiko lokal dan naslonal mempertimbangkan rislke-rislka reglonal f/liatas batas guna maaggatang kerjasama reglonat mengenal

Deskrips] Kriteria

Tersedianya kafian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang berfetangga pada bencana-bencana tintas daerah.

40

UNTUE MEMBANGUN BUDAYA XEAMARAN DAN KETAHAMAN D1 SEMUA

PRIGRITAS 1)) TERWUIUDKYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN | Lx
i samnua tingkat aleh seluruh pamangky kepentingan {melalui Jejaring,

JNDIKATOR | Tersedianya informasi yang sefevan mengenal bencana dan dapat dhakses
Deskdps] Xeltarlo indeks indiketor

Tersed! Sistem inf | bencana yang dapat diakses cleh kornunitas kol berisik data, seiarah dan perkembangan ristke beneana yang
selalu diperbarul dan terintegrasl d tistem naslenalfregional 60

PRIORITAS 1U TERWUIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN ELIDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN D SEMUA

Deskrips] Keiterla Indedes tndikator
Terla) ya pelak tang pengurangan risiks t disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukUr untuk semua pihak sekolah
ek} terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut 60

PRIORITAS 1 TERWLUUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIEAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA EEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

INDIRATQR [IF Adanya matods riset untuk pentlalan multirisiko serta anallsis manfaat dan hlaya vang salalu dikernbangkan bardasarkan kualitas hasii risat
Deskrips] Xriteria Indeks tndikotor

Tersedianya Metode riset dan slat untuk menilal muttisisiko pada beberapa bencana secara itmizt dangan memadukan kearifan lokal yang
melibatkan peran serta semisa pemangku kepentingan tingkat foka) dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat loka 40

UN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN D1 SEMUA
bencana dengan fangkauan luas bagi masyarakat balicdi

PRIORITAS mnwwmunnumssumn PENGETAHUAN, INOVASH DAN PENDIDIVAN UNTUR MEMBANG!
(NDEKATOR iV Adanya strategl kesadaran seluruh kemunitas untuk pelaksanaan prakiik budays ketahanan

Deskedps) Xeiteria Indeks Indikator
Tersedianya strateg) pemb Yesadarsn serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana
yang terbuit secara efektif membangun ketat L jtas untuk mengurangl dska b yang ada diwilayahry A0

PRIORITAS IV ADAKYA UPAVA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA

Deskrips] Kriterlo Indeks Indikator

Ter va kebijakan pengelolsan lingkungan baik pengelolasn sumber daya alam maupun 1ata guna Lahan yang memperhiatikan unsur-unsur
pengurangan fsiko bencana 100




PRICRITAS I\I’ADAN’I’A UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA

L el 3 od a D ] H » [+
Deskrdps] Kriteria Indeks Indikator
Terselenggaranya akskaksl ses12) dari berbagei y ghu ) berdasarkan peran dan tanggung fawab yang telah ditentulan dalam
Itebijakan-kthakan bangunan sosial yang stas data dan informas] yang sefahs diperbarul berkaitan ketahanan jaringan pangan, 100
P lan dan | pada daerah berisiko tinggi

PRIORITAS tV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RUSIKD DASAR BENCANA
INOIKATOR Il Rencana-réncana dan kehilakankabljakan sektorat di bidang ekonomi dan produksi telah ditaksanakan untuk mengurangl kerentan,

Deskrlpsf Kriteria

Indeks indlkotor

Adanya perindungan terhadap keglatan-kegiatan ekonoml serta sektor-sektor produks! yang entakup semua seltor kernitraan public dan swasta
untul membant rmengurangl dampak keseluruhan darl bencana 40

PRIORITAS [V ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR EENCANA

MEATOR Pa anaan dan pengelolaan p 3 H paEng B
' Deskrips] Kriteria indeks Indikator

Perencanazn dan pengelolaan permukiman manisla telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memual semud strategi unsur-unsur Fencana
trolan pembertakuan syarat dan [zin mendirikan bangunan yang berguna umtuk " 100

tats guna tanah termasuk penertipan, peng. 2 dan peng
mengelata pemukiman kota yang makin lama makin meluas dito]ukan untuk inimalian dampal risiko-risike benczna yang ditimbulkannya ]

PRIDRITAS T¥ ADANYA UPAVA-LIPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA
INDIKATOR ¥ Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadikan ka dalam proses-proses rehabilltash dan pemulihan pascabencana

Incledes Indikato?

Rencana dan pelaisanaan perulihan bencana telzh deng \pertimibangican rorma, standar dan prindip-prinsip pengurangan risikn
b Jang dan tetah dilaksanakan 80

bencana yang di olch para gk kepentingan demi ketah p g yang

PRICRITAS IV ADANYA UPAYA-LIPAYA PENGUAANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA

B} ALl 3 =] ara a g »| | 0d =k (2 oro pra i+
Dethkrips] Nritesia Indeks Indikotor
T Ji prosedur penilaian g ¥ risiko bencana ke datam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan
Ir.emlslman, perumahan, air, energl dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pemb 40
PRIORITAS V PERXUAT KESLAP-SIAGAAN BENCANA
INDIKATOR I Stap sadlanya kebljakan yang kuat, kapasitas tekpis Jan kelambagaasn sarty mekanisme penanggutangan risiko bencana dengan ger paktif
Desiripsl Kriterdo Indeks tndikator
‘Terbentuknya kemhbaga khysus yang memilik k gan dan kebljakan serta herdaya manusla dengan jurnlah yang memadal yang ditunjang
oleh sukarelzwan walay belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang dal dan dalam pelaksanaannya 40
muasih bersifat sektoral




PRIOATTAS W PERKUAT XESIAP-SLAGAAN BERCANA

Deskelps] Kriteria Indeks nclkator
Tersusunnya rencana slaga dan prosedur yang disusian berdasarkan kajian limiah dan perigetabuan komunitas tentang Lpaya penanganan darurat
dan pemulihan bencana berdasarkan pernbelajaran yang terfadl sebelumnya serta selaly diuficoha secara teratur 40

PRIORYTAS ¥ PERKUAT XESIAP-SIAGAAN BENCAMA
INDIKATOR It Tarsadianya cadangan tinansial dan logistik sarta mekanisma an

Deskrps] Kriteria

g efektif dan
indeks Indlkotor

tls'pasi yang siap untuk mendukung ucayd pananganan darurat yan

setelah terfad] bencana dengan persiapan yang

Tersedlanya snggaran untuk pel2keanaan rencana dan program-program pemudihan wiliyah
dan skenarko walau masih a0

g p akses terhadap dana d t, desentralisas] gudang mal sesual &
butubkan sumb b lonal dan regional untuk pemenuhannyd

Letatuh

b s

PRIORITAS ¥ PERKUAT KESLAP-SIAGAAN BENCANA

INDIKATOR IV Tersedianya prosedurprosedur yang siap untuk melakukan perty 3 untuk melakukan

indeks Indtktor

karan informas! yang 7etevan salama penanganan darurat £#rt

Deskrips! Nriterda
Tersedianya pmsedm' Informash dan komunikasi damat saat pena ngan:m di seluruh ¥ Tkasl didekumentasikan untuk dievatuas]
untuk apatikan pembel2jaran baik yang dituj untult peningh fekthitas prosedur infomasi dan | ikasi bagh kat saat a0

bencana




PRIORITAS | : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1 Kerangka hukum dan kebﬂakan
nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan 40 15 60
untuk semua jenjang pemerintahan

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risiko bencana di 40 1,25 S0
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan 40 0,75 30
sumber daya pada tingkat [okal

.4 Berfungsinya forum/fjaringan
daerah khusus untuk pengurangan 40 0,5 20
ri5|ko bencana




PRIORITAS I : MENGIDENTIFIKAS), MENGKA DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

1 Tersed:anya ](ajian Rlsiko Bencana
Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi 40 1,25 50
risiko untuk sekter-sektor utama
daerah

Tersedianya sistem-sistem yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

40 1 40

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala 40 1,25 50
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risike-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengura ngan RISIkO

40 0,5 20

s e




PRIORITAS IIl : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

Y vy

3l.1 Tersedianya informasi yang relevan
mengenzai bencana dan dapat
diakses di samua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan 60 0,75 45
{melalui jejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,
dst)

.2 Kurikulum sekolah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

.3 Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya {cost benefit
analysist) yang selalu

60 1,25 75

40 0,75 30

Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
kemunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkataan
maupun pedesaan

40 1,25 50




PRIORITAS WV

R ST IRR I R L S

MENGURANG) FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim

100

0,75

75

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

100

0,5

50

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
ditaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kegiatan-kegiatan
ekonomi

10

0.5

20

4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat
unsur-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum {enforcement of
building codes)

100

0,75

75

Langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan
pemutihan pascabencana

80

05

40

Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
infrastruktur

40

40




PRIORITAS V H MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEM) RESPON YANG EFEKTIF
D) SEMUA TINGKAT

1 Tersedlanya kebljakan, kapa51tas
teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
hencana datam pelaksanaannya

.2 Tersedianya rencana kontinjensi

bencana yang berpotensi terjadi

yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat bencana

40 1 40

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya A0 1,25 50
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadayp pertukaran
informasi yang relevan selama

A0 1 40

masa tanggap darurat
—-—“—‘—'_J_"— = ,‘f
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KOTA :
PROVINSI :

REPUBLIK INDONESIA

"'--':_"“F"ig., INOEKE 5 «.:I

&' PRIORITAS &

1 Memastlkan bahwa pengurangan risiko bencana
menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan 40 2
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2 Mengidentifikas], mengkaji dan memantau risike

bencana dan meningkatkan peringatan dini 40 2

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk mermbangun suatu budaya keselamatan dan

2
{ketzhanan disemua tingkat 30

4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 75 a

5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 40 2




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH
KAB/KOTA :PARIAMAN
RESPON
PRIORITAS, .
mmmrm{ DESKRIPS1 INDIKATOR et 7 S0
TIOAK=0) _ |
1 1
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan ;
1.11 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan 3
untuk semua jenjang pemerintahan .
5 1
1l2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 6 1
' pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan ? 1
8
5 1
1l3 Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi kemunitas melalui 10
i pembaglan kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 11
12
13 1
1la Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko| 14
i bencana 15
16
. 17 1
Tersedianya Xajian Risike Bencana Daerah berdasarkan data bahaya "
2.1 dan kerentanan untuk meliput! risiko untuk sektor-sektor utama 1
daerah
20
21
Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan -
2.2 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan =
utama
24
b=} 1
213 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 26
‘ besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 7
28
2
2|2 Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30
i Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko| 31
32
33
Tersedlanya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat ”
31 diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui =
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) P
. N N . ar 1
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan " 1
3.12 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan o
risiko bencana dan pemulihan 0




Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta ::
analisis manfaat-biaya {cost benefit analysist) yang selalu -
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset "
Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran sefuruh 45 1
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang a6
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan 47
maupun pedesaan. s
Pengurangan risika bencana merupakan salah satu tujuan dari 43 1
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan | 30
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 51
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim 52
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan soslal ;‘i 1
dilaksanakan untuk mengurang! kerentanan penduduk yang paling -
berisiko terkena dampak bahaya p
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi ::
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan P
kegiatan-kegiatan ekonomi p”
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur- 61 1
unsur pengurangan risike bencana termasuk pemberlakuan syarat 62
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan 63
uraum (enforcement of building codes) B4

b5
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam 66
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana 67

B8
Stap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak :Z
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama -
infrastruktur.

7

73 1
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta = 1
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan = 1
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya -
Tersedlanya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi 77 1
vang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler dladakan 78
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap 73
darurat bencana 80
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme 21 1
antisipasi yang sfap untuk mendukung bpaya penanganan darurat po
yang efektif dan pemulihan pasca bencana "
Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca :': L
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa po
tanggap darurat -




KUESIONER

TINGXAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BISUSUN BERDASASIKAN INDIKATOR KERANGXA AXSI HYDGO

HAMA
KABUPATEN/KOTA

- EY]
r- ¥ .

INDIKATOR | Keronghn Bukum gan ketyakon nasonallokol unluk perguarongan risika beriana ic

Deskripst Kritesia

1gk eac Sengon 1anggunsiawat eksohsit itergpkon untuk Semug

indelks tndikator

Tersedianya peroturan daerch atau peroturan kepola daerch tentang penanggulangon bencena yong diterjernahkan
dolom perencanaan wileyoh dan diedoptasikan pada cturon loin terkoit

40

.

L4 -
bardmwy yang digfokasikon chusul unluk kegiatan pe
Desksipsl Kritevia

rqurongen sisixo bencono di semug tingkal pemerintehan

INDIKATOR (I Tersedionys sum

Tersedianya Sumber Daya {Dana, Sarana don Prascrang serta Persenil} yang dialokasikan khtsus untuk
Pengurangan Risiko Bencana,

1 MEMASTIEAN PENGLIRANGAN RTSIXD BENCANA MENIAD! PRIORITAS LOXAL HINGGA NASIGNAL

DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG XUAT BAG

PRICRITAS
Deskrigs] Kefteria | Nilal Indlkator
Terselenggaranya partlsiposi masycrokat dolam pengurangon risiko bencana dengan mekanisme Pembaglan
Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yong jelas antera pemerintah dan kelompok masyarakat. 40

INDIKATOR IV Barfungsimya farum /elaring rasienalflokal untuk pengurangan risiko bencana

PRIORITAS | MERGASTIRAN PENGURANGAN RISTXD BENCANA MENIAD! PRIDRITAS LOXAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS XELEMBAGAAN YANG XUAT BAG)

Deskrpst Kriterio indeks indThator
Forumfkelompok yang terdiri darh berbagai p gku kepentingan yang ada di daerah yang memiliks b dan ¥ untuk
bus hat {birokrasi, pend gan kerja dilj demi P P kebilkan-kebi] terkait pengurangan dsiko 40
bencana yang disepakat] bersama
PRIGRITAS 3 MENGIDENTIFIKASL MENILA DAN MEMANTAU ALSIXD BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM LIPAYA PENGLURANGAN
D LR g T . [l i 0B )3 e gasd 3 - =] A - 0 2 re And = [ [+ Al v g [+ -
- Deskrips] Kriteria Indeks Indikator
Tersedianya Xajian Risiko Bencana Daerah berdasaskan data yang akurat berdasarkan pengetahuan jlmizh, sejarah dan pengetatisan lokal yang
dapat diakses oleh serua pemangku kebljakandan dijadikan acoan dalam pembuatan pembangunan dan investas] di daerah, a0

PRICRITAS 1 MENGIDENTIFIRAS), MENILAS DAN MEMANTAL RISIKO BENCANA DAN MENINGKATEAN SISTEM PERINGATAN DINZ DALAM LIPAYA PENGURANGAN
o QR prsad 3 i g slap #manta AR nda gnyeha data ang haha b a da ; ana 3
Deskripsl Kriterda Indeks Indikator
Tersedlanya sistem Informasl publik untuk dan y data bah data kerentanan dan data ketshanan yang diarsip
secara baik dan diperbarui terus menerus 0




PRIORTTAS 1| MENGIDENTIFIXASY, MENHAI DAN MEMANTAU RISIKG BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN

Dexkrips! Kritetia Indeks Iadikotor

Slstern peringatan dinl yang stabil untuk segala jenls bencana yang menjangkau semua level mrasysrakat dan dievatuas) secara teerkala oleh mult!
stakeholder. 40

PRIDAITAS F MENGIDENTIFIXAS), MENTLAT DAN MEMANTAL RLSIXO 'BENCANA DAN MENINGIATKAN SISTEM PERINGA TAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN

Deskrips! Kriterz Incledcs Indikaror

Tersedlanya kajian dan Upaya pengurangan risike bencana antar wilayah yang bertetang ga pada Bencana-bencana lintas daerah.

0

PRIORITAS 1 TERWUIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUX MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR | Tersedianya Infarmasi yang relevan mengenal bentana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh gemangku kepentingan {melalui ielasing,

Deskrips] Kriterio Indeks indikotor

Tersedianya Sistem informasi bencana yang dapat diaks oleh kr Itas lokal besisian data, s&jarah dan perkembangan risiko bencana yang
selalu diperbarui dan terintegrasl dengan sistem nasionalfregional 0

PRIORITAS 11 TERWUILIDRYA PENGGUNAKN PENGETABUAN, INOVAS DAN PENDIDICAN UNTUY MEMBANGUN BUDAYA FEAMANAN DAN EETAHANAN DI SEMUA

DIKATOR o 0 dld a n - o ko ko = =] nEAR 0
Deskrlpsl Kriteria Indeks tndikatas

Terlal ya pelaja £ pengurangan risikn bencana disekol h yang ditunjang dengan furikul ..yangterumrmtutsemupihakseknlah

meskl terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut 60

PRIDRITAS 1 TERWHIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INCVASI DAN PENDIDINAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN D} SEMUA
INDIRATOR 1l Adanya metods rlset untuk penilaian mulklcisiko sarta anafisls mantast dan baya yang selaly dikembangkan brdasarkan kuaiitas hasil riset

Deskripst Kritesia

Tersedianya metode riset dan alat untukmenilal muttirisiko pada beberapa bencana secara ilriah dengan memadukan kearifan bokal yang
raelibatian pesan sefta sermua permangka kepentingan ingkat bokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal 0

PRICRITAS [ TERWUIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN EETAHANAN D] SEMLA
INDIKATOR IV Adanya strategl kesadacan seluruh komunitas untuk pelaksanaan prakiik budaya ketahanan bencana dangan |angkavan Juas bagi masyarakat baik dt

Tersedianya strategl pembangunan kesadaran sena kampanye perbang! kesad publik untuk prakii bedaya pengurangan ristko bentana
yang terbulti sceara efektif banpgun ketat * itas untuk mengurangi siko bencana yang ada ¢t wilayahnya a0

PRIORITAS IV ADANVA UPAYA-LPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BEMCANA
INDIRATOR | Papgurangan rislkc bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencand-rencans yang perhubungan denganting

Deskrips] Kriterla Indeks Indikator

Terst ketrjakan pengelolaan ling) halk p ) ber daya alam maupun tata guna lahan yang merperhatikan ynsur-unsur

B 5 s 3]

pengurangan ﬂsll:u bencana AD




PRIORITAS IV ADANVA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA
INDIKATOR 1 Rencana-rencand dan kabljakan-ketifakan pémbangunan sosial tengah dllaksanakan untuk mengurangl karentanan penduduk yang paling berisiko

Deskrips! Kriteria Indeks Indikitor
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dar berbagai p g b i berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah diventukan datam
kebijakan-kebijakan pembang! seclal yang dt atas data daninformas) yang selalu diperband berkaitan ketahanan jaringan pangan, a0
perekonomlan dan asuransi pads daerah berislko tinggi

PRICRITAS NADMNA UPATA-UPAYA P‘ENGUMNGAN EAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA

Deskrips! Nriterla ladeks tadikatar

Adanya perlindungan terhadap kegl keglatan ek i serta sektor-sektor produksl y2ng mencakup semua sektor kemitrazn public dan swasty
untuk bantu gl d kesduruhandaﬂhencana ]

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATOR 1V Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-ansur pENgurangan risiko bancana termasuk pamberlakuan sy

Deskrips! Kriterla Indeks tndiketor
P dan pengelolazn pemukdman Ia telah di g dengan tepat dan ketal yang memuat semaua stategl unsuz-unsur rencing
tata guna tanah termasuk penertipan, peng; dan peng tan pemberlak syarat dan ialn mendirkon bangunan yong berguna urtuk A0
eengelola perulinman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk Inimatian dampak rsiko- AsTko bencana yang ditimbuliannya

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCARA

Deskrlpsl Kriteria Indeks Indikator
Rencana dan pclaksanaan pemulihan b tedah dengan memperlimbangkan norma, dat dan prinsip-prinsip pengurangan risiko
bencana yang disusun oleh para pemangky kepentingan demld ketahanan pembangl.man yang sedang dan telah dilalganakan 0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA
INGIKATOR V1 Stap sedhanya prosedur-prosedur uatuk menilal dampak-dampak rlslke bencana atau greyak:

proyek pembangunan Besar, indrastruktur

Deshkrips! Kriterla | tndeks Indikotor
Tersedlanya | h ilalan dampa' ristko bencana ke datam pembangunan terbatas pada bidang-bldang utama seperti pengentasan
kemiskinan, perumahan. alr, energl dan Infrastruktor yang telsh diteraphian pada pembangunan 0

INGIXATOR | Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan sarts mekanlsme penanggulangan rlsike bencans dangan perspektif

Deskrips! Krlteria Indeler Indiketor
Terbentuknya lembaga khusug yang memitikl k 1gan dan kebijakan serta sumberday 1a dengan jumiah yang memadal yang ditunfang
cleh sukarelawan walau befum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekand kestapslagaan yang daj dan dalam pela WA |0
masit bersifat sektoral

INGIKATOR i Tessedlanya rengana kesiap-siagaan bencana dan réncana antislpasl yang siap di semuajenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk
Deskripst Kriterda Indeks Indikator

Tersusuninya yencana slaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian limiah dan pengetahuan b it g Upaya p darurat

dan perulihan bencana berdasarkan pembeldjsran yang terfadi sebelumnya sefta selalo divjicoba secara teratur a0




PRIORITAS W PERXUAT XESIAPR-SIAGAAN BENCANA i
INDIKATCR 1l Tersedlanya cadangan finansial dan loglstik sarty makanisma antislpash yarg siap untuk mendukdng upays peranganan darurat yang efektif dan

Deskrips! Xriterla

indeks Indlkator

h

Tevsedlanya anggaran untuk pelabanaan Rercana dan prwar&pmgm permulihan witayah setelah terjadi berncana dengan persiapan yang
g mak sesual dengan kebutyhan dan skenaro walaw masth

60

PRIDRITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA i
INDIKATOR IV Tarsedianys prosedur-prosedur yang slac untuk metakukan pertukaran laformasi yang refevan selama pananganan darurat 52713 u

ntuk melakukan

indaks Indikator

| dan komunikas! darurat saat p

40




PRIORITAS | : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1)1 Kerangka hukum dan kebuakan
nasionalflokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan 40 1,5 60
untuk semua jenjang pemerintahan

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risiko bencana di 80 1,25 100
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi kemunitas melalui
pembagian kewenangan dan 40 0,75 30
sumber daya pada tingkat lokal

4 Berfungsinya forum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan a0 0,5 20
risiko bencana

._ ﬁ ﬂ%‘@%l D% Rlﬂ T .g_k “&ysﬁ% ";‘é‘féﬁf et




PRIORITAS I : MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana
Daerah bardasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi 40 1,25 50
risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

Tersedianya sistem-sistem yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan tmenyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala 40 1,25 50
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

Kajian Risiko Daerah

Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk

Pengurangan Risiko

T e R e e B et R A o Rt

— —




PRIORITAS 11} : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVAS! DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

3[.1 Tersedianya informasi yang relevan
mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan 0 0,75 0
{melalui jejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,
dst)

.2 Kurikulum sekolah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

.3 Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit
analysist) yang setalu

A
Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
kemunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat

secara luas baik di perkotaan
desaan
% ..r ... \ \_ ‘ & T 1‘,‘2’.

T RN T P e O g
> "F"- : T =, — T

60 1,25 75

0 0,75 o

40 1,25 50




PRIORITAS IV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

e T el
4].1 Pengurangan risiko bencana
merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna fahan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim

40 0,75 30

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi a0 0,5 20
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

.3 Rencana-rencana dan kehijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kegiatan-kegiatan
ekonomi

.4. Perencanaan dan pengelolaan
pemukiman manusia memuat
unsur-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakvan
syarat dan izin mendirikan 40 0,75 30
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum {enforcement of
building codes)

.5 Llangkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilitasi dan 0 0,5 0
pemulihan pascabencana
.6 Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menitai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek 0 1 o

pembangunan besar, terutama
infrastruktur




PRIORITASV MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEXTIF
DI SEMUA TINGKAT

5|.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas
teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

.2 Tersedianya rencana kentinjensi
bencana yang bernotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat bencana

80 1 80

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya 60 1,25 75
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama

masa tanggap darura

40 1 40




KOTA :
PROVINS! :

REPUBLIK INDONESIA

1 Memasukan bahwa pengurangan nslko benr.ana

s S T PP

-r_or_at.y;,m.!

A5y @ E; PRIORlTAS

menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan 52,5
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2 Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini 25
3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk rmembangun suatu budaya keselamatan dan 3125
- #
ketahanan disemua tingkat
4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 20

5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA :PADANG
PRIORITAS/ Mo RESP-ON
INDIKATOR DESKRIPS} INDIKATOR ez (YASL
TIDAK=D]
Kerangka hukum dan kebijakan naslonal/lokal untuk pengurangan : 1
1.1 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan 3 1
untuk semua jenjang pemerintahan P
5 1
1l2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan & 1
pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan 7 1
8
] 1
1l Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 10 1
i pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 11 1
12 1
131 1
1la Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risikoj 14 1
) bencana 15 1
16
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya i: i
2.1 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama s
daerah
20
n 1
Tersedianya slstem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan o 1
2,12 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan =
utama
24
Lt 1
2|3 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 26 1
: besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27 1
28
29 1
2.la Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30
Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risika}] 31
32
k%3 1
Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat ” 1
i diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan {melalui P
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) Py
a7 1
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan P, 1
3.12 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan ”
risiko bencana dan pemulihan s




bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta :: i
analisis manfaat-blaya {cost benefit analysist) yang selalu po
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset "
Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 45 1
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang 46 1
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan 4?
maupun pedesaan. A3
Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan darl 49 1
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan | 39 1
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 51 1
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim 51 1
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial 2 :
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling = 1
berisiko terkena dampak bahaya p

57 1
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi o
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan -
kegiatan-kegiatan ekonomi |
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur- 61 1
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat 62 1
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan 63 1
umum {enforcement of building codes) 64

65 1
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam 66 1
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana &7 1

68

69 1
Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak -
risika bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama o
infrastruktur,

7

73 1
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta = 1
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan = 1
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya -
Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpatensi terjadi Ll 1
yang siap dl semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan Lid
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap 73
darurat bencana 80
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme 2: 1
antisipasl yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat poy
yang efektif dan pemulihan pasca bencana ”

85 1
Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca po 1




KUESIONER

TINGKAT XKETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
CISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGEA AKS HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

L N FI -

INDIKATOR I Kerangko hukum don kebijokan pasonoiokal tatuk serguronyen riska bearara (dial odo cergan {onggurgango aksplisd dlAlGpRan LATU semua

Deskrips) Kritetla

Tersedionya peroturen doerah ctau peraturon kepala daerah tentang pencnggulangan bencana yang di terjemohkan 80
dalam perencanoan wilaysh dan diadoptasikon pada oturan lain terkait

Deskrips! Mriterla Incdekes Indkotor

Tersedianya Sumber Daya {Dana, Sorena den Prasarana serta Personil) yong dilokasikan khusus untuk 80
Pengurangan Risiko Bencana.

PRIORITAS | MEMASTIXAN PENGLURANGAN RISINO BENCANA MENIAD! PRIORITAS LOXAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS XELEMBAGAAN YANG KUAT BAGT
INDIKATOR Ml Terjeiinnye partisioas: kamunitss gon deserirelisss: melghuf pambagion kewenonzan don sumber doyg goda tngist Jakert

Deskrips) Kritevia Nital Indikatar

Terselengooronya portisipasi masyorakat dalam pengurangan sisiko bencona dengan mekonisme Pembagian
Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Yenggung Jowah yang jelas antara pemerintoh dan kelompok masyarokot, 100

PRIORITAS | MEMASTIEAN PENGURANGAN RISITO RENCANA MENIAD! PRIORITAS LOXAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMEAGAAN YANG KUAT BAG!
INDIKATOR IV Berfungsinya forum/jejaring naslonalfiakal untuk pengurangan risika bancana

Deskrips! Kriteria Indeks lndiketar
Fuun\ﬂ(emkvargtuﬂlrldarlherbagalpemar@m Inganyang ada di daerah yang memilid ko dank unitik
{birckrasi, pendanaan, Juingan kevja dlr) derl mempencepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkalt perqwanpn risiko 20
bencaaa yang disepakat] bersama

PRIORITAS B MENGIDENTIFICASE, MENILAY MEMANTAU RISIEQ BENCANA DAN MENINGEATEAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM LIPAYA PENGLIRANGAN

Deskrips] Kriterla indeks indiketor

Tersedlanya Kxjlan Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang skurat berdasarkan pmgmhuan Ilmlab. searah dan pengetahuan lokal yang

dzpat dlaktes cleh sémua pemanglo kebifakan dan dijadikan acuan dalam pembuat P g dani idld 60

PRIORITAS || MENGIDENTIEIXAS], MEN/LAI DAN MEMANTAL RISING BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM LIPAYA PENGURANGAN

Deskrips) Kriterla Indeks indikator
Tersedianya sisteen Informasi publik untuk dan menyebaruaskan data bahaya, data dan data ketat yang diarsip
secara baik dan diperbarui terus menerus 60
IXADCFS] DARE LKL SERANCAN S AENCANA' FANG DOSUSUM DLEH KOMUNITAS SIUA TELNAMI [NOCAMT DAN UNELD LINTUX # RENCANA ALS) UNTUE JSITY BLNCARA PAOPINSS SURATERA

BARAT




PRIDRITAS 1| MENGIDENTIFIXASS, MENILAI DAN MEMANTAU RISIXD BENCANA DAN MENINGRATKAN SISTEM PERINGATAN DINT DALAM UPAYA P{NGUN
INDIKATOR Il Tarsedianya sistam paringatan din yang slap barsperasi untuk skala besar dengaa jangkauan yang luas keselurah tingkat level masyarakat

Deskeips) Keiteria indeks indikotor

Sistern peringatan dink yang stabil untuk segala jenls bencana yang menjongkau semua level masyarakat dan di tuas secara berkala oleh muni
stakeholder, 80

PRIORITAS |1 MENGIDENTIFTIASS, MENILAT DAN MEMANTAL RISINO BENCANA DAN MENINGXATEAN SISTEM PERINGATAN DINT DALAM UPAYA PENGLRANGAN
INDIKATOR IV Panitalan risiko fokal dan nastonal mempertimbangkan ristko-rislke reglonat/lintas hatas guna menggalang kerfasama teglonal mengenai

Deskrpc) Kriteria Indeks Indikatar

Tersedlanya kalian dan Lipaya pengurangan risiks beneana antar wilayah yang bertetanggs pada bereana-bencana lintas daerah,

40

PRIORITAS 1l TERWLUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMAANGLN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR § Tarsedianya Infarmash yang relavan menganal S#ncana dan dapat diakses dl samua tingkat eizh s¢luruh pemangku kegentingan {melalui jejarlng,

Deskrdpsl Kriterlo

Tersedianya Sistern informas] bencana yang dapat diakses oleh b itas Yokal bertsikan data, sefarah dan perkernbangan risiko bentana yang
setalu diperbarul dan tesi id sistemn nasionalfregional

g £ freg 60

Deskrips Keiterla Indekes Indikator
Terial ya pela} £ pengurangan rislko b disekolsh yang ditunjang dengan kurfialum yang terukur untuk sermua pihak seknlah
meski terbatas pada beberapa risika bencana yang ada pada daerah tersebut 60

Tersedianya metoda riset dan alat untuk menilal multinsike pada beberapa bencana secara dmiah dengan memadukan kearifan bokal yang
melibatkan peran serta semua pemangia) kepentingan tingkat fokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditinglat lokal 60

PRICRITAS 11l TERWUIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS) DAN PEHDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR IV Adanya strategl kasadaran seluruh komunitas untuk palaksaraan prakilk budaya ketahanan bencana dengan fangkauan luas bagi masyarakat 3k i

Deskripsl Kriterig Indeks Indikatar

Tersedianya strategi pembangunan kesad serta kampaye pembang kesadaran publl untuk prakiik budaya pengurangan risio bencana
yang terbuktl secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangl risiko ¥ yang ada di wilayahny G0

PRIDRITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR: FAKTON RISIXO DASAR BENCANA

Deskripsi Kriteria Indeks Indikotoe

T Lotulal ol

1y kel peng: yllngkungan baik pengelotaan sumber daya alam maupun tata guna lzhan yang eeemperhatikan unsur-unsur
pengurangan risfko beneana 100

DLADOPSE DRI BUIY SERANGAN 57 BENCANA" YANG DISUSUN OLEH KOMUMITAS SIAGA TSUNAR (KOGAMI} DAN LNESCO UATUL PENVISSUNAN RENCANA A DAERAN UNTUR FTNGLIRANGAN RIS BENCANA PROFLS SUMATERA
SANAT




PRIOAITAS TV ADANYA UPAYA-LUPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATOR I Rercana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan susial tangah difaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang pallng berisika

Desksips] Kriteria Indeks Indikator
Terselenggaranya akskaks seslal darl berbagal p ¥u kepentingan berdasarkan peran dan tanggung Jawab yang telah ditentukan dalam
kebljakan-kebizkan perbangunan soslal yang dlsusun atas data dan informasi yang selatu diperband berkaltan ketahanan Jaringan pangar, 80
perekonomian dan asuransl pada daerah bersika tinggl

PRIORITAS [V ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIXC DASAR BENCANA
INDIKATOR il) Re ncana-rencana dan kebljakan-kebijakan sektoral di bidang ekonoml dan produksl telsh ditaksanakan untuk me ngurangl karentanan keglatan-

Deskrips! Kriterla Indelks indikator

Adanya periindungan terhadap kegiatan-kegiatan ckonomi serta sektor-sektor produlsi yang mencaiup semiua sektor kemitrazn public dan swasta
untyk membanty mengurangl dampak keseluruhan dar bencana 40

PRIOATTAS IV ADANYA UPAYA-LIPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA
INDIXATOR 1¥ Perencanaan dan peagelotaan pemukiman manusla memuat unsur-uasur pEngurangan tisiko bapcana termasuk pambertakuan syarat dan lzin

Deskrips! Xriteria Indeks Indikator
Perencanaan dan pengesafaan pernukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yoang mernuat semya strateg) umsur-unsur rentana
tata guna tanah termasuk peEnertipan, peng: dan pengontrolan pemberlakuan syarat dzn uin mendirikan bangunan yang berguna yntuk 80
mengelola pemukdman kota yang makin lama maldn mehiag ditujulan untuk nimatkan dampak risiko-risiko bencana yang dittmbutkannya

PRIORITAS IV ADANTA LPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATORA V Langkah-langkah pengurangan fisiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitast dan pemulihang pascabeniana

Deskrips] Xifteria incleks Indiketor

Rencana dan pelaisanaan pemulihan b telah deng; imbanghkan norma, dar dan priralp-prinsip pengurangan Hsiko
bencana yang disusun oleh para pemarnghu § Ingan demi ketat bang| yang sedang dan telah dilaksanakan 80

PRIORITAS IV ADANYA LIPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA
INGIKATOR VI Slap sedianya prosedur-prasedur untud menllal dampak-dampak risiko bancana atau proyek-proyek pembangunan besar, tarutama Infrastruktur

Deskrips! Xriterio indeks tndikator
Tersedianya prosedur pendialan dampak risika bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentatan
kemiskinan, peyumahan, air, energl dan infrastruktur yang telab diterapkan pada pembangunan 40

FRICRITAS V PERKUAT K!SI&P-SLAGAAN BENCANA

Deskripsi Xilteria indeks indikatar
Terbentuknya lembaga & yang rmemilikl kewenangan dan kebijakan serta smubu-daya manusia dengan Jumlzh yang rnernad.al yang ditunjang
oleh sui.arelawan wlal belum, ditunfang o kapasitas telnis serta meiand palagaan yang dal dan dalarn p ¥ 80
maasth bersifat sektoral

PRIORITAS ¥ PERNUAT KESIAP-SLAGAAN BENCARA
INDIKATOR 3l Ters edianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antistpas) yang siap di semua [enfang pemerintahan, latlhan reguler diadakan untuk

Deskrips! Kriteria indeks indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajlan imiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat
dan pemulihan bencana berdasarkan pembetajaran yang terjadi sebeluranya serta selaly diufleoba secara teratur 40
DEADCS! CUAR) BUEL SERANGAM U BENCANA' PANG DUSLSUN OFEH ETIUNITAS SIASA TELRAM! (KOG AL DAN LUNESCD UNTLX REMCANA AXSH DA PERGLIRANGAN RILKD BENCANA FROFIN SUAATERA

MARAF




PRIORITAS V PERXUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA ]
INDIKATOR 11l Tersedianya cadangan finansTal dan foglstik sarta makanlsme antlsipasi yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang fektif dan

Desbyiptl Xritarla indeks indikotor
Tersedlanya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan prograny program permullhan {layah setelah terjad) bencana dengan prrslapan yang
matang terhadap akses terhadap dana d t, desentralisasl gudang mak sesual dengan kebutuhan dan skenario walaw masih 60
butuhkan sumt b Jonal dan regional untulp hanny

PRIORITAS V PERKUAT KESLAP-SIAGAAN BENCANA
(NDIKATOR W Tersedianya prosadur-prosedur yang slap untuk melakukan pertukaran infatmasi yang refavan selama penanganan darurat sertau

ntuk matakukan

Deskeips] Kriterlo
Tersedlanya proseduy infarenasl dan komunikasl darurat saat p & benana di scluruh b ikash dldok ikan untuk dievatuasi
untuk mendapatian pembelajaran batk yang ditujukan untuk peringkatan efekthitas prosedur inf i dan b [kasi bagi masyarakat sast 60

bencana

DAADOPS DARI PLLL STAANGAN S BENCANA' FANG DUSLISUN O H EOMUWITAS SUGA TSUNALI [ROGAMY DAN UNESCD UNTUE FENYUSUMAN ACHCANA A BAERAM LNTUE PENGURARGAN RIUED BEMCANA PROPING SUMATERA
DARAT




PRIORITAS | : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

; TR IR AL TR, G L L
1].1 Kerangka hukum dan kebijakan
nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan 80 15 120
untuk semua jenjang pemerintahan

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risiko bencana di 80 1,25 100
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi kamunitas melalui
pembagian kewenangan dan 100 0,75 75
sumber daya pada tingkat lokal ‘

4 Berfungsinya forum/jaringan
daerah khusus untuk pehgurangan 80 0,5 40

risiko bencana




PRIOCRITAS I

MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJ! DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

1 Tersedlanya Kajlan Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi
risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

60

1,25

75

Tersedianya sistem-sistem yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

60

60

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

80

1,25

100

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

40

0,5

20




PRIORITAS I

mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan
(melalui jejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,
dst)

it Pl

Tersedianya informasi yang relevan

60

MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIXKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISENIUA

0,75

45

Kurikulum sekaolah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

60

1,25

75

Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko muiti bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit
analysist) yang selalu

60

0,75

45

Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan

T R

60

1,25

75




PRIORITASIV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

4].1 Penpurangan risiko bencana
merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
nengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap perubaban iklim

100 0,75 75

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi 80 0,5 40
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

.3 Rencana-rencana dan kehijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kegiatan-kegiatan
ekonomi

40 0,5 | 20

4. Perencanaan dan pengelalaan
pemukiman manusia memuat
unsur-unsur pengurangan risika
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan 80 0,75 60
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum (enforcement of
building codes)

.5 langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilitasi dan 80 05 40
pemulihan pascabencana
.6 Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
isiko b k- k
risiko bencana atau proyek-proye 40 1 40

pembangunan besar, terutama
infrastruktur

o : a.:? ﬁ‘gﬁ:‘iﬁ@ i 'i’ﬂr




PRIORITAS V

teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
bencara yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

Tersedianya kebijakan, kapasita

80

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEM! RESPON YANG EFEXTIF
D] SEMUA TINGKAT

80

Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
meangembangkan program-
program tanggap darurat bencana

40

0,75

30

Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

60

1,25

75

T
65,E a"‘”ﬁgg%&:%z

e

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

60
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TNDEKS KETAHANAN. DAERAH

1 Memastikan pengurangan Fisiko hencana
menjadi sebush prioritas nasional dan lokal dengan 83,75 4
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2 Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko .
bencana dan meningkatkan peringatan dini 63,75 3
3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan 60 3
ketahanan disemua tingkat
4 Mengurangi faktor-faktor ristko yang mendasar 68,75 3
5 Memperkuat kesiapslagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 61,25 3




FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA  : PESISIR SELATAN
RESPON
T:;’:grﬁ; DESKRIPSI INDIKATOR ] AsY;
TIDAK=0} _|
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/flokal untuk pengurangan : L
1.1 risika bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan "
untuk semua jenjang pemerintahan "
5 1
102 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 6 1
’ pengurangan risika bencana di semua tingkat pemerintahan 7
:
9 1
1la Terjalinnya partisipasi dan desentrallsasi komunitas melalul 10
i pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal u
12
12 1
1la Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko| 14
: bencana 15
16
17 1
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya T
2.1 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama -
daerah
20
Tersedlanya sistem-sistern yang slap untuk memantau, mengarsip dan z;
2.2 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan P
utama
rL)
5 1
213 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 26
besar dengan jangkauzn yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27
28
29 1-
2 1a Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30,
Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko| 31
32
33 1
Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat "
31 diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melatui "
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi infarmasi, dst) pys
. . 37 1
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan "
3.12 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan ”
tisiko bencana dan pemulihan o




Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas hasii riset

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tabhan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan,

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bahaya

Rencana-rencana dan kebljakan-kebijakan sektoral di bidang ekonemi
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-kegiatan ekonomi

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan
umum {enfercement of building codes)

Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama
infrastruktur.

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap
darurat bencana

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemulihan pasca benecana

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat




KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DISUSUN BERDASARKAN INDIXATOR KERANGKA AKS! HYDGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

Desksips) Kriteria Indeks Indkator
Tersedionya peraturon doerah atou peraturan kepolo doerah tenteng penanggulangan bencona yang diterjemokkon 40
dalarn perencanaan wilayoh dan diadoptasiken pada aturan lain terkait

. .
L] L3

"o
INDIXATOR U Tersecanyo sumberdove wang dialokasiton thusus untuk kegiolon pengurongan risive Pencona di semutr trigkat pemenintohan

Deskripst Kriteria indeks indikmtor

Tersedionya Sumber Daya {Dana, Sarana dan Prasorano serta Personil) yang dialekasiken khusus untuk 60
Pengurangon Risiko Bencona.

PRIORITAS | MEMASTIXAN PENGURANGAN RISIXO BENCANA MENIJAD! PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMAAGAAN YANG KUAT AGI
INDIKATOR I} Ferjolinnye porlisiposi komurilos don desealrolisas melatuf pembagion kewsnangon don sumber doyg pods fe ghat fekal

Deskrps) Kitteria Nilai indikator

Yerselenggoranya portisipasi masyarckat dalom pengurangan risiko bencona dengon mekanisme Pembagian
Sumber Daya, Tugas, Kewenangon dan Tanggung Jawab yong jelas ontera pemerintoh don kelompok masyarcket, 40

INQIKATOR W Berfungsinya forum fiejaring nasionalflckat untuk pengurangan risika béncana

Deskrips Xritera Indeks Indikator
Forumykelompok yang tendinl dar berbagal p gku k tingan yang ada di daerah yang memilik komi dan b putan intuk
menembus batasan [birckrasl, pendanaan, jaringan Im:rp ©il} demi mempercepat polaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan rislko a0
bencana yang disepakat! bersama

PRIORITAS [ MENGIDENTIFIKASE, MENILAI DAN MEMANTAL RISIXO BENCANA DAN MENINGKATKAM SISTEM PERINGATAN DINT DALAM UPAYA PENGLRANGAN
INDIKATOR | Tersedianya Kajlan Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan Informasl keréptanan dan meliputl penitaan rislko untuk sektor-sektar

Deshripst Mriterda Indeks Indikotor
Tersedlanya Kajlan Risiks Bencana Daenh berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengelah imizh, sefarah dan pengetahuzn lokal yang
dapat diakses oleh semua p giow kebijakan dan dijadikan acuan dalam pemb pembang danl i di dacrsh, a0

PRIORITAS It MENGIDENTIFIXASS, MENILAT DAN MEMANTAU RISIXO BENCANA DAN MENTNGEATIAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN

Deskrips) Nritedia Indzks indikator

Tersedlanya sistem informash publik untuk 1dan baruaskan data bahaya, data k dan data ketak yang dizrslp

secara balk dan diperbarul terus menerus [t]




PRICRITAS 1] MENGIDENTIFTKASE, MENILAL DAN MEMANTAU RISING BENCANA DAN MENINGIATXAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN
INDIKATOR Il Tarsedianys slstem peringatan dlnf yang sisp baroperasi untuk skala basar dengan Jangkauan yang luas kasaluruh tngkat lavel masyarakat

Deskripsi Xriterio Indeks indikator

Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenks bencanayang janpkau semua tevel Xat dan dicvaluasi secara berkala oieh mutti

stakeholdes. 40

PRIORITAS H MENGIDENTIFIRASE, MENILAI DAN MEMANTAU RISIO BENCANA DAN MENINGXATRAN SISTEM PERINGATAN DINi DALAM LIPAYA PENGURANGAN
INDIKATOR IV Penilalan rlslko lokal dan naslenal mempertimbangkan risiko-ristko regional/Hintas batas guna menggalang karjasama regianal mengenat

DPeskeips] Kriteria Indeks Indikator

Tersedlanya kajian dan L'paya pengurangan risiko bertana antar wilayzh yang bestetangga pada bencanabencanz lintas daerah,

40

PRIDRITAS Il TERWLLUDNYA PENGGUNAAN PENGETAKUAN, INGVASI DAN PENDID IKAN UNTUX MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHARAN O} SEMUA

Deskrips] riteria Indeks Indiketor
Tersedlanya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas loka) berisitan data, sejarah dan perkembang, risiko b yang
selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional 40

PRIDRITAS 1} TERWLILDNYA PENGGUNAAN PENGETAHIIAN, INOVASI DAN PENDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA XEAMANAN DAN KETAHANAN D) SEMUA
INDIKATOR 1l Kuslkulum sekslah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mancakup konsep-konsup dan prakttic-praktik mengenal pengurangan risiko

Deskrips! Kriterla Indeis Indikator

Terlaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yarg ditunjang dengan kurikutum yang terukur untuk semua pihak sckolah
meskl terbatas pada beberapa risike bencana yang ada pada daerah tersebut AD

PRIORITAS N TERWLIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHURN, INOVAS DAN PENDID AN UNTUX MEMBANGUN BUDAYA FEAMANAN DAMN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR 11 Adanya metade riset untuk panilaian multirisiko serta anallsls mantaat dan blaya yang selalu dikembangkan derdasarkan kualitas hasl riset

Deskrips! Kriteria indleks Indikator

Tersedianya metode riset dam alat untuk menilal rultins o pada beberapa bencana secara limiah dengan memadukan kearifan lokal yang
rrelibatkan pesan serta semua pernangiu kepentingan tinpkat fokal dan telah dapat diterapian secara urmum ditingkat lokal 0

PRICRITAS 11 TERWILLDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INGVAS! DAN PERDIDICAN UNTUX MEMAANGUN EUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR IV Adanya strategl kesadaran seturuh kamunitas untuk pelaksanaan prakiik budaya ketahanan bencana dengan jangkanan luas bagl masyarakat baik dl

Deskrlps! Keiteria
Tersedlanya strategl pembang kesadaran serta karnpanye pemb kesadaran publik untuk proktik budaya pengurangan risiko bencana
yang terbukti secara efeltif membangun ketahanan komunitas untuk rnengu rangl risiko bencana yang ada dl wilayahmya 60

PRIORITAS [V ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA
INDIKATOR 1 Paggurangan fisiko bentana merupakan tufuan imegral dark kebljakan-kebilakan dan rencana.rencana

yang barhubungan dengan lingkungan hidup,
Deskrips] Kritesia Indeks Indikator

Tersusunnya kebijakan pengelolasn lingkungan baik pengelotaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur
pengurangan tislko bencana 80




PRIDRITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURARGAN FAXTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA
(NDIKATOR ) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tangah ditaksanakan untuk mengurangi kerentanaa penduduk yang paling berislka

Deskripsl Krlterto indeks Indlkator
Terstlenggaranya akthaksl soslal darl berbagal pernangho kepentingan berdatarkan peran dan tanggung jawahyang telah dr!entul:an dalam
kehi]akan—lr.ebi]al:an pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarul berkait jaringan pang 60
p dan j pada daerah bertsko tinggl

PRIDRITAS IV ADANYA UPAYA-LIPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA

DIKATOR [ R ana da a bl aka B oral i hidang akonom| dan prod ah dila

Deskrips] Kritetia Indeks indlhetor

Adanya perlindungan terhadap keglatan-keglatan ekonomi serta sektor-sekior produks! yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta
untuk membantu mengurangl dampak keseluryhan dar bencana A0

PRIORITAS [V ADANTA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTORFAXTOR RISIRD DASAR RENCANA
INDIKATOR #V Parancanaan dan pengelolaan pemuklman manusla memuat unsur-unsut paagurangan risiks banzana termasuk pemberlakusn syarat dan 1zin

Detkrips! Kritesia Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan permukiman rmamsia tefzh dirancang dengan tepal dan ketat yang memiyal semua straleg) UnSur-unsuf Nencans
tata puna tanah termasuX penertipan, pengawasan dan pengontrolan pemhﬁ'laknan syarat dan lzin mendirikan bangunan yang berguna untuk 60
mengelola pem.xidman kota yang makin lama enakin meluas dituJukzn untuk inimalkan d % risike-risiko bencana yang ditimbulkanmya

PRIQAITAS [V ADANYA UPAYA-UPAYA PENGLIRANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BEENCANA
INDIKATOR ¥ Langkah-langkah pangurangan risTks bencana dipadukan ke dalam prasas-proses rehabliitasi dan pemuliban paseabencans

Deskrips] Nriteria Indeks Indikator

Rencana dan pelaksanaan pemuliban bentans telah dengan mempertimbanglan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risika
bentana yang di oleh para p gku kepentlngan demd ketal b yang secang dan telah dilaksanakan A0

PRIORITAS [V ADANYA LPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA
INDIKATOR Vi Slap sedianya prosedur-prasadue untuk menllal dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan basar,

terutama lafrastruktur

Deskrips] Keftetia Indeks Indikotor
T fiamya proscdur penilalan dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang ttama seperti pengentasan
kemlskinan, perumahan, air, energl dan inf ktur yang telah diterapkan pada pembangunan 40

PRIORITAS V PERKUAT XESIAP-SIAGAAN BENCANA
Destripgd Kriterla Indeks Indikator

Terbentuknya embaga khusus yang memilikl kewenangan dan kebijakan serta sumbu-daya manusia dengan jumlah yang memadal yang ditunjang
oleh sukarelawan walaw belum ditunjang deng pasitas teknls serta mekank yarg ai dan datam pelal ¥ 60
mas(h bersifat sektora)

PRIORITAS V PERYUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA
INDIKATOR I Tarsadianya rencana kesfap-siagaan bancana dan rencana antisipasi yang slap di semua |enjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk

Deskrips) Krlterio Indeks Indiketor

Tersusunnya rencana slaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kafian imiah dan pengetzhuan komunitas tentang upaya penanganan darurat
dan pemutihan bencana berdasarkan pembelalaran yang tefadi sebelumnya serta selalu diuficoba secara teratur 40




PRIQARITAS W PERKUAT KESLAP-SLAGAAN BERCANA ]
INCIKATOR I Tersadianya cadangan finanslaf dan Jogistik sarta mekanlsme antisipasi yarg siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang afaktif dan

Deskelps] Kriteria Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untul pelaksanaan rencana dan program-program pemnulihan wilayan setelah terfadi bencana dengan persiapan yang
matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisash gudang mab sesual dengan kebutuhan dan skenario walay masih 60
membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untulcp hanny

ntuk melakukan

Deskrips! Kriteria [ tndeks indikotor
Tersedianya prosedur Informast dan komunikas) darurat saat p R bencana di seburith komunikasi didod ikan untuk devaluasi
untuk mendapatkan pembela) baik yang ditufukan untuk peningh feithAtas prosedur infi i can ksl bagl yarakat saat 60

bencana




PRIORITAS |

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENIJAD] SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG

KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

- ""’33*-;? -

e ot e & igd o R_g Rulg BENTINGANS
. Kerangka hukum dan kebijakan

nasionalflokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan 40 15 60

untuk semua jenjang pemerintahan

IR *«" I il
:,ﬂ_ ] 1%9N1 AL

= ||

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risiko bencana di 60 1,25 75
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan 40 0,75 30
sumber daya pada tingkat lokal

.4 Berfungsinya forum/iaringan
daerah khusus untuk pengurangan 40 0,5 20

nsuko bencana
T . P, n TR __.' . T BT A e '-Z'-.'.--:'.'r';" - : .___ - ) 2 sy | 5 h-_l -.




PRIORITAS ! MENGIDENTIFIKAS!, MENGKAJI DAN MEMANTAL RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINt

211 Tersedlanva Kajian Risiko Bencana
Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi 40 1,25 S0
risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

Tersedianya sistem-sistem yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala 40 1,25 50
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan R15|ko

40 0,5 20




PRIORITAS Nl

1 Tersedianya mformasi ya ng relevan

meangenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan
(melalui jejaring, pengambangan
sistem untuk berbagi informasi,
dst)

40

MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

0,75

30

.2 Kurikulum sekolah, materi

pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

40

1,25

50

.3 Tersedianya metode riset untuk

kajian ristko multi bencana serta

analisis manfaat-biaya [cost benefit

analysist) yang selalu

0,75

n

Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan

60

maupun pedesaan

T "

1,25

75




PRIORITAS IV  : MENGURANG! FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

4|.1 Pengurangan risiko bancana
rmerupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim

a0 0,75 60

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi 60 0,5 30
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi 40 0,5 20
kerentanan kegiatan-kegiatan
ekonomi

.4. Perencana2an dan pengelolaan
pemukiman manusia memuat
unNSUr-UNSUr pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan 60 0,75 45
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum (enforcement of
building codes)

.5 Langkah-langkah pengurangan
risika bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilitasi dan 40 0.5 20
pemulihan pascabencana
.6 Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
isiko b ta k- k
risiko bencana atau proyek-proye 40 1 40

pembangunan besar, terutama
infrastruktur




PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF
DI SEMUA TINGKAT

.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
hencana yang kuat dengan
perspektif penpurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya
.2 Tersedianya rencana kontinjensi
hencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat bencana

60 1 60

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya 60 1,25 75
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama
masa tanggap darurat

60 1 60




KOTA :
PROVINSI :

REPUBLIK INDONESIA
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1 Memasukan bahwa pengurangan nsﬂto bencana
menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal deagan 46,25 2
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2 Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini 30 1
3 Menggunakan pengetahuan, Inovasi dan pendidikan
luntuk membangun suatu budaya keselamatan dan 3875 2
ketahanan disemua tingkat !
4 Mengurang) fakror-faktor risiko yang mendasar 53,75 2
5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 56,25 3
aing oFC T R




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA : PADANG PARIAMAN
RESPOM
T:;’:gﬁé DESKRIPSI INDIKATOR ool A=y
TIDAK=0)__
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan : 1
1.j1 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan 3 1
untuk semua jenjang pemerintahan P
5 1
1]z Tersedlanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 6 1
' pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan 7
8
9 1
Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 10 1
1|3 .
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 11
1z
13 1
114 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko| 14 1
) bencana 15
16
17 1
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya 18 1
2.11 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama ”
daerah 0
1 1
Tersedianya sistem-sistem yang slap untuk memantau, mengarsip dan ”
2.2 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan o
utama
24
s 1
203 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 26
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27
28
29 1
214 Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30 1
i Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko| 31
22
33 1
Tersedianya informasi yang relevan mengenai benicana dan dapat =
3.1 diakses dl sernua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan {melalui -
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) o
a7 1
Kurikulum sekaolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan o 1
3.[2 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan =
risiko hencana dan pemulihan w0




Tersedlanya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
analisls manfaat-blaya [cost benefit analysist) yang selalu

41

42

tanggap darurat

dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset :i
Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh a5 1
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang 46 1
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan 47 1
maupun pedesaan. a3
Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 49 1
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan | 50 1
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 51 1
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim 52
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial :34 1
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling - 1
berisiko terkena dampak bahaya py:
087 1
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonami p
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangl kerentanan ”
kegiatan-kegiatan ekonomi p”
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur- B1 1
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat 62 1
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan 63 1
umum {(enforcement of building codes) 64
65 1
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam 6 1
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana 67
68
Siap sedlanya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak :z 1
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama y
infrastruktur.
72
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta : :
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan = 1
perspektif pengurangan risiko bencana datam pelaksanaannya o
Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi 77 1
yang siap di semua jenjang pemerintahan, fatihan reguler diadakan 78
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap 73
darurat bencana 0
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme :; 1
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat ”
yang efektif dan pemulihan pasca bencana ”
Tersedianya prosedur yang refevan untuk melakukan tinfauan pasca :: 1
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa po- 1




KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DISUSLIN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AXSI KYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

wk e Fk o kv 3 1, [
b . ar !

s Aoy,
LT ) -
INDIKATOR | Kerongka Bukum don kepiiokan nosienahiakesl untuk pengurangan fisiko bencang &

aicn oda dengan tanggung.owol eksolint Silelapkan wnluX semug

[3

Deskrips] Kiilerla Indeks Indikator
Tersedionya peraturan doeroh atou peraturen kepala doersh tentong penanggulengan bencana yang diterjemohkon 20
dalam perenconoon wilayah den diadaptasikan pada oturan loin terkait
Deskrips! Kriteria Indeks Indiketor
Tersedionya Sumber Daya {Dana, Sarana don Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk
e 60
Pengurangan Risiko Bencana.

INDIKATCR N Terfalinnpo partisfenst kormunitas don desentralisos melsin sembogion kewensngan con Swnber doyg pody tingkat fokel

Peskripsl Mriteria Nilal inditator
Terselenggaranya portisipasi masyarakat dolam pengurongon risiko bencano dengan mekanisme Pembagion
Sumber Doya, Tugas, Kewenangon don Yenggung Jawab yang jelas ontora pemerintah don kelompok masyerakat. 60

PRIDRITAS | MEMASTIAN PENGURANGAN RISIFO BENCANA MENIAD! PRIORITAS LOXAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KLAT BAGH

Deskripsl Xriteria [ indeks Indikator
Forumfkelompok yang terdirl dard berbogai pemangku kepenling yang ada disuatu daerah yang memilikd komitmen dan kemampuzn unttk
bt bat: (blrokrasl, pend jaringan kerja dit) deml mempertepat paedak kebijakan-kebijakan terkalt pengurangan fisike 60
bencana yang disepakati bersama

INQIKATOR | Tersedianya Kajian
Deskrips! Kriterta *

FRIDRITAS N MENGIDENTIFITASY, MENTLAI DAN MEMANTAL AISIXO DENCANA DAN MENINGKATEAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGLRANGAN
Rislke Bancana Dasrah Serdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan melputs peailalan rislke untuk sekiorsektor

indekt Indikiter

Tersedlanya Kaflan Rislko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan peng

huan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokalyang
dapat dizkses oleh semua pemangku kebljakan dan eijadikan acuan dalam pernt pembang I

dan | i daerah,

60

PRIDRITAS [ AMENGIDENTIFIXASS, MENILA! DAN MEMANTAL RISIXD BENCANA DAN MENINGKATIAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM LIPAYA PENGURANGAN

Deskrips! Kriteria

Indeks Indikator

tau dan baruaskan data bat data ker dan data kelah yang diarsip

Tersedianya sistem informasi publik untuk
secara boik dan diperbarui terus menerus

40




PRICRITAS 1L MENGIDENTIFIKAS], MENILA! DAN MEMANTAL RISIXO BENCANA DAN MENTNGEATKAN SISTEM PERINGATAN DiN! DALAM UPAYA PENGURANGAN

INDIKATOR Ill Tersedianya sistem peringatan dini yang stap beraperas! untuk skala basar dengan Jangkauan yang luas kesefuruh tingkat Tavel masyarakat
Indeks Indikotor

Deskrips) Kriterle

Slstem peringatan dint yang stabil untuk segala jenls bencana yang merjangkau semua level masyarakat dan dipvatuas] secara berkala oleh mult)
stakehalder, 40

PRIORITAS 1) MENGIDENTIFIKAS, MENILA! CAN MEMANTAL RISIXD BENCANA DAN MENINGKATAN SISTEM PERINGATAN DINT DALANM LIPAYA PENGURANGAN
INDHKATOR iV Penilaian risiko lokal dan naslonal mempertimbangkan risiko-risike regicnal/iintas batas guna menggalang kerjasama regional mange nai

Deskeips] Kriterla Indeks Indikator

Tersedianya kafian dan Upaya pengurangan risiko b antar wilayah yang t £5A pada bencana-bencana lintas daerah. 60

DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

PRIORITAS LIl TERWUUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS!

[ ATOH gk 0 4] =] dap =]
Deskrips! Xriterle Inceks Indiketor
Tersedianya Sistem Informasl bentana yang dapat dizkses oleh komunitas loxal berisikan ata, sejarah dan perkembangan fisiko bentana yang
selaly diperbarul dan terintegrasi dengan sistem nasionalfregional 40

PRICRITAS 11l TERWUIUDNYA PENGGUNAAN PENGETARLAN, INOVASI DAN PENDIDTKAN UNTUX MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN EETAHANAN Dl SENLIA

(NDIKATOR Hl Kurlkulum sekolah, materl pendidikan dan pefatihan yang relevan meneakup konsap-Xonsap dan prakii-praktk menge nal pangurangan rislka
Deskrips! Kriteria Indeks Indikator
Terak ya pela] tentang pengurangan risiko bencana disekolab yang ditunjang deng, urikulom yang terukur untuk semua pihak sekolah
meski terbatas pada beberapa risiko beneana yang ada pada daerah tersebut 60

PRICRITAS 11l TEAWLLUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS] DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN EUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN D) SEMUA
INDIXATOR IIf Adanya metede riset untuk penilaian multizisiko serta analisls manfaat dan bfaya yang selalu dikembangkan berdasarkan ktsalltas hasil rigat

Deskripyd Nriterla Indeks Indikotor

Tersedlanya metode riset dan alat untuk menilal multirisiko pada beberapa bencana seeara imizh dengan miernadulkan kearifzn lokal yang
melibatikan peran serta semua pernanghu kepentingan tingkat kokal dan telah dapat diterapkan secara unmum ditingsat ksl A0

PRIDRITAS |0 TERWLIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS] DAN PENDIDIKAN UNTUX MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN D1 SEMUA

INOIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan prakiik budays ketahanan hentana dengan Jangkauan fuas bagi masyarakat haik i
DesXrips] Kriterio Indeks Indikotar

tegl pemt kesadaran serta b pemt kesadaran publi tniuk praktik budaya pengurangan risiko bencana

T 47
b s Ty

yang terbuktl secara efeitif b ketah b ftas untuk mengurangl Hsiko bencana yang ada dl wilayahnya a0

PRIDRITAS IV ADANTA UPAYA UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIKO DASAR BENCANA .
DIKATOR | Peng g3 ¢ BENCANA MErpa 2 ¢ 3

Deskrips] Kritera Indeks Indikator

leebi]ak lolaan ling} 1 batip lol ber daya atam maupun tata guna tahan yang memperhatilan unsur-unsur

[~
Lt PR Ltk E

pengurangan fsiko bencana 80




PRICRITAS IV ADANYA UPAYA-LIPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RSO DASAR BERCANA
OR (| Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dllaksa nakan untuk mangurangi kerantanan peaduduk Yang p

Deskrips] Kriteriz

hord

Jan peran dan tanggung [awab yang telah ditentukan dalym
} jardingznp

Terselenggaranya aksk-aksi sosial dari berbagai p
keb!]akan-kehi]akan permbangunan saslal yang dnsusun atas dan dan infarmas) yang sefaly diperbarul berkaitzn ¥

Jan dan i pada daerah berisiki tinggh

per

80

PRIORITAS I ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXO DASAR BENCANA
INDIKATOR 11l A% neana-rencana dan kebijakan-kabljakan sektoral &) bidang ekonoml dan prod uksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kesenta

Deskrips! Kriteria

i serta sektor-sektor produkst yang mentakup semua sektor kemitraan public dan swasta

INDIKATOR W Parencanaan can pengelolaan pamukiman manusta memuat unsur-unsur pengurangan
Deskrips! Kriteria

Adanya perindungan terhadap kegiatan-eglatan ek
untuk membantu mengurangh dampak keseluruhan dar bencana 40
PRIORITAS IV ADANYA LPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTCR-FAKTCR RISIXO DASAR BENCANA

Tslke bencana termasuk pembartakian syarat dan izin

tedzh dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi UNsur-unsur rentana
| pernbeﬂah;ansyaratdanhlnmudmkanbangunanyangbergmaumuk
malican dampak risiko-risika bencana yang ditimbutkaneya

Perencanaan dan pengelolaan |
tata guna tanah termasuk | Ipan, p danp
mengelola pemukiman kota yang makin Iama raakin mehuas ditujulan untuk memini

80

PRIDRITAS 1V ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA
INDIKATOR ¥ Langkah-langkah pengutangan risiks bancana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitast dan pamulihan pastabencana

Indeks Indikoter

.prossdur untuk manilal dampak-dampak risiko bencana atau proyek- -proyek pambangunan besar,

Deskripsd Nriterla

INDIKATOR VI Siap sedianys prasedur

Deskripsi Kriterla
Rencana dan pelaksanaan pemulihat beheana te1ah dengan pertimbanghan poma, gar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko
bencana yang disusun oleh pata p gkl key gan demi ketah pembang yang sedang dan tetah dilah L 60
PRIORITAS IV ADANYA UPATA-IIPAYA PENGLIRANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA
terutama infrastruktae

tndeks Indikator

dl d italzn ¢ % 7isiko bencana ke dalam pernbangunan terbatas pada bldang-bidang utama seperld pengentasan

Ter
kemlsk]nan, perurnahan air, energl dan Infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan 40
PRIQRITAS V PERKUAT KESLAP-SIAGAAN BENCARA
DIKATCOR ap sadia b g A apa da bag P ab d p =
Deskripsd Kiiteria Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusts yang memilikl b gan dan kebijakan serta berday dengan Jurnlah yang dal yarg ditunjang
oleh sikarelawan watay belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanlsme kesiapsi yang dai dan dalam pelaksanaanmya 20 .
masih bersifat sektoral
[PriORITAS W FERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA
DIKATOR preadianya re ap gaanb A dan re a2 =F ang slap d gD p aha puler diada
Deskripsi Xriteria tndeks indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmizh dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darural
dan pemulihan bencana berdasarkan pembetaj; yang terjadi sebelumnya serta selatu diuficoba secara teratur 40




INDIKATOR 1l Tarsedianya cadangan finanslal dan faglstlk sarta mekanlsme antislpast yang slap untuk mendukung bpaya pénanganan &

arurat yang efektif dan

[

butuhkan s iner nasional dan regional untuk p y

Dexhkrips] Reiterla indeks indikator
Tersedlanya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-prog lih ilzyah 13ty terjad] beneana dengan persiapan yang
matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang maka nan sesual dengan kebutuhan dan skenaro watau masih 60

FRIORITAS ¥ PERXUAT XESIAP-SIAGAAN BENCANA i
INDIKATOR IV Tersadianya prosedur-prasedur vang shap untuk melakukan gertukaran informa

$1yang relevan selama penanganan darurat sertau

ntuk matakukan

tndeks Indikator

bentana

Deskrips) Xriteria
Tersedianya prosedur Informasi dan ikash d. t saat p g bentana di sefuruh b thasi dido tasikan untuk dlevaluasl
umuk mendapatian pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur infomasi dan kamunikasl bagh masyarskat saat 80




PRIORITAS | : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJAD] SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1.1 Kerangka hukum dan kebljakan
nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan 80 1,5 120
untuk semua jenjang pemerintahan

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risikc bencana di 60 1,25 75
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan 60 0,75 45
sumber daya pada tingkat lokal

A Berfungsinya forum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan 60 0,5 30
nsnko bencana




PRIORITASH MENGIDENTIFIKAS!, MENGKAJ DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana
Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi
risiko untuk sekter-sektor utama
daerah

Tersedianya sistem-sistera yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan RlSlkO

RN

G
ff*ii—fﬁ@ ;




PRIORITAS lli

MENGGUNAKAN PENGETARUAN, INOVAS) DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

—— -

mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan
{melalui jejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,
dst)

0,75

310

Kurikulum sekalah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

60

1,25

75

Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit
analysist) yang selalu

40

0,75

30

Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan

a0

1,28

100




PRIORITASIV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR
F LTI [T — Ay -- T ._ ,_:_'_._‘E. i' ."“-- Tk 110 KA APEL pr e, .'
.:_f LR oy ; 3 e i &. i B . 'ﬂ.l ‘. & _n‘_ h '!-‘.' .
4 1 Pengurangan risiko bencana
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam,

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebijakan dan rencana-
80 0,75 60

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubaban iklim

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi 20 0,5 40
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi 40 0,5 20
kerentanan keglatan-kegiatan
ekanomi

4. Perencanaan dan pengelolaan
pemukiman manusia memuat
unsur-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan .80 0,75 6D
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum (enforcement of
building codes)

.5 Langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam

0
prases-proses rehabilitasi dan 60 0,5 3
pemulihan pascabencana
.6 Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek 40 L 40

pembangunan besar, terutama
infrastruktur




PRIORITAS V

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEN! RESPON YANG EFEKTIF

DI SEMUA TINGKAT

5.1 Tersedianya keb:]akan, ka pasntas
teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
bencana datam pelaksanaannya

80

20

.2 Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latthan reguler
diadakan untuk menguii dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat bencana

40

0,75

30

logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya
penhanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

.3 Tersedianya cadangan finansial dan

60

1,25

75

4

untuk melakukan tinjavan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama

Tersedianya prosedur yang relevan

80

masa tanggap darurat
G W“"féﬁ,ﬁﬁé

20




KOTA :
PROVINSI :

REPUBLIK INDONESIA

menjadi sebuah pricritas nasional dan lokal dengan
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini

Mengeunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
|untuk membangun suatu budaya keselamatan dan
ketahanan disemua tingkat

Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA  :KEPULAUAN MENTAWAI
PRIORITAS/ DESKRIPS! INDIKATOR no- R[frsaﬁl-“
INDIKATOR PERT. TIDAK=01
Kerangka hukum dan kebijakan nasianal/lokal untuk pengurangan : i
11 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan 3 1
untuk semua jenjang pemerintahan P
5 1
1l Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 3 1
) pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan 7
af
9 1
1l3 Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 10 1
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 1
12
13 1
1.la Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko] 14 1
bencana 15
16
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya :: :
21 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama -
daerah
20
21 i
Tersedianya sistem-sfstem yang siap untuk memantau, mengarsip dan -
2.2 menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan =
utama
24
25 1
2tz Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 26 1
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27
p1]
29
2 ia Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30
i Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko| 31
32
33 1
Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat =
3.1 diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan [melalul -
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) ”
37
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan "
3.2 mencakup konsep-kansep dan praktik-praktik mengenai pengurangan P
risiko bencana dan pemulihan w0




Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta ::
analisis manfaat-biaya {cost benefit analysist) yang selalu "
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset ot
Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 45 1
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang a6,
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan a7
mauvpun pedesaan. A8
Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 49 1
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan 50 1
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 51
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim 52
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial z: 0
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling P
berisiko terkena dampak bahaya w8l
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi ::
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan -
kegiatan-kegiatan ekonomi o
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur- 61 1
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat 62
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan 8
umum [enforcement of building codes) 64

85 1
Langkah-langkah pengurangan risike bencana dipadukan ke dalam 66 1
proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana 67 1

68
Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak ::i
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama 7
infrastruktur.

71

73 1
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta o 1
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan -
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya -
Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi 7 1
vang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan 78
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap 74
darurat bencana &0
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme :: !
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat =
yang efektif dan pemulihan pasca bencana ”

85 1
Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca p” 1
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa p 1
tanggap darurat "




KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIXO BENCANA
DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR XERANGKA AKSI HYDGO

HNAMA
KAEUPATEN/XDTA

[ [H B e n I3

o - -

INBIKATOR | Kerangka hukum don kebyckan rosionollokal untuk perjuracgen risiko Bencasa teist, cda fengen targgung awab eksplisit ditelapkon uniuk semuo

Dexkeipst Kriterlo indzks Indlkotar

Tersedionya percturan doerah atou peroturan kepolo doerah tentang penanggulangan bencana yang diterfemahkan 80
dalem perencanaan wilaych dan dicdoptasikan pada aturan loin terkoit

e I S Firay nor ’. < k) : "
INDIKATOR I Tersedignyo sunrberdoys yong diofoxosikan thusus ualek kegiotan pengurasngon muo bepcone OF semue lingrel pemeriniohon
Deskripst Kriteria Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Doya (Dona, Serana dan Prasarana serto Personil) yang dialokasikan khusus untuk 60
Pengurangan Risiko Bancana.

INDIKATOR 1L Terjglinnye gurisipasi kamunitos gon deseniralises! melotus pembagian kewencnges don sumber doyo poda tingkot fakaf
Deskrips! Xriteria Nilgl Indikerror

Terselenggaranya portisipasf masyarokat dalam pengurangon risiko bencana dengan mekanisme Pembagion
Sumber Daya, Tugos, Kewenangan dan Tenggung Jowab yang Jelas ontora pemerintah dan kelompek masyarakat. 60

PRIORTTAS | MEMASTIXAN PENGURANGAN BISIX0 BENCANA MENIAD! PRIORITAS LOXAL HINGGA NASIGNAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAG!

Deskripc) Kritarlo Jindeks Indikotor
lorundalcmpok\rang terdid dad berbagai fos kepentingan yang 2da di daerah yang memitikl korritmen dan kemampuan untuk
1 [birokrasl, pend L, jartngan kesja 4l deml mempercepat pelaisanaan kebljakan-kebljzkan terkait pengurangan risiko 60
bencana yang disepakati bersama

PRICRITAS 3l MENGIDENTIRKAS], MENILAI DAN MEMANTAL RISIXO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DIN) DALAM UPAYA PENGURANGAN
INDIKRATOR | Tacsadianya Kajlan Rislks Bencana Baerah berdasarkan data bahaya dan infarmasl kerentanan dan meliputi penitaian risike untuk sé kear-sektor

Deskrips) Kriterio Indzks Indikator

Tersedlanya Kaflan Rislko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan llmiah. sejarah d2n pengetahuan lokal yang
dapat dizkees oleh sermua pemanglou kebljakan dan dijadilan segan dalam pemmbuatan p g danl 3 i daerah 40

Tersed! sistem infl | publi% untuk memantau dan menyebartuaskan data bahaya, data b dan data ketal yang diarsip

secara haik dan diperbarui terus menerus 40




PRIORITAS ) MENGIDENTIFIKAS, MENTLAI AN MEMANTAL RISIND BENCANA DAN thmcnmnsmm PERINGATAN DiNi DALAM UPAYA PENGURANGAN

Deskrips! Kriterla tndeks tndlkator

Slstern peringatan dini yang stabil untuk segala Jenls bencana yang menfangkau semua level kat dan dievaluas] secara berkala oleh multh

stakcholder, 60

PRIDRITAS H MENGIDENTIFIEAST, MENILAI DAN MEMANTALU RISTD BENCANA DAN ancumummma TAN DJNi DALAM UPAYA PENGURANGAN

DIKATOR IV P & lokal dan nasiona P b O o reglona g ;

Deskripsk Xriterla Indeks Indikatar

Tersedlanya kajian dan Upaya pengurangan rsika b 2ntar wilayzh yang bestetangga pada bencana-bencana fintss daerah, 0

PRICRITAS LIl TERWLUUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INDVASI DAN PENDIDIKAN LUNTUX MEMEANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR | Tersadianya Informasi yang relevan mengenal bencana dan dapat diaksas di semua tingkat cleh salurub pemangiu kepentingan {me

Deskrips! Kritetla Indeks tndikator

Tersediamya Slstem Informast bencana yang dapat diakses cleh b itas fokal perisikan data, sejarsh dan perkemb risiko b yang
selalu diperbarui dan terintegrasl d

1 P 1

gan sistem yreg! 40

Deskrips! Krlteria
Terlak lajaran tentang p risika b dl h yang ditunjang dengan kurikustum yang tevulur untuk semaa pihak sekolah
meskd terba‘las pada beberaps risio benl:ana yang ada pada daerah tersebut 0

PRIDRITAS (I} TERWLIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INGVASI DAN PENDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

Deskripst Kelterla Indeks ndiketar

Tersedlanya matode riset dan alat untuk menital multinsiko padla beberapa bencana secara iimiah dengan memaduian kearifan kokal yang
relibatkan peran Serta semua pemangky kepentingan tingkat lokz) dan telah dapat diterapkan secara umumn ditingkat Yokal 0

PRIDRITAS 1Tl TERWLIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVAS! DAN PENDIDIXAN UNTUX MEMBANGUN BUDAVA XEAMANAN DAN KETAHANAN D1 SEMUA
INOIKATOR IV Adanya strategl kasadaran saluruh komunitas ustuk pelaksanaan prakeik budaya ketahanan bencana dangan Jangkatan iuas bagt masyarakat baik ¢i

Deskrips! Kriteria indeks Indiketor
T va strategi pembangunan kesadaran serta kamy b kesad publik untuk praktik budaya pengurangan rsiko bencana
yang terbukti secard efektil membangun ketahanan i.nrrm:as untut mengwangi tislko bencana yang ada di wilayahmya 40

PRICRITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISINO DASAR BENCANA
INOIKATOR | Pengurangan rislko bencana marupakan tujuan Iategral darf kebijakan-kebijakan da

Deskrips] Xritasia

n [ERcana-rentans yang berhubungan dengan ling

Terst va kebijakan pengelolaan lingh baik p 1ol ber daya alam raupun tata guna Yahan yang memperhatikan unsur-unsur
pengurangan rlsilm bencana 60




PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATOR 1 R#ncana-cencana dan kebijakan-kehljakan pembangunan satial tengah dil aksanakan untuk mengurangi kecentanan penduduk yang

Deskrips! iriteria

Terselenggaranya akst-aksi soslal darl berhagal pernangkis kepentingan berdasarkan peran dan tanggung fawab yang telah ditentulan dalor

L[t Lahllal 4

I Il F g soslal yang di Ftas data dan informasi yang selalu diperbarud berkaitan ketah jaringan pangan, 0
perekonomlan dan i paida daerah berl<lko tingel

PRIORITAS TV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTCOR RISIKO DASAR BENCANA

QIkATOH He da b b o di hidang oNno dan prod alah dlla

Deskrns Rriteria Iadeks indikotor

Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekancmi serta sektor-cektor produks yang mencaliup semua sektor kemi putilic dan t
untuk bant: g gh dampak keseluruhan darl bencana 0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTCR-FAXTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATOR IV Perencansan dan pengelalaan pamuklman manusia memuat unsur-unsur pRngusangan rislko bencana termasuk pambarlakuan syarat danlzin

Deskyips! Kefteria Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelol i Ly tedah di g dengan tepat dan ketal yang metnuat semua Strategl unsur-unsur rencana
tata guna tanah termasuk pu:mipaﬂ, pengawasan dan pengontrolan permnberakuan syarat dan bzin mendirikan bangunan yang berguna untuk A0
mengelola pemykiman kota yang makin tama makin meluas ditujukan untuk meminimatkan dampak dsiko-siko b yang dithmbuth ¥

kl

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA -
INDIKATOR V Langkahwlangkah pengurangan risike bencana dipadukan ke dalam prosas-proses rehabilitast dan pemullban pascabancana

Deskrips] Kefteria Indeks Indikotor

fiencana dan pelaksanaan perulihan bencana te!ah tersusen dengan mmpcﬂ.!mbangl:an norma, standar dan pringlp-prnsip pengurangan ristko
bentana yang disusun cleh para p Bl ey gan demi b : g yang sedzng dan telah diaksanakan 20

PRIORITAS TV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAXTOR RISIKD DASAR BENCANA
INDIKATOR Vi §lap seclanya prosadur-prosadur untuk menital dampak-dampak rislko bencana stau provek:

proyak pembangunan besar, infrastrulctur

Deskripst Kriterla Indeks Indikatar
T lianya prosedur penilalan darmpak fsiko t %e datam pembang s pada hidang-bidang utama seperti pengentasan
kemiskinan, perumahan, alr, energh dan Infrastruktur yang telah diteraphan pada pembang 0

PRIORITAS V PERKUAT XESIAP-SIAGAAN BENCANA
DIKATOR ap sadia hifaka : 3 aps a A plembaga 2 3 ZEulanga o ba dangan perip

Deskripd Kriteria [indeks Indlirtor
Terbentuknya lembaga khusts yang merniliki & gan dan kebi[akan serta sumberday ia dengan jumiah yang memadal yang ditunjang
oleh sukarelawan walau betumn ditunjang dengan kapasitas telmis sem kanisme kesiapsiagaan yang Jal dan dalam pefzksanaannya 60
rasih bersifat sektoral

INDIKATOR 3 Tersedlanya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antlsipasl yang stap di semua jenjang pemarintahan, latihan regulsr diadakan untuk

Deskidps! Kriteria Indeks Indikotor

Tersusunnya rencana slaga dan pros edur yang disusun berdasarkan kalzn fimlah da2n pengetahuar b Itas E upsya p g darurat
dan pemulihan bencana berdasarkan pembetajaran yang terjadi sebelurnya serta selalu divjicoba secara teratur 40




PRICRITAS V¥ PERXUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA

INOIKATOR Il Tersedlanya cadangan flnanslal dan loglstik serta mekanlsme antislpasi yang siap untuk mandukung upays pananganan daruratyang efekti dan

Desksips] Nriterio

Indeks Indikatar

loal dan regh

Tersedlarya anggaran untuk petaksanazn rencana dan pogr
matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang mal sesual d

program permulihan

buntuk g

¥

40

PRIORITAS VW PERKUAT KESIAP-SLAGAAN BENCANA

INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosadur yang slap untuk melakukan partukaran Informasi yang relevan selama penanganan darurat s

Deskrips] Kriterdo

Indeks Indikatar

Tersedlanya presedur informast dan kormunikasi darurat saat penanganan bencana di
unituk mendapatkan pembelajaran balk yang ditujub

untul .r.-..'.. 2

bencana




PRIORITAS |

1 Kerangk

S R EX
a hukum dan kebijakan
nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan
untuk semua jenjang pemerintahan

A I e S

20

15

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG

120

.2 Tersedianya sumherdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan
pepgurangan risiko bencana di
semua tingkat pemerintahan

60

1,25

75

.3 Terjalinnya partisipasi dan

desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan
sumber daya pada tingkat lokal

60

0,75

A5

4 Berfungsinya forum/jaringan

daerah khusus untuk pengurangan
risiko bencana




PRIORITAS Il

MENG!DENTIFIKAS!, MENGKAJ DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi 40 1,25 50
risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

Tersedianya sistem-sistem yang
siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
hencana dan kerentanan-
kerentanan utama

40 1 40

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala 60 1,25 75
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

T Vﬂ:ﬁﬁﬁz&’j TR

i

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk

L




PRIORITAS Il : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

- A

3l.1 Tersedianya informasi yang relevan _
mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan 40 0,75 30
{melalul iejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi infarmasi,
dst)

.2 Kurikulum sekolah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

.3 Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya {cost benefit
analysist) yang selalu

0 1,25 0

0 0,75 0

Diterapkannya strategi untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan

e Tz e vy Fewe ey
— = .‘1"%] I“f;af{'%
o

40 1,25 50




PRIORITAS IV

risik
merupakan satah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim

60

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

0,75

45

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan penduduk yang paling
herisiko terkena dampak bencana

0,5

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kegiatan-kegiatan
ekanomi

0,5

. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman fmanusia memuat
UNSUr-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum (enforcement of
building codes)

40

0,75

30

Langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan
pemulihan pascabencana

80

05

40

Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
infrastruktur




PRIORITAS V

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEM1 RESPON YANG EFEKTIF
DI SEMUA TINGKAT

A Te fjakan,
teknis kelembagoan serta
mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

&0 1 60

.2 Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
mengembangkan progran-
program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

3 Tersedianya cadangan finansial dan
Jogistik serta mekanisme antisi pasi
yang siap untuk mendukung upaya 40 1,25 50
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

4

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama

80 1 80
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Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana

renjadi sebuah priaritas nasional dan [okal dengan 67,5 3
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

2 Mengidentifikasi, mengkall dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini 41,25 2

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan

ketahanan disemua tingkat 20 1
4 Mengurangi fakter-faktor risiko yang mendasar 28,75 1
5 Memperkuat kesiapsfagaan terhadap bencana demi

respon yang efektif di semua tinghat 55 2

TOTACNILA{ PRIGRITAS P Al v b

TNDEKS KETAHANAN DAERAH™; & SRR




FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH
PROPINSI : SUMATERA BARAT
PRIORITAS/ DESKRIPS1 INDIKATOR Na. R;s:c;ﬂ
L PERT. =1
NDIKATOR TIDAK=0}
1 1
Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan 5 1
11 risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan 3 1
untuk semua jenjang pemerintahan " 1
5 1
1]z Tersedianya sumberdaya yang dialckasikan khusus untuk kegiatan 6 1
. pengurangan risika bencana di semua tingkat pemerintahan ?
8
9
113 Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui 10
) pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal n
12
‘ 13 1
Lia Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko] 14 1
) bencana 15
16
17 1
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya ”
.11 dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama "
daerah
20
. 2 1
Tersedianya sistem-sistem yang sfap untuk memantau, mengarsip dan ”
212 menyebarluaskan data potens! bencana dan kerentanan-kerentanan =
utama
24
25 1
213 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 16 1
i besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 27 1
28
29
2 la Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 30
i Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risika} 31
3
) . 33 1
Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat >
341 diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui =
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) o
. ) . a? 1
Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan p” 1
3.2 mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenal pengurangan =
risiko bencana dan pemulinan

1]
[=]




Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya {cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan.

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
ditaksanakan untuk mengurang! kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bahaya

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektaral di bidang ekonomi
dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-kegiatan ekonomi

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan
umum (enforcement of building codes)

Langkah-langkah pengu;angan risike bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehahilitasi dan pemulthan pascabencana

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk meniial dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama
infrastruktur.

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risika bencana dalam pelaksanaannya

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap
darurat bencana

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme
antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemulihan pasca bencana

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat




KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGYA ARSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

AT £
L

INDIKATOR | K2

-
raagra Bk don keoiakssn as:oral kst snik pENSWRRESN HSRO BARIS

Deskrips! Kriteria

o t2'7h 605 2angEA 1ANGGURGIENCT SXS2RE Sitaiosian ueisk Semud

Tersedianya peraturan doerah otau peroturan kepala doerah tentang penanggulongan bencona yong diterjemahkan

dolam perencanacn wilayoh dan diedoptasikan pada aturan lain terkoit 100

) v

Lt
\NDIKATOR Il Tersedianya sumberdoye vang diclokasikan khuss unts

% ke21@0a0 PERQUIaBZER NSO Senfang & semua tingkol gemerintasan

Deskrips! Kriterla

Tersedionya Sumber Daya {Dona, Serona dan Prasarona serta Personil) yong diolokasikan khusus untuk &0
Pengurongan Risiko Bencana.

PRIORITAS | MEMASTIEAN PENGLIRANGAN RISIO BENCANA MENIAD! PRICRITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBA
INDIKATOR () Terjghonya parsisipasi komurrtas dan egsentrahissst splglul pemicg:as Ewentagon 2on sumber davt pade tingsl fokgt

Dexkripsl Kriteria

Terselenggarenya partisipasi masyorakot dalom pengurangan risika bencana dengan mekanisme Pembagian

Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Yanggung Jawab yong Jjelas antaro pemerintah dan kelompok masyarakat. 0
CTIORITAS § MEMASTIZAN PENGLRANGAN RISIXO BENCANA MENIADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGH

Deskripsl Kriteria Indeks Indikator
Forum/kclompok yang terdiri dar berbagai p ghu kepentingan yang ada daerah yang memmilikd & danl puan untuk
puss batasan [birclousl, pend jaringan kerja dll) deml mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijak terkait pengurangan risiko 60
bencana yang disepakat] bersama

PRIORITAS U MENGIDENTIFIRASE, MENILAI DAN MEMANTAL RISIKO EENCANA DAN MEMINGIATEAN SISTEM PERINGATAN DiNI DALAM LIPAYA PENGURANGAN
INDIKATOR | Teesedianya Kajian Rislieo Sentana Daarah merdasarkan data Dahaya gan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risika untuk 5

Deskripsi Nritera -
Tersediarya Kajian Risiko B Daerah berdasark uumamummmawmmmhmmmmm
dapat diakses oleh semua permangk kebijakan dan dijadikan acsan dalam perbuatan rencana pembangunan dan Investas) di daerah., 40

PRIDRITAS | MENGIDENTIFIKAS!, MENILA! DAN MEMANTAL REIXO BENCARA DAN MENINGRKATEAN SISTEM PERINGA TAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN

Deskripst Nriteria tncleks indikator

Tersedianya sistem Informasi publik untuk memantat dan menyebarluaskan data hahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip
secara btk dan diperbarud terus menenus 40
DIADOPS) BART BUXY SERANGAN SI AENCANA' YANG DiSUSUN OLE SALH WEAMS] DAN UMESO0 LINTUR PENTUSLILAN RERCANA A DAERAN LINTUE PENGURANGAN RISIKD RERCANA PROPTHSI SUMATERA

BARAT




PRIORITAS 1) MENGIDENTIFIXASE, MENILA! DAN MEMANTAU RISIXO BENCANA DAN MENINGEATEAN SISTEM PERINGATAN DIN! DALAM UPAYA PENGURANGAN
INDIKATOR I)f Tarsedianya sistem paringatan dink yang sfap beroparast untuk skals basar dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat level masyarakat

Deskripsl Ksiterla Indeks Indikator

Sistern peringatan dini yang stabil untui segala Jenis bercana yang enjangkau semua level masyarakat dan dievatuasi secara berkata oleh mult
stakehalder. 80

PRICRITAS 1t MENGIDENTIFITASE, MENILAI DAN MEMANTAL RISXD BENCANA DAN MENINGXATKAN SISTEM PERINGATAN DINT DALAM UPAYA PEMGURANGAN
INDIKATOR IV Panitalan risiko lokal dan nasional mempertimbangkan rislko-ristko regionatflintas batas guna meng galang kerjasama regional menga nal

' Deskripsi Kriterla

Tersedlanya kajtan dan Upaya pengurangan risiks bencana antar wilayah yang bertetangza pada bencana-bencana lintag daerzh.

FRIORITAS [l TERWIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIXAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

IKATONR griedly + ] [+ dapat d d +] e p

Deskylps] Kriterla indeks Indikotor
T Jianya Sistem inf | bencana yang dapat diakses oleh komunitas loks! berisikan data, sejarah dan perkembangan Misiko bentana yang
selalu diperbanu dan terntegrast dengan slstem nasional/regional 40

PRIORITAS LI TERWIJUONYA PERGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDICIXAN UNTUX MEMBANGLUN BUDAYA KEAMANAN DAN EETAHANAN D) SEMUA

- Deskelpsi Kelterla Indeks IndTkator
Teriah ya pelajaran ¢ Pengurangan risiko bencana disekolsh yang ditunjang dengan kurikutum yang teruk untuk semua pihak sekolah
meskl torbatas pada beberapa risiko beneana yang ada pada daerah tersebut 60

FRIORITAS | TERWUUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, [NOVAS] DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGLIN BUDAYA KEAMANAN DAN XETAHANAN D4 SEMUA
INDIKATOR 1l Adanya metade risat untuk penllaian multlrisiko sarta anallsis manfaat dan biaya yang selalu dlkembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

Deskriast Kriterio tndeks Indikator

Tersedianya metode riset dan alat untulk menilal multifsiin pada beberapa bencana secara dmish dengan memadukan kearifan Yoka! yang
melibatican peran serta semua pemangku kepentingan tinghat lokal dan telah dapat diteraphkan secara urnum ditinghat lekal 60

PRIORITAS Nl TERWLIUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INDVASI DAN PENDIDIXAN UNTUE MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA
INDIKATOR IV Adanya stratagi kesadaran seluruh xomunitas untuk pelaksanaan praktik Budaya watahanan bencana dengan janghauan luas bagi masyarakat talk di

Deskrips! Kriterla
Tersedianya strategl permbangunan kesadaran seria pamye permbang Kesadaran publik untuk praktik budays pengursngan risiko bencana
yang terbukt] secara efektif bangun ketzh i itas untuk mengurangi risike bencana yang ada di wilayahnya 60

PRICRITAS I ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR FAKTOR RISIKD DASAR BENCANA

Deskrips! Kriterio Indeks Indikator
Terst ya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelol bt daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan pnsur-unsur
pengurangan rsiko beneana 80
DUABOSS! DARY BUKL! SERARGAN S1 BENCAMA' YANG DSUSUM OLEM KL SasA LFOEANN) DM LNESOD UNTUR PENTL ANA ALS) LOETLIZ PENGUAANGAN RESIKD BENCANA PROPINS! SUMATERA

BARAT




PRIDRITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA
Ad-fentans dan kebijakan-kebljakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan uniuk mengurang

i kerentanan penduduk yang paling berislka

INDIKATOR ) Renca
Desxkrips] Xritzrig tndeks Indikotor
Terselenggaranya sksk-alksh soslal dari berbagal p pku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam
kebijakan-kebljakan pembang| soslal yang di 2tas data dan Inforrnasi yang selaly diperbani berkaitan ketal Jaringan pang; 80
perekoncmian dan asuransi pada daerah berisike tinggh

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIXO DASAR BENCANA
INGIKATOR (Il Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bldang ekonomi dan produksi tetan dilakss

Deskrips] Kriterla

makan untuk mengurangh kerantanan kegiatan-

Adanya periindungan terhadap keglatan-kegiatan ekonomi serta sektnr-sektor produksl yang mencakup semua sektor kem pubdic dan 1
untuk bantu mengurangh dampak keselundhan darl bencana a0

PRICRITAS {¥ ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOR RISIXD DASAR EFNCANA

i ALK ol A 3 [+ 0 ]
Deskrips] Kriterda Indeks Indlietor
Perencanaan dan pengeiolaan pemulkdman \a telah dirancang dengan tepat dan ketal yang memust semua strategl unsur-Unsur rencana
tata guna tanah k penertipan, peng: dan pengontrol penwakuansyara!danlzinmuﬂrlhnbangunanyangbcrsmammk 80
mengelola pernukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan Jarmpak risiko-risiko b yang ditimbulkanrnya

PRICRITAS TV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKG DASAR BENCAMA
INOWATOR ¥ Langkah-langkah pengursngan risike bancans dipadukan ke dalam proses-proses 1e habilltash dan pe

Destkrips] Kritesta

mulihan pascabencana
indeks indikator

Rencana dan pelaksanasn perulinan bencana telah tersusun deng, wertimbangkan norma, dar dan prnsip-prinsip pengurangan risiko
bentans yang di olchpara p ghy kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan 60

FRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAXTOR-FAXTOS RISIXO DASAR BENCANA

DIKATOR ap sed prosagus-prosed o pak-damp ob

Deskrips] Kriteria Indeks indikator
Tersedianya prosedur penitalan darpak risto b ka dalam pembang terhatas pada bidang-bidang Utama sepert! pengentasan
emiskinan, perumahan, air, energl dan Infrastruktur yang tefah diterapkan pada pembang 0

PRIDRITAS ¥ PERNUAT XESIAP-SIAGAAN BENCANA
INDIKATOR | $iap sadlanya kebljakan yang kuat, kapasitas teknls dan kelembagaan serta m

skanfame pananggulangan rislko Sencana dengan pers pektif
Indeks indikator

Deskripst Kriterla
Terbentuknya lembaga khusus yang memilik kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya ‘manusia dengan [umlah yang memadal yang ditunfang
oleh sukarelywan watau belum ditun]ang dengan kapasitas teknis serta mekanisme keslapaiagaan yang jai dan dalam pelaksanaannya 60

masih bersifal sekteral

PRIORITAS V PERNKUAT EESLAR-SLAGAAN BENCANA
INDIKATOR IF Tacsadianya rancana keslap-slagaan bentany daa rencana amtisipast yang stap di semua Janjang pemerintahan, latihan regutes diad

Deskripst Neiteria

Tersusunnya rencana slaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian Imiah dan pengetahuan k It tang upaya p B darurat
dan pemylihan bencana berdasarkan pembelojaran yang terjadi sebetumnya serta selalu diufiecba secara teratur 40

£ L i RSO BENCARLS PROPINS! SUMATLRA

BEADGPS DA R] BLEL SEAANGAN SI BENCANA' FANG DEUSHUN OLEW FOMURITAS SAGA. mmm:mmmmﬂmmnmumnmm A
BANAT




m

pemulihan Y tah terjadi bemcana dengan perslapan yang

2

sesuat dengan kebutuhan dan skenario walau masth

60

Tersedianys anggaran untuk pelakeanaan rentana dan program-prog
g terhadap akses terhadap dana o t, d lisas gudang mak
butuhkan sumk i lonal dan reglonal untuk p harny

PRIORITAS ¥ PERKUAT KESIAP-SLAGAAN BENCANA
INQIKATOR IV Tarsadianya prosadur-prasadur yang siap unty

k melakukan pactukaran infermasi yang celevan selama penanganan darurat sena untuk melakukan

Deskrips! Xriterlo

Tersedanys e oy was] darurat saat penanganan = —— I azan Utk dievaluas]
untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditufulkan untuk peningkatan elektivitas prosedur infomasi dan & ikasl bagi masyarakat s3at a0
bentana

DLADOPS! DAR! BUKL STAANGAN ST EENCANA' FANG DOSLISUM DLEH KOMUMTAS SAGA

¢ RENCANA ALS DAFRAH UNTL FENG LRANGAN RISIRO BERCANA FROPONSE SUAA TERS

DelN LRVESCO LINTOX

BARAT




PRIORITAS | : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

. INDIKATO

1|.1 Kerangka hukum dan kebijakan
nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab eksplisit ditetapkan 100 15 150
untuk semua jenjang pemerintahan

.2 Tersedianya sumberdaya yang
dialokasikan khusus untuk kegiatan
pengurangan risiko bencana di 60 1,25 75
semua tingkat pemerintahan

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan 0 0,75 o
sumber daya pada tingkat lokal

4 Berfungsinya forum/fjaringan
daerah khusus untuk pengurangan 60 0,5 30
risiko bencana




PRIORITAS 1l

MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN

MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

m
Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi
risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

40

50

Tersedianya sistem-sistem yang

siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi

bencana dan kerentanan-
kerentanan utama

40

40

Tersedianya sistem peringatan dini

yang siap beroperasi untuk skala

besar dengan jangkauan yang luas

ke seluruh lapisan masyarakat

80

1,25

100

Kajian Risiko Daerah

Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Lintas Batas Guna Menggalang
Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

5 &éﬁ GIA _--NI{AIF’HW’@

0,5

B “ ‘ é‘-;{ki D D miéﬁm %égﬁ””%r@?fﬁﬁﬁ ﬁ‘ X his =




PRIORITAS lil : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVAS|I DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh
seluruh pemangku kepentingan 40 0,75 30
{melalui jejaring, pengembangan
sistemn untuk berbagi informasi,
dst)

.2 Kurikulum sekolah, materi
pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep
dan praktik-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

.3 Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya [cost benefit
analysist) yang selalu

60 125 75

311 Tersedlanya mforma5| yang relevan

60 0,75 45

Diterapkannya stratepi untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan

60 1,25 75
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PRIORITAS IV

Pengurangan risiko bencana
merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim

80

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

0,75

60

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan pembangunan sasial
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bencana

20

0,5

40

Rencana-rencana dan kebijakan-
kebijakan sektoral dj hidang
ekonomi dan produksi telah
dilaksanakan untuk mengurangi
kerentanan kepiatan-kegiatan
ekonomi

40

0,5

20

. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat
unsur-unsur pengurangan risiko
bencana termasuk pemberlakuan
syarat dan izin mendirikan
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum {enforcement of
building codes)

2o

0,75

Langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan
pemulihan pascabencana

60

0,5

30

.6 Siap sedianya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
infrastruktur




PRIORITAS V

TR

et

]

Tersedianya kebijakan, kapasitas
teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

60

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF
DI SEMUA TINGKAT

60

Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi
yang siap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat bencana

40

0,75

30

Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi
yang siap untuk mendukung upaya
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

60

125

75

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran
informasi yang relevan selama
masa tanggap darurat

40

40




KOTA
PROVINSI :

REPUBLIK INDONESIA

(i : : TOTAL NILAT T~ 22 INDEKS
bich Rl | PRORTAS: . PRIORITAS

Mem

astikan bahwa pengurangan risiko bencana

menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan 63,75 3
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2 Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini 47,5 2
3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan

untuk membangun suatu budaya keselamatan dan

; : 56,25 3
ketahanan disemua tingkat
4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 525 2
5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 51,25 2

TOTAL NILAL PRIORITAS
INDEKS KETAHANAN DAERAH




